SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG

PENGESAHAN COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT
BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE EFTA STATES (PERSETUJUAN
KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF ANTARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

SK No 083293 A

a.

DAN NEGARA-NEGARA EFTA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa kegiatan perdagangan merupakan salah satu sektor
utama penggerak perekonomian nasional yang dapat
dilakukan melalui kerja sama perdagangan internasional
untuk mendukung program pembangunan nasional di
bidang ekonomi dalam rangka memajukan kesejahteraan
umum sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi
dan meningkatkan kerja sama ekonomi secara komprehensif
antara Republik Indonesia dan Negara-Negara European Free
Trade Association (EFTA). Pemerintah Republik Indonesia
dan Pemerintah Negara-Negara EFTA telah menandatangani
Comprehensive Economic Partnership Agreement between the
Republic of Indonesia and the EFTA States (Persetujuan
Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik
Indonesia dan Negara-Negara EFTA) pada tanggal
16 Desember 2018 di Jakarta, Indonesia;

c. bahwa . ..
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

s .

bahwa wuntuk melaksanakan Comprehensive Economic
Partnership Agreement between the Republic of Indonesia and
the EFTA States (Persetujuan Kemitraan Ekonomi
Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara
EFTA) maka perlu mengesahkan Comprehensive Economic
Partnership Agreement between the Republic of Indonesia and
the EFTA States (Persetujuan Kemitraan Ekonomi
Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara
EFTA);

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu membentuk
Undang-Undang tentang Pengesahan  Comprehensive
Economic Partnership Agreement between the Republic of
Indonesia and the EFTA States (Persetujuan Kemitraan
Ekoncmi Komprehensif antara Republik Indonesia dan
Negara-Negara EFTA),

Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian
Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomeor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4012); - -

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6573); D
engan . .
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN COMPREHENSIVE
ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT BETWEEN THE
REPUBLIC OF INDONESIA AND THE EFTA STATES
(PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF
ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN NEGARA-NEGARA EFTA).

Pasal 1

Mengesahkan Comprehensive Economic Partnership Agreement
between the Republic of Indonesia and the EFTA States
(Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik
Indonesia dan Negara-Negara EFTA) yang telah ditandatangani
pada tanggal 16 Desember 2018 di Jakarta, Indonesia, yang
salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris dan terjemahannya
dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . ..
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 2021

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 2021

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 113

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

eBid ang Perundang undangan dan
, E};,’,\

ilvanna Djaman
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG

PENGESAHAN COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT
BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE EFTA STATES (PERSETUJUAN
KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF ANTARA REPUBLIK INDONESIA
DAN NEGARA-NEGARA EFTA)

[I. UMUM

Dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tercantum
dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Pemerintah Indonesia dapat bekerja sama dengan negara lain untuk
memenuhi kebutuhan rakyatnya, salah satunya melalui pembentukan
persetujuan  perdagangan internasional. Dengan adanya persetujuan
perdagangan tersebut, Indonesia memperoleh manfaat berupa akses pasar
barang, jasa, penanaman modal, pengembangan sumber daya manusia, program
kerja sama ekonomi, dan fasilitasi perdagangan.

Pada tanggal 16 Desember 2018, Pemerintah Republik Indonesia dan
Pemerintah Negara-Negara European Free Trade Association (EFTA) telah
menandatangani Comprehensive Economic Partnership Agreement between the
Republic of Indonesia and the EFTA States (IE-CEPA). Negara-Negara EFTA yang
terdiri dari Islandia, Liechtenstein, Norwegia, dan Swiss memiliki reputasi sebagai
mitra perdagangan dan penanaman modal jangka panjang yang terpercaya
karena merupakan pasar besar dengan daya beli tinggi serta nilai penanaman
modal asing yang tinggi.

Persetujuan . . .
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PRESIDEN
"REPUBLIK INDONESIA

N, .

Persetujuan IE-CEPA akan menjadi persetujuan pertama Indonesia
dengan negara-negara di Benua Eropa. Penandatanganan Persetujuan IE-CEPA
menjadi tonggak sejarah hubungan kerja sama para Pihak sekaligus memenuhi
arahan Presiden agar perundingan diselesaikan secepat mungkin dengan tetap

menjaga kepentingan nasional Indonesia.

Persetujuan IE-CEPA dapat menjadi pintu masuk atau “Hub” untuk
meningkatkan akses pasar perdagangan barang, perdagangan jasa, dan
penanaman modal baik ke negara Eropa lainnya maupun ke negara-negara yang
telah menjalin Free Trade Agreement dengan Negara-Negara EFTA. Selain itu,
EFTA memiliki 29 (dua puluh sembilan) persetujuan perdagangan dengan total
40 (empat puluh) negara di dunia, sehingga permintaan Negara-Negara EFTA
akan produk-produk Indonesia baik berupa bahan mentah maupun produk
setengah jadi berpotensi meningkat untuk memenuhi permintaan pasar dari

negara-negara mitra EFTA tersebut.

Persetujuan IE-CEPA diinisiasi pada tahun 2005, dan dilanjutkan dengan
pembentukan Studi Kelayakan Bersama (Joint Study Group) yang menyimpulkan
bahwa persetujuan tersebut akan bermanfaat baik bagi para Pihak karena sifat
kerja sama yang saling komplementer atau saling melengkapi. Pada tanggal 7 Juli
2010, perundingan IE-CEPA diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia dan
Presiden Swiss (mewakili EFTA) berdasarkan prinsip-prinsip komprehensif, saling
menghargai (mutual respect), semangat yang konstruktif (constructive spirit),
kesetaraan kedaulatan (sovereign equality), dan saling menguntungkan (common

benefit) dengan pengakuan pada perbedaan tingkat pembangunan para Pihak.

Setelah berlangsung selama 9 (sembilan) putaran, perundingan
dihentikan sementara pada tahun 2014 karena proses pergantian pemerintahan
di Indonesia. Pada tahun 2016, Indonesia dan Negara-Negara EFTA sepakat
melanjutkan perundingan dan berhasil menyelesaikan secara substansial pada
pertemuan di Bali pada tanggal 29 Oktober - 1 November 2018. Pada tanggal 23
November 2018 para Pihak mengeluarkan pernyataan bersama yang .
menandakan selesainya proses perundingan. Persetujuan ini mulai berlaku pada
hari pertama dari bulan ketiga setelah paling sedikit 2 (dua) Negara EFTA dan
Indonesia menyampaikan dokumen ratifikasinya.

Persetujuan . . .
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Persetujuan IE-CEPA terdiri dari 12 (dua belas) Bab, 17 (tujuh belas)
Lampiran dan 17 (tujuh belas) Keterangan Tambahan dari Lampiran. Materi
pokok yang diatur dalam Persetujuan IE-CEPA antara lain mencakup ketentuan
umum, perdagangan barang, perdagangan jasa, penanaman modal, pelindungan
hak kekayaan intelektual, pengadaan barang dan jasa pemerintah, persaingan
usaha, perdagangan dan pembangunan berkelanjutan, kerja sama dan

pengembangan kapasitas serta penyelesaian sengketa.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan disahkannya Persetujuan ini, .
maka Indonesia diharapkan dapat memperoleh manfaat berupa peningkatan
ekspor, penanaman modal, mendorong kerja sama ekonomi, dan peningkatan
daya saing antara Indonesia dengan Negara-Negara EFTA.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6684
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PREAMBLE

Iceland, the Principality of Liechtenstein, the Kingdom of Norway and the Swiss
Confederation (hereinafter referred to as the “EFTA States™),

and
The Republic of Indonesia,
hereinafter each individually referred to as a “Party” or collectively as the “Parties”,

RECOGNISING the common wish to strengthen the links between the EFTA States
and Indonesia by establishing this Comprehensive Economic Partnership Agreement
(hereinafter referred to as “Agreement’) based on the principles of sovereign equality,
mutual respect, constructive spirit and common benefit;

ACKNOWLEDGING the importance of cooperation and capacity building, based on
the Parties’ capabilities, with a view to promoting the implementation of this
Agreement;

REAFFIRMING their commitment to the principles and objectives set out in the
United Nations Charter and the Universal Declaration of Human Rights, including
democracy, the rule of law, human rights and fundamental freedoms;

RECOGNISING that economic development, social development, and environmental
protection are interdependent and mutually supportive components of sustainable
development;

REAFFIRMING their commitment to support and promote the development objectives
of the United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development, including the
objective to eradicate poverty in all its forms and dimensions, and the need for holistic
and integrated approaches to achieve economic growth, social development and
environmental sustainability, at national, regional and global levels, and recalling in this
context their rights and obligations under applicable environmental agreements and
those deriving from membership of the International Labour Organisation (hereinafter
referred to as the “ILO”);

DETERMINED to implement this Agreement in line with the objective to preserve and
protect the environment through sound environmental management and to promote an
optimal use of the world’s natural resources in accordance with the objective of
sustainable development;

AIMING at creating new employment opportunities, improving living standards and
raising levels of protection of health and safety and of the environment;

I



DESIRING to create favourable conditions for the development and diversification of
trade between them and for the promotion of commercial and economic cooperation in
areas of common interest on the basis of equality, mutual benefit, non-discrimination
and international law;

RECOGNISING the importance of trade facilitation in promoting efficient and
transparent procedures to reduce costs and to ensure predictability for the trading
communities of the Parties;

DETERMINED to promote and further strengthen the multilateral trading system,
building on their respective rights and obligations under the Marrakesh Agreement
establishing the World Trade Organisation (hereinafter referred to as the “WTO
Agreement”) and the other agreements concluded thereunder, thereby contributing to
the harmonious development and expansion of world trade;

AFFIRMING their commitment to prevent and combat corruption in international
trade and investment and to promote the principles of transparency and good public
governance;

ACKNOWLEDGING the importance of the Paris Declaration on Aid Effectiveness;

ACKNOWLEDGING the importance of good corporate governance and corporate
social responsibility for sustainable development, and affirming their aim to encourage
enterprises to observe internationally recognised guidelines and principles in this
respect, such as the OECD Guidelines for Multinational Enterprises, the OECD
Principles of Corporate Governance and the UN Global Compact;

CONVINCED that this Agreement, along with the cooperation and capacity building
projects undertaken in conjunction with it, will enhance the competitiveness of their
enterprises, including small and medium enterprises in global markets and create

conditions encouraging economic, trade and investment relations between them;

DETERMINED to establish a legal framework for a comprehensive economic
partnership between the Parties;

HEREBY AGREE, in pursuit of the above, to conclude this Agreement:
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CHAPTER 1

GENERAL PROVISIONS

ARTICLE 1.1

Establishment of a Comprehensive Economic Partnership

The Parties hereby establish a comprehensive economic partnership, including a
free trade area, by means of this Agreement, which is based on trade relations between
market economies, with a view to contributing to the harmonious development and
expansion of world trade and to spurring prosperity and sustainable development.

ARTICLE 1.2

Objectives

The objectives of this Agreement are:

(2)

(b)

(©)

(d)

(e)

(®

(g

(h)

to achieve the liberalisation of trade in goods, in conformity with Article
XXIV of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (hereinafter
referred to as the “GATT 1994”);

to achieve the liberalisation of trade in services, in conformity with
Article V of the General Agreement on Trade in Services (hereinafter
referred to as the “GATS”);

to mutually enhance investment opportunities;

to ensure adequate and effective protection of intellectual property rights,
in accordance with international standards;

to enhance cooperation and explore possible liberalisation in the field of
government procurement;

to promote fair competition in their economies, particularly as it relates
to economic relations between the Parties;

to ensure cooperation and capacity building in order to enhance and
expand the benefits of this Agreement, thereby reducing poverty and
fostering competitiveness and sustainable economic development; and

to develop international trade in such a way as to contribute to the
objective of sustainable development as it is integrated and reflected in
the Parties’ trade relations.



ARTICLE 1.3
Geographical Scope

1. Except as otherwise specified in Annex I (Rules of Origin and Administrative
Cooperation), this Agreement shall apply:

(a) to the land territory, internal waters, archipelagic waters and the
territorial sea of a Party, and the air-space above the territory of a Party,
in accordance with international law including the United Nations
Convention on the Law of the Sea, done at Montego Bay, December 10,
1982; and

(b) beyond the territorial sea, with respect to measures taken by a Party in
the exercise of its sovereign rights and jurisdiction in accordance with
international law, including the United Nations Convention on the Law
of the Sea, done at Montego Bay, December 10, 1982.

2. This Agreement shall not apply to the Norwegian territory of Svalbard, with the
exception of trade in goods.
ARTICLE 1.4
Economic Partnership Governed by this Agreement
l. This Agreement shall apply to Indonesia on the one side and the individual
EFTA States on the other side but not to the trade and economic relations between
individual EFTA States, unless otherwise provided for in this Agreement.

2. In accordance with the Customs Treaty of 29 March 1923 between Switzerland
and Liechtenstein, Switzerland shall represent Liechtenstein in matters covered thereby.
ARTICLE 1.5
Relationship to Other International Agreements
l. The Parties confirm their rights and obligations under the WTO Agreement and
the other agreements concluded thereunder to which they are a party, and any other

international agreements to which they are a party.

2. If a Party considers that the maintenance or establishment of customs unions,
free trade areas, arrangements for frontier trade or other preferential agreements by
another Party has the effect of altering the trade regime provided for by this Agreement,

it may request consultations. The Party concluding such agreement shall afford adequate
opportunity for consultations with the requesting Party.
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3. If any international agreement, referred to in this Agreement is amended, the
Parties may consult on whether it is necessary to amend this Agreement.

ARTICLE 1.6
Fulfilment of Obligations

The Parties shall take any general or specific measures required to fulfil their
obligations under this Agreement. Each Party shall ensure within its territory the
observance of all obligations and commitments under this Agreement by its respective
central, regional and local governments and authorities, and by non-governmental
bodies in the exercise of governmental powers delegated to them.

ARTICLE 1.7
Transparency and Confidential Information

1. Laws, regulations, judicial decisions, administrative rulings of general
application of the Parties, as well as their respective international agreements, that may
affect the operation of this Agreement, shall be published or otherwise made publicly
available by the Parties.

2. Each Party shall respond to a request with respect to specific questions, and
provide information requested by another Party on matters referred to in paragraph 1 in
a timely manner.

3. Nothing in this Agreement shall require any Party to disclose confidential
information that would impede law enforcement, or otherwise be contrary to the public
interest or that would prejudice the legitimate commercial interests of any economic

operator.

4. Each Party shall treat as confidential the information submitted by another Party,
which has been designated as confidential by the Party submitting the information.

5. In case of any inconsistency between this Article and provisions relating to
transparency in other parts of this Agreement, the latter shall prevail to the extent of the
inconsistency.

ARTICLE 1.8

Taxation Exception

1. Except as provided in this Article, nothing in this Agreement shall apply to
taxation measures.
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2. Nothing in this Agreement shall affect the rights and obligations of a Party under
a tax convention applicable between the relevant EFTA State and Indonesia. In the
event of any inconsistency between this Agreement and any such tax convention, that
tax convention shall prevail to the extent of the inconsistency. The competent
authorities under that tax convention shall have the sole responsibility to determine
whether an inconsistency exists between this Agreement and that tax convention.

3. Notwithstanding paragraph 1, the provisions referred to hereafter shall apply to
taxation measures:

(a) Article 2.9 (Internal Taxation and Regulations) and such other provisions
of this Agreement as are necessary to give effect to that Article to the same
extent as does Article III of the GATT 1994; and

(b) Articles 3.16 (General Exceptions) and 4.11 (General Exceptions) to the
same extent as does Article XIV of the GATS.

4. For the purposes of this Article, taxation measures do not include any import

duties as defined in Article 2.2 (Import Duties) nor export duties as defined in Article
2.3 (Export Duties).
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CHAPTER 2

TRADE IN GOODS

ARTICLE 2.1
Scope

This Chapter shall apply to trade in goods between the Parties.

ARTICLE 2.2
Import Duties

1. Each Party shall apply import duties on goods originating in another Party in
accordance with Annexes II to V (Schedules on Tariff Commitments on Goods).

2. Unless otherwise provided in this Agreement, no Party shall increase import
duties, or introduce new import duties, on goods originating in another Party covered by
Annexes II to V (Schedules on Tariff Commitments on Goods).

3. For the purposes of this Agreement, “import duties” means any customs duties
and charges of any kind, including taxes and surcharges, imposed in connection with the
importation of goods, except duties and charges imposed in conformity with Articles I1I
and VIII of the GATT 1994 as well as anti-dumping duties that are applied pursuant to
Article VI of the GATT 1994 and in accordance with Article 2.15 (Anti-dumping
Measures).

ARTICLE 2.3

Export Duties

If a Party agrees with a non-party to abolish or limit export duties, it shall, upon
request by another Party, accord treatment no less favourable to the other Party.

ARTICLE 2.4
Rules of Origin and Administrative Cooperation

The rules of origin and administrative cooperation are set out in Annex I (Rules
of Origin and Administrative Cooperation).
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ARTICLE 2.5
Customs Valuation?

Article VII of the GATT 1994 and Part I of the Agreement on Implementation
of Article VII of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 shall apply and are
hereby incorporated into and made part of this Agreement, mutatis mutandis.

ARTICLE 2.6
Import Licensing

1. The WTO Agreement on Import Licensing Procedures shall apply and is hereby
incorporated into and made part of this Agreement, mutatis mutandis.

2. In adopting or maintaining import licensing procedures, the Parties shall
implement such procedures consistent with this Agreement. In particular, each Party
shall ensure that import licensing procedures are implemented in a transparent, non-
discriminatory fair and equitable, predictable and least trade-restrictive manner.

3. Subject to the domestic laws and regulations of the importing Party, if the
license application is not approved, the applicant shall without undue delay be given the
reason in writing and shall have a right to appeal in at least one level of administrative
or judicial appeal, and be given a written justification without undue delay if the non-
approval is upheld following such appeal.

4. Upon entry into force of this Agreement, each Party shall promptly notify the
other Parties of existing import licensing procedures. Each Party shall promptly notify
any new import licensing procedures as well as modifications to existing import
licensing procedures. Such notification shall include information on the administrative
purpose of such licensing procedures and shall be in accordance with Articles 5.2 and
5.3 of the WTO Agreement on Import Licensing Procedures.

5. Each Party shall promptly respond to requests for information on import
licensing requirements by another Party.

6. The Parties shall exchange contact points responsible for the issuance of import
licenses in order to facilitate communication and exchange of information on a regular
basis.

Switzerland applies customs duties based on weight and quantity rather than ad valorem duties.
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ARTICLE 2.7
Quantitative Restrictions

1. Article XI of the GATT 1994 shall apply and is hereby incorporated into and
made part of this Agreement, mutatis mutandis.

2. No Party may adopt or maintain any prohibition or restriction on the importation
of a product of another Party or on the exportation of a product to another Party, except
for measures in accordance with paragraph 2 of Article XI of the GATT 1994.

3. A Party introducing a measure in accordance with paragraph 2 of Article XI of
the GATT 1994 shall promptly notify the Joint Committee. A notification by a Party in
accordance with Article XI of the GATT 1994 shall be deemed equivalent to a
notification under this Agreement.

4. Any measure applied in accordance with this Article shall be temporary and may
not go beyond what is necessary to deal with the circumstances described in paragraph
2. The Parties shall endeavour to terminate measures no later than three years after their
imposition.

5. Each Party shall ensure non-discriminatory administration and transparency of
its measures in accordance with paragraph 2 of Article XI of the GATT 1994 and that
such measures are not prepared, adopted or applied with the view to or with the effect of
creating unnecessary obstacles to trade between the Parties.

ARTICLE 2.8

Fees and Formalities

Article VIII of the GATT 1994 shall apply, and is hereby incorporated into and
made part of this Agreement, mutatis mutandis, subject to Article 9 (Fees and Charges)
of Annex VI (Trade Facilitation).

ARTICLE 2.9

Internal Taxation and Regulations

Article III of the GATT 1994 shall apply and is hereby incorporated into and
made part of this Agreement, mutatis mutandis.
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ARTICLE 2.10
Agricultural Export Subsidies

No Party may adopt or maintain export subsidies, as defined in the WTO
Agreement on Agriculture, in connection with the exportation of agricultural products
to another Party.

ARTICLE 2.11
Standards, Technical Regulations and Conformity Assessment Procedures

1. Except as otherwise provided for in this Article, with respect to standards,
technical regulations and conformity assessments, the WTO Agreement on Technical
Barriers to Trade (hereinafter referred to as the “TBT Agreement”) shall apply and is
hereby incorporated into and made part of this Agreement, mutatis mutandis.

2. The Parties shall exchange names and addresses of contact points with expertise
on technical regulations in order to facilitate communication and exchange of
information.

3. The Parties agree to hold technical consultations if a Party considers that another
Party has applied or is considering applying a measure not in conformity with the TBT
Agreement, in order to find an appropriate solution in conformity with the TBT
Agreement. Such consultations, which may be held within or outside the framework of
the Joint Committee, shall take place within 40 days from the date of receipt of the
request. If consultations are held outside the framework of the Joint Committee, it
should be informed thereof. Such consultations may be conducted by any agreed
method.

4. Upon request of a Party, the Parties shall, without undue delay, agree on an
arrangement extending to each other equivalent treatment related to technical
regulations, standards and conformity assessments mutually agreed between each Party
and a non-party.

5. The Parties may amend this Agreement or conclude other agreements to prevent,
eliminate, or reduce technical barriers to trade, including mutual recognition agreements
designed to avoid duplicative and unnecessarily burdensome conformity assessment
procedures in specific product sectors.
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ARTICLE 2.12
Sanitary and Phytosanitary Measures

1. Except as otherwise provided for in this Article, the WTO Agreement on the
Application of Sanitary and Phytosanitary Measures (hereinafter referred to as the “SPS
Agreement”) shall apply and is hereby incorporated into and made part of this
Agreement, mutatis mutandis.

2. An importing Party shall ensure free movement of goods complying with its
relevant sanitary and phytosanitary requirements and applicable domestic laws and
regulations once placed on its market. Sanitary and phytosanitary requirements and
domestic laws and regulations shall be applied in a non-discriminatory manner.

3. The Parties agree to use system audits as the preferred assessment method. The
need to perform on-site inspections shall be justified and agreed by the Parties.

4. The Parties agree to minimise the number of model SPS-certificates as far as
possible. Where official certificates are required, these should be in line with the
principles laid down in international standards. When a Party introduces or modifies a
certificate, information on the proposed new or revised certificate shall be notified, in
English, as early as possible. The Parties shall explain and justify introduction or
modification of a certificate. The exporting Party shall be given sufficient time to adapt
to the new requirements.

5. Import control should be carried out according to international standards,
guidelines and recommendations issued by the relevant international organisations, such
as Codex Alimentarius Commission (CAC), including Codex Committee on Food
Import and Export Inspection and Certification Systems (CCFICS), International Plant
Protection Convention (IPPC) and the World Organisation for Animal Health (OIE).

6. The import requirements and checks applied to imported products covered by
this Article shall be based on the risk that is associated with such products and shall be
applied in a non-discriminatory manner. Import checks and border controls shall be
carried out as expeditiously as possible in a manner that is no more trade-restrictive than
necessary.

7. Information about the frequency of import checks or changes in this frequency
shall be exchanged upon request between competent authorities.

8. Each Party shall ensure that adequate procedures exist to allow the person or
entity responsible for the consignment whose goods are subject to sampling and
analysis to apply for a supplementary expert opinion as part of the official sampling.

9. Products subject to random and routine checks upon importation should be

cleared while awaiting results of the tests if no perceived or verified risk is associated
with the products.
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10. If a product is detained at the border due to a perceived risk, the clearance
decision shall be issued as soon as possible. Every effort shall be made to avoid
deterioration of perishable goods.?

11. If a product is rejected at a port of entry due to a verified serious sanitary or
phytosanitary issue, the competent authority in the exporting Party shall be informed
immediately. The factual basis and scientific justification shall, upon request, be
provided to the exporting Party in writing, as soon as possible, but no later than within
14 days.

12. Where a Party detains, at a port of entry, a product exported from another Party
due to a perceived failure to comply with a sanitary or phytosanitary measure, the
factual justification for the detention shall be promptly notified to the person or entity
responsible for the consignment. If a product is rejected at a port of entry, each Party
shall ensure that appropriate administrative or legal procedures exist to file a complaint
to appeal the decision in accordance with their domestic laws and regulations.

13.  Consultations shall be held upon request of a Party which considers that another
Party has taken a measure which is likely to create, or has created, an obstacle to trade.
Such consultations shall take place within 30 days from the date of receipt of the request
with the objective of finding a mutually acceptable solution. If consultations are not
taking place in the Joint Committee, it should be informed thereof. In case of perishable
goods, consultations between the competent authorities shall be held without undue
delay. Such consultations may be conducted by any agreed method.

14.  Upon request by a Party, the Parties shall, without undue delay, agree on an
arrangement extending to each other equivalent’® treatment related to sanitary and
phytosanitary measures mutually agreed between each Party and a non-party.

15. The Parties shall exchange names and addresses of contact points in order to
facilitate communication and exchange of information. They shall notify any substantial
change in structure, organisation and division of responsibilities of the competent
authorities and contact points to each other.

ARTICLE 2.13

Trade Facilitation

The rights and obligations of the Parties regarding Trade Facilitation are set out
in Annex VI (Trade Facilitation).

For the purposes of this Article, “perishable goods” means goods that rapidly decay due to their
natural characteristics, in particular in the absence of appropriate storage conditions.
“Equivalent” used here shall not be understood as the term “equivalence” in the WTO SPS
Agreement.
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ARTICLE 2.14
Subsidies and Countervailing Measures

1. The rights and obligations of the Parties relating to subsidies and countervailing
measures shall be governed by Articles VI and XVI of the GATT 1994 and the WTO
Agreement on Subsidies and Countervailing Measures.

2. Upon receipt of a properly documented countervailing duty application with
respect to imports from another Party, and before initiating an investigation, the Party
considering initiating an investigation shall provide written notification to the Party
whose goods are subject to investigation at least 30 days in advance of the date of
initiation and invite the Party whose goods are subject to investigation for consultations,
with the view to finding a mutually acceptable solution. The notifying Party shall allow
for a 30-day period for consultations. The consultations may take place in the Joint
Committee if the Parties agree and should not prevent the competent authorities of a
Party from proceeding expeditiously with regard to initiating the investigation.

ARTICLE 2.15
Anti-dumping Measures

1. The rights and obligations of the Parties with regard to anti-dumping measures
shall be governed by Article VI of the GATT 1994 and the Agreement on
Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994,
subject to paragraphs 2 to 5.

2. Subject to paragraph 1 and considering the comprehensive economic partnership
established by this Agreement, the Parties will consider to refrain from initiating anti-
dumping procedures or applying anti-dumping measures against each other.

3. Upon receipt of a properly documented application for the initiation of an anti-
dumping investigation concerning imports from another Party, the Party considering
initiating an investigation shall provide written notification to the Party whose goods are
subject to investigation of the application 30 days in advance of the date of initiation of
such investigation. Under very exceptional circumstances, the aforementioned notice of
30 days may be reduced to a minimum of seven days. Upon request of the Party whose
goods are subject to investigation, the notifying Party shall allow for a 30-day period for
consultations. The consultations may take place in the Joint Committee if the Parties
agree. These consultations should not prevent the competent authorities of a Party from
proceeding expeditiously with regard to initiating the investigation.

4. Unless the circumstances have changed, a Party shall not initiate an anti-
dumping investigation with regard to the same product from the same Party after a
determination which resulted in the non-application or revocation of anti-dumping
measures or after the termination of a measure. In such case, the Parties agree to
undertake a special examination on any application for an anti-dumping investigation.
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5. The Parties shall, upon request of a Party, exchange views about the application
of this Article and its effect on trade between the Parties at the meetings of the Joint
Committee.

ARTICLE 2.16
WTO Safeguard Measures

1. The rights and obligations of the Parties with respect to global safeguards shall
be governed by Article XIX of the GATT 1994, the WTO Agreement on Safeguards,
and Article V of the WTO Agreement on Agriculture.

2. In taking measures under Article XIX of the GATT 1994 and the WTO
Agreement on Safeguards, a Party will, consistent with its obligations under the WTO
Agreement, consider to exclude imports of an originating product from one or several
Parties if such imports do not in and of themselves cause or threaten to cause serious

injury.

ARTICLE 2.17
Bilateral Safeguard Measures

1. Where, as a result of the reduction or elimination of a customs duty under this
Agreement, any product originating in a Party is being imported into the territory of
another Party in such increased quantities, in absolute terms or relative to domestic
production, and under such conditions as to constitute a substantial cause of serious
injury or threat thereof to the domestic industry of like or directly competitive goods in
the territory of the importing Party, the importing Party may take bilateral safeguard
measures to the minimum extent necessary to remedy or prevent the injury, subject to
the provisions of paragraphs 2 to 11.

2. If the conditions set out in paragraph 1 are met, the importing Party may take
measures consisting in:

(a) suspending the further reduction of any rate of customs duty for the
product provided for under this Agreement; or

(b)  increasing the rate of customs duty for the product to a level not to
exceed the lesser of:

(1) the MFN rate of duty applied at the time the bilateral safeguard
measure is taken; or

(1)  the MFN rate of duty applied on the day immediately preceding
the date of the entry into force of this Agreement.
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3. Bilateral safeguard measures shall be taken for a period not exceeding one year.
In exceptional circumstances, after consultations pursuant to paragraph 7, measures may
be taken up to a total maximum period of three years. After a period of non-application
of three years and in an emergency situation only, a Party may apply another bilateral
safeguard measure in accordance with this Article.

4. Bilateral safeguard measures shall only be taken upon clear evidence that
increased imports have caused or are threatening to cause serious injury pursuant to an
investigation in accordance with the procedures laid down in the WTO Agreement on
Safeguards.

5. A Party intending to take a bilateral safeguard measure under this Article shall
immediately, and in any case before taking such measure, notify the other Parties. The
notification shall contain all pertinent information, which shall include evidence of
serious injury or threat thereof caused by increased imports, a precise description of the
product involved, and the proposed measure, as well as the proposed date of
introduction, expected duration and timetable for the progressive removal of the
measure.

6. A Party that may be affected by a bilateral safeguard measure may request any
adequate means of trade compensation in the form of substantially equivalent trade
liberalisation in relation to its imports.

7. The Party intending to apply or extend a bilateral safeguard measure shall
provide adequate opportunity for prior consultations with the Party that may be affected
by the measure, with a view to reviewing the information arising from the investigation
referred to in paragraph 4, exchanging views on the intended application or extension of
a bilateral safeguard measure and reaching an understanding on compensation. The
consultations shall take place in the Joint Committee if the Parties agree.

8. In the absence of a mutually acceptable solution within 30 days from the first
day of consultations pursuant to paragraph 7, the importing Party may adopt a bilateral
safeguard measure pursuant to paragraph 2 to remedy the problem, and, in the absence
of mutually agreed compensation, the Party against whose product the bilateral
safeguard measure is taken may take compensatory action. The bilateral safeguard
measure and the compensatory action shall be immediately notified to the other Parties.
In the selection of the bilateral safeguard measure and the compensatory action, priority
must be given to the action which least disturbs the functioning of this Agreement. The
Party taking compensatory action shall apply the action only for the minimum period
necessary to achieve the substantially equivalent trade effects and in any event, only
while the measure according to paragraph 2 is being applied.

9. Upon the termination of the measure, the rate of customs duty shall be the rate
which would have been in effect but for the bilateral safeguard measure.
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10. In critical circumstances, where delay would cause damage, which would be
difficult to repair, a Party may take a provisional bilateral safeguard measure in
accordance with paragraph 2, pursuant to a preliminary determination that there is clear
evidence that increased imports constitute a substantial cause of serious injury, or threat
thereof, to the domestic industry. The Party intending to take such measure shall
immediately notify the other Parties. Within 30 days from the date of receipt of the
notification, the procedures set out in this Article shall be initiated. Any compensation
shall be based on the total period of application of the provisional bilateral safeguard
measure and of the bilateral safeguard measure.

11. Any provisional bilateral safeguard measure shall be terminated within 200 days
at the latest. The period of application of any such provisional bilateral safeguard
measure shall be counted as part of the duration, and any extension thereof, of the
measure, set out in paragraphs 3 and 7 respectively. Any tariff increases shall be
promptly refunded if the investigation described in paragraph 4 does not result in a
finding that the conditions of paragraph 1 are met.
12.  The Parties shall, upon request of a Party, exchange views about the application
of this Article and its effect on trade between the Parties at the meetings of the Joint
Committee.
ARTICLE 2.18
State Trading Enterprises
Article XVII of the GATT 1994 and the Understanding on the Interpretation of
Article XVII of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 shall apply and are
hereby incorporated into and made part of this Agreement, mutatis mutandis.
ARTICLE 2.19
General Exceptions
Article XX of the GATT 1994 shall apply and is hereby incorporated into and
made part of this Agreement, mutatis mutandis.
ARTICLE 2.20

Security Exceptions

Article XXI of the GATT 1994 shall apply and is hereby incorporated into and
made part of this Agreement, mutatis mutandis.
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ARTICLE 2.21
Balance-of-Payments

1. Nothing in this Chapter shall be construed to prevent a Party in serious balance
of payments and external financial difficulties, or imminent threat thereof, from
adopting any measure for balance-of-payments purposes. A Party adopting such
measure shall do so in accordance with the conditions established under the GATT 1994
and the Understanding on the Balance-of-Payments Provisions of the General
Agreement on Tariffs and Trade 1994 in Annex 1A to the WTO Agreement.

2. Trade restrictive measures adopted for balance-of-payments purposes shall be
temporary and non-discriminatory, and may not go beyond what is necessary to deal
with the circumstances described in paragraph 1.

3. Nothing in this Chapter shall be construed to prevent a Party from using
exchange controls or exchange restrictions in accordance with the Articles of
Agreement of the International Monetary Fund (hereinafter referred to as the “IMF”).

4. A Party adopting a measure according to paragraph 1 shall promptly notify the
other Parties thereof. A notification by a Party in accordance with its international
obligations as set out in paragraph 1 shall be deemed equivalent to a notification under
this Agreement.

ARTICLE 2.22
Exchange of Data

1. The Parties recognise the value of trade data in the accurate analysis of the
impact of the Agreement on trade between the Parties. The Parties shall periodically
exchange data relating to trade in goods between them. Such information shall include,
in particular, the most-favoured-nation tariff rates and import statistics, including, if
available from all Parties, separate statistics for preferential imports. The Sub-
Committee on Trade in Goods shall determine the rules of procedure, as appropriate, for
any exchange of data according to this paragraph.
2. A Party shall give consideration to a request for technical cooperation with
regard to exchange of date under paragraph 1 from another Party.

ARTICLE 2.23

Sub-Committee on Trade in Goods

1. A Sub-Committee on Trade in Goods (hereinafter referred to as “Sub-
Committee”) is hereby established.
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2. The mandate of the Sub-Committee is set out in Annex VII (Mandate of the
Sub-Committee on Trade in Goods).
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CHAPTER 3

TRADE IN SERVICES

ARTICLE 3.1
Scope and Coverage

1. This Chapter applies to measures by the Parties affecting trade in services and
taken by central, regional or local governments and authorities as well as by non-
governmental bodies in the exercise of powers delegated by central, regional or local
governments or authorities.

2. With respect to air transport services, whether scheduled or non-scheduled, and
ancillary services, this Chapter shall not apply to measures affecting air traffic rights or
measures affecting services directly related to the exercise of air traffic rights, except as
provided for in paragraph 3 of the GATS Annex on Air Transport Services. For the
purposes of this Chapter, the definitions of paragraph 6 of the GATS Annex on Air
Transport Services are hereby incorporated and made part of this Agreement.

3. Nothing in this Chapter shall be construed to impose any obligation with respect
to government procurement.
ARTICLE 3.2
Definitions
For the purposes of this Chapter:
(a) a juridical person is:

(1) “owned” by persons of a Party if more than 50% of the equity
interest in it is beneficially owned by persons of that Party;

(i)  “controlled” by persons of a Party if such persons have the power
to name a majority of its directors or otherwise to legally direct its
actions;

(i)  “affiliated” with another person when it controls, or is controlled
by, that person; or when it and that person are both controlled by
the same person;

(b)  “aservice supplied in the exercise of governmental authority” means any

service which is supplied neither on a commercial basis, nor in
competition with one or more service suppliers;
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(©)

(d)

(e)

Q)

(2

(h)

“commercial presence” means any type of business or professional
establishment, including through:

(1) constitution, acquisition or maintenance of a juridical person; or

(i)  creation or maintenance of a branch or a representative office,
within the territory of a Party for the purpose of supplying a
service;

“direct taxes” comprise all taxes on total income, on total capital or on
elements of income or of capital, including taxes on gains from the
alienation of property, taxes on estates, inheritances and gifts, and taxes
on the total amounts of wages or salaries paid by enterprises, as well as
taxes on capital appreciation;

“juridical person” means any legal entity duly constituted or otherwise
organised under applicable laws and regulations, whether for profit or
otherwise, and whether privately-owned or governmentally-owned,
including any corporation, trust, partnership, joint venture, sole
proprietorship or association;

“juridical person of another Party” means a juridical person which is
either:

(1) constituted or otherwise organised under the applicable laws and
regulations of that Party, and is engaged in substantive business

operations in the territory of a Party; or

(1) in the case of the supply of a service through commercial
presence, owned or controlled by:

(aa)  natural persons of that Party; or

(bb)  juridical persons of that Party identified under
subparagraph (i);

“measure” means any measure by a Party, whether in the form of a law,
regulation, rule, procedure, decision, administrative action, or any other

form,;

“measures by the Parties affecting trade in services” include measures
with respect to:

(1) purchase, payment or use of a service;
(1))  access to and use of, in connection with the supply of a service,

services which are required by the Parties to be offered to the
public generally;
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(iii))  presence, including commercial presence, of persons of a Party
for the supply of a service in the territory of another Party;

(1) “monopoly supplier of a service” means any person, public or private,
which in the relevant market of the territory of a Party is authorised or
established formally or in effect by that Party as the sole supplier of that
service;

() “natural person of another Party” means a natural person who, under
applicable laws and regulations of that Party, is a national of that Party
who resides in the territory of any WTO Member;

(k) “person” means either a natural person or a juridical person;

) “sector of a service” means:

(1) with reference to a specific commitment, one or more, or all,
subsectors of that service, as specified in a Party’s Schedule;

(i1))  otherwise, the whole of that service sector, including all of its
subsectors;

(m) “services” means any service in any sector, except services supplied in
the exercise of governmental authority;

(n) “service consumer” means any person that receives or uses a service;
(o)  “service of a Party” means a service which is supplied:
(1) from or in the territory of a Party, or in the case of maritime

transport, by a vessel registered under the domestic laws and
regulations of a Party, or by a person of a Party which supplies
the service through the operation of a vessel and/or its use in
whole or in part; or

(1) in the case of the supply of a service through commercial
presence or through the presence of natural persons, by a service

supplier of a Party;

(p)  “service supplier” means any person that supplies a service;*

This definition includes any person that seeks to supply services. Where the service is not
supplied or sought to be supplied directly by a juridical person but through other forms of
commercial presence such as a branch or a representative office, the service supplier (i.e. the
juridical person) shall, nonetheless, through such commercial presence be accorded the treatment
provided for service suppliers under this Chapter. Such treatment shall be extended to the
commercial presence through which the service is supplied or sought to be supplied and need not
be extended to any other parts of the service supplier located outside the territory where the
service is supplied or sought to be supplied.
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() “supply of a service” includes the production, distribution, marketing,
sale and delivery of a service; and

(r) “trade in services” means the supply of a service:
(1) from the territory of a Party into the territory of another Party;

(1))  in the territory of a Party to the service consumer of another
Party;

(iii) by a service supplier of a Party, through commercial presence in
the territory of another Party; and

iv) by a service supplier of a Party, through presence of natural
y y g
persons of that Party in the territory of another Party.

ARTICLE 3.3
Most-Favoured-Nation Treatment

1. Without prejudice to measures taken in accordance with Article VII of the
GATS, and except as provided for in its List of MFN-Exemptions contained in Annex
VIII (Lists of MFN-Exemptions), each Party shall accord immediately and
unconditionally, with respect to all measures affecting the supply of services, to services
and service suppliers of another Party treatment no less favourable than the treatment it
accords to like services and service suppliers of any non-party.

2. Treatment granted under other existing or future agreements concluded by a
Party and notified under Article V or Article Vbis of the GATS shall not be subject to
paragraph 1.

3. If a Party concludes an agreement of the type referred to in paragraph 2, it shall
notify the other Parties without delay. The Party concluding such an agreement shall,
upon request by another Party, afford adequate opportunity to negotiate the
incorporation into this Agreement of a treatment no less favourable than that provided
under that agreement.

4. For the purposes of this Chapter, with regard to the rights and obligations of the
Parties in respect of advantages accorded to adjacent countries, paragraph 3 of Article 11
of the GATS shall apply and is hereby incorporated into and made part of this
Agreement.
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ARTICLE 3.4

Market Access

1. With respect to market access through the modes of supply identified in
subparagraph (r) of Article 3.2 (Definitions), each Party shall accord services and
service suppliers of another Party treatment no less favourable than that provided for
under the terms, limitations and conditions agreed and specified in its Schedule of
Specific Commitments.’

2. In sectors where market access commitments are undertaken, the measures
which a Party shall not maintain or adopt either on the basis of a regional subdivision or
on the basis of its entire territory, unless otherwise specified in its Schedule, are defined

as:

(a)

(b)

(©)

(d)

(e)

®

limitations on the number of service suppliers whether in the form of
numerical quotas, monopolies, exclusive service suppliers or the
requirements of an economic needs test;

limitations on the total value of service transactions or assets in the form
of numerical quotas or the requirement of an economic needs test;

limitations on the total number of service operations or the total quantity
of service output expressed in terms of designated numerical units in the
form of quotas or the requirement of an economic needs test;®

limitations on the total number of natural persons that may be employed
in a particular service sector or that a service supplier may employ and
who are necessary for, and directly related to, the supply of a specific
service in the form of numerical quotas or the requirement of an
economic needs test;

measures which restrict or require specific types of legal entity or joint
venture through which a service supplier may supply a service; and

limitations on the participation of foreign capital in terms of maximum
percentage limit on foreign shareholding or the total value of individual
or aggregate foreign investment.

If a Party undertakes a market-access commitment in relation to the supply of a service through

the mode of supply referred to in Article 3.2 (Definitions) and if the cross-border movement of
capital is an essential part of the service itself, that Party is thereby committed to allow such
movement of capital.

This subparagraph does not cover measures of a Party, which limit inputs for the supply of
services.
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ARTICLE 3.5
National Treatment

1. In the sectors inscribed in its Schedule of Specific Commitments, and subject to
the conditions and qualifications set out therein, each Party shall accord to services and
service suppliers of another Party, in respect of all measures affecting the supply of
services, treatment no less favourable than that it accords to its own like services and
service suppliers’.

2. A Party may meet the requirement of paragraph 1 by according to services and
service suppliers of another Party, either formally identical treatment or formally
different treatment to that it accords to its own like services and service suppliers.

3. Formally identical or formally different treatment shall be considered to be less
favourable if it modifies the conditions of competition in favour of services or service
suppliers of a Party compared to like services or service suppliers of another Party.

ARTICLE 3.6
Additional Commitments

Parties may negotiate commitments with respect to measures affecting trade in
services not subject to scheduling under Article 3.4 (Market Access) or 3.5 (National
Treatment), including those regarding qualifications, standards or licensing matters.
Such commitments shall be inscribed in a Party’s Schedule.

ARTICLE 3.7
Domestic Regulation

1. In sectors where specific commitments are undertaken, each Party shall ensure that
all measures of general application affecting trade in services are administered in a
reasonable, objective and impartial manner.

2. (a) Each Party shall maintain or institute as soon as practicable judicial,
arbitral or administrative tribunals or procedures which provide, at the
request of an affected service supplier of another Party, for the prompt
review of, and where justified, appropriate remedies for, administrative
decisions affecting trade in services. Where such procedures are not
independent of the agency entrusted with the administrative decision

Specific commitments assumed under this Article shall not be construed to require any Party to
compensate for any inherent competitive disadvantages, which result from the foreign character
of the relevant services or service suppliers.
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concerned, the Party shall ensure that the procedures in fact provide for
an objective and impartial review.

(b) The provisions of subparagraph (a) shall not be construed to require a
Party to institute such tribunals or procedures where this would be
inconsistent with its constitutional structure or the nature of its legal
system.

3. Where a Party requires authorisation for the supply of a service, on which a
specific commitment has been made, the competent authorities of that Party shall,
within a reasonable period of time after the submission of an application is considered
complete under that Party’s domestic laws and regulations, inform the applicant of the
decision concerning the application. At the request of the applicant, the competent
authorities of that Party shall provide, without undue delay, information concerning the
status of the application.

4. In sectors where specific commitments are undertaken, each Party shall ensure
that measures relating to qualification requirements and procedures, technical standards
and licensing requirements and procedures, are based on objective and transparent
criteria, such as competence and the ability to supply the service.

5. Upon conclusion of the multilateral negotiations on the disciplines on Domestic
Regulation pursuant to Article VI:4 of the GATS, the Parties shall conduct a review for
the purpose of discussing appropriate amendments to this Chapter based on the result of
such multilateral negotiations.

6. (a) In sectors in which a Party has undertaken specific commitments,
pending the entry into force of a decision incorporating WTO disciplines
for these sectors pursuant to paragraph 5, that Party shall not apply
qualification requirements and procedures, technical standards and
licensing requirements and procedures that nullify or impair such specific
commitments in a manner which is:

(1) more burdensome than necessary to ensure the quality of the
service; or

(i)  in the case of licensing procedures, in itself a restriction on the
supply of the service;

(b) In determining whether a Party is in conformity with the obligation under
subparagraph (a), account shall be taken of international standards of
relevant international organisations® applied by that Party.

7.  Each Party shall provide for adequate procedures to verify the competence of
professionals of another Party.

The term “relevant international organisations” refers to international bodies whose membership
is open to the relevant bodies of at least all Parties.

XXVII



ARTICLE 3.8
Recognition

l. For the purposes of the fulfilment of its relevant standards or criteria for the
authorisation, licensing or certification of service suppliers, each Party shall give due
consideration to requests by another Party to recognise the education or experience
obtained, requirements met, or licences or certifications granted in that Party. Such
recognition may be based upon an agreement or arrangement with the requesting Party,
or be accorded autonomously.

2. Where a Party recognises, by agreement or arrangement, the education or
experience obtained, requirements met, or licences or certifications granted, in the
territory of a non-party, that Party shall afford another Party adequate opportunity to
negotiate a comparable agreement or arrangement. Where a Party accords recognition
autonomously, it shall afford adequate opportunity for another Party to demonstrate that
the education or experience obtained, requirements met, or licences or certifications
granted, in the territory of that Party should also be recognised.

3. Any such agreement or arrangement or autonomous recognition shall be in
conformity with the relevant provisions of the WTO Agreement, in particular
paragraph 3 of Article VII of the GATS.

ARTICLE 3.9
Movement of Natural Persons

l. This Article applies to measures affecting natural persons who are service
suppliers of a Party, and natural persons of a Party who are employed by a service
supplier of a Party, in respect of the supply of a service.

2. This Chapter shall not apply to measures affecting natural persons seeking
access to the employment market of a Party, nor shall it apply to measures regarding
nationality, residence or employment on a permanent basis.

3. Natural persons covered by a specific commitment shall be allowed to supply
the service in accordance with the terms of that commitment.

4. This Chapter shall not prevent a Party from applying measures to regulate the
entry of natural persons of another Party into, or their temporary stay in, its territory,
including those measures necessary to protect the integrity of, and to ensure the orderly
movement of natural persons across, its borders, provided that such measures are not
applied in such a manner as to nullify or impair the benefits accruing to any Party under
the terms of a specific commitment.’

o The sole fact of requiring a visa for natural persons shall not be regarded as nullifying or

impairing benefits under a specific commitment.
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ARTICLE 3.10
Transparency

1. Each Party shall publish promptly and, except in emergency situations, at the
latest by the time of their entry into force, all relevant measures of general application
which pertain to or affect the operation of this Chapter. International agreements
pertaining to or affecting trade in services to which a Party is a signatory shall also be
published.

2. Where publication as referred to in paragraph 1 is not practicable, such
information shall be made otherwise publicly available.

3. Nothing in this Chapter shall require any Party to disclose confidential
information, which would impede law enforcement, or otherwise be contrary to the
public interest or that would prejudice legitimate commercial interests of particular
enterprises, public or private.

4. Each Party shall treat as confidential the information submitted by another Party,
which has been designated as confidential by the Party submitting the information.
ARTICLE 3.11
Monopolies and Exclusive Service Suppliers

1. Each Party shall ensure that any monopoly supplier of a service in its territory
does not, in the supply of the monopoly service in the relevant market, act in a manner
inconsistent with that Party's obligations under Article 3.3 (Most-Favoured-Nation
Treatment) and specific commitments.

2. Where a Party’s monopoly supplier competes, either directly or through an
affiliated company, in the supply of a service outside the scope of its monopoly rights
and which is subject to that Party’s specific commitments, that Party shall ensure that
such a supplier does not abuse its monopoly position to act in its territory in a manner

inconsistent with such commitments.

3. The provisions of this Article shall also apply to cases of exclusive service
suppliers, where a Party, formally or in effect:

(a) authorises or establishes a small number of service suppliers; and

(b) substantially prevents competition among those suppliers in its territory.
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ARTICLE 3.12
Business Practices

1. The Parties recognise that certain business practices of service suppliers, other
than those falling under Article 3.11 (Monopolies and Exclusive Service Suppliers),
may restrain competition and thereby restrict trade in services.

2. Each Party shall, at the request of another Party, enter into consultations with a
view to eliminating practices referred to in paragraph 1. The Party addressed shall
accord full and sympathetic consideration to such a request and shall cooperate through
the supply of publicly available non-confidential information of relevance to the matter
in question. The Party addressed shall also provide other information available to the
requesting Party, subject to its domestic laws and regulations and to the conclusion of a
satisfactory agreement concerning the safeguarding of its confidentiality by the
requesting Party.

ARTICLE 3.13
Payments and Transfers

l. Subject to its specific commitments and except under the circumstances referred
to in Article 3.14 (Restrictions to Safeguard the Balance of Payments), no Party shall
apply restrictions on international transfers and payments for current transactions with
another Party.

2. Nothing in this Chapter shall affect the rights and obligations of the Parties
under the Articles of Agreement of the IMF, including the use of exchange actions
which are in conformity with the Articles of Agreement of the IMF, provided that a
Party shall not impose restrictions on capital transactions inconsistent with its specific
commitments regarding such transactions, except under Article 3.14 (Restrictions to
Safeguard the Balance of Payments) or at the request of the IMF.

ARTICLE 3.14
Restrictions to Safeguard the Balance of Payments

For the purposes of this Chapter, paragraphs 1 to 3 of Article XII of the GATS,
shall apply and are hereby incorporated into and made part of this Agreement.
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ARTICLE 3.15
Consultation on Implementation

If, after the entry into force of this Agreement, difficulties arise in a services
sector of a Party where that Party has undertaken a specific commitment, that Party may
request consultations with the other Parties, regardless whether such difficulties arise
from liberalisation or not, for the purposes of exchanging information, data or
experience, or exchanging views on possible ways and means to address such
difficulties, taking into account the circumstances of the case at hand.

ARTICLE 3.16
General Exceptions

Subject to the requirement that such measures are not applied in a manner which
would constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination between the Parties
where like conditions prevail, or a disguised restriction on trade in services, nothing in
this Chapter shall prevent a Party from the adoption or enforcement of measures:

(a) necessary to protect public morals or to maintain public order!’;

(b) necessary to protect human, animal or plant life or health;

(c) necessary to secure compliance with domestic laws and regulations

which are not inconsistent with the provisions of this Chapter including

those relating to:

(1) the prevention of deceptive and fraudulent practices or dealing
with the effects of a default on services contracts;

(i)  the protection of the privacy of individuals in relation to the
processing and dissemination of personal data and the protection

of confidentiality of individual records and accounts;

(ii1))  safety;

10 The public order exception may be invoked only where a genuine and sufficiently serious threat

is posed to one of the fundamental interests of society.
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(d)

(e)

inconsistent with Article 3.5 (National Treatment), provided that the
difference in treatment is aimed at ensuring the equitable or effective!'!
imposition or collection of direct taxes with respect to services or service
suppliers of the other Parties;

inconsistent with Article 3.3 (Most-Favoured-Nation Treatment),
provided that the difference in treatment is the result of an agreement on
the avoidance of double taxation or provisions on the avoidance of
double taxation in any other international agreement or arrangement by
which the Party is bound.

ARTICLE 3.17

Security Exceptions

Nothing in this Chapter shall be construed to:

(a)

(b)

require a Party to furnish any information, the disclosure of which it
considers contrary to its essential security interests; or

prevent a Party from taking any action which it considers necessary for
the protection of its essential security interests:

(1) relating to the supply of services as carried out directly or
indirectly for the purposes of provisioning a military
establishment;

Measures that are aimed at ensuring the equitable or effective imposition or collection of direct
taxes include measures taken by a Party under its taxation system which:

(@)

(i)
(iii)
(iv)

™)

(vi)

apply to non-resident service suppliers in recognition of the fact that the tax obligation
of non-residents is determined with respect to taxable items sourced or located in the
Party's territory; or

apply to non-residents in order to ensure the imposition or collection of taxes in the
Party's territory; or

apply to non-residents or residents in order to prevent the avoidance or evasion of taxes,
including compliance measures; or

apply to consumers of services supplied in or from the territory of another Party in
order to ensure the imposition or collection of taxes on such consumers derived from
sources in the Party's territory; or

distinguish service suppliers subject to tax on worldwide taxable items from other
service suppliers, in recognition of the difference in the nature of the tax base between
them; or

determine, allocate or apportion income, profit, gain, loss, deduction or credit of
resident persons or branches, or between related persons or branches of the same
person, in order to safeguard the Party's tax base.

Tax terms or concepts in subparagraph (d) of this Article and in this footnote are determined
according to tax definitions and concepts, or equivalent or similar definitions and concepts,
under the domestic laws and regulations of the Party taking the measure.

XXXII



(1))  relating to fissionable and fusionable materials or the materials
from which they are derived;

(i)  taken in time of war or other emergency in international relations;
or

(©) prevent a Party from taking any action in pursuance of its obligations

under the United Nations Charter for the maintenance of international
peace and security.

ARTICLE 3.18
Schedules of Specific Commitments
1. Each Party shall set out in a schedule the specific commitments it undertakes
under Articles 3.4 (Market Access), 3.5 (National Treatment) and 3.6 (Additional
Comments). With respect to sectors where such commitments are undertaken, each
schedule shall specify:
(a) terms, limitations and conditions on market access;

(b) conditions and qualifications on national treatment;

(c) undertakings relating to additional commitments referred to in Article
3.6 (Additional Commitments); and

(d) where appropriate, the time-frame for implementation of such
commitments and the date of entry into force of such commitments.

2. Measures inconsistent with Articles 3.4 (Market Access) and 3.5 (National
Treatment) shall be inscribed in the column relating to Article 3.4 (Market Access). The
inscription will be considered to provide a condition or qualification to Article 3.5
(National Treatment).

3. The Parties’ Schedules of Specific Commitments are set out in Annex XII
(Schedules of Specific Commitments).
ARTICLE 3.19
Modification of Schedules
l. Upon written request of a Party, the Parties shall hold consultations to consider
any modification or withdrawal of a specific commitment in the requesting Party’s

Schedule of Specific Commitments. The consultations shall be held within three months
from the date of the request.
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2. In the consultations, the Parties shall aim to ensure that a general level of
mutually advantageous commitments no less favourable to trade than that provided for
in the Schedule of Specific Commitments prior to such consultations is maintained.
Modifications of Schedules of Specific Commitments are subject to the procedures set
out in Articles 10.1 (Joint Committee) and 12.2 (Amendments).
ARTICLE 3.20
Review
With the objective of further liberalising trade in services between them the
Parties shall review at least every three years, or more frequently if so agreed, their
Schedules of Specific Commitments and their Lists of MFN-Exemptions, taking into
account in particular any autonomous liberalisation and on-going work under the
auspices of the WTO. The first such review shall take place no later than five years
from the date of entry into force of this Agreement.
ARTICLE 3.21
Annexes
The following Annexes form an integral part of this Chapter:
- Annex VIII (Lists of MFN-Exemptions);
- Annex IX (Movement of Natural Persons Supplying Services);

- Annex X (Recognition of Qualifications of Service Suppliers);

- Annex XI (Recognition of Certification of Competency and Training of
Seafarers for Service on Board Vessels Registered in Switzerland);

- Annex XII (Schedules of Specific Commitments);
- Annex XIII (Telecommunications Services);
- Annex XIV (Financial Services); and

- Annex XV (Tourism and Travel Services).
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CHAPTER 4

INVESTMENT

ARTICLE 4.1
Scope and Coverage

1. This Chapter applies to commercial presence in all sectors, with the exception of
services sectors as set out in Article 3.1 (Scope and Coverage).'?

2. This Chapter does not include investment protection and shall be without prejudice
to the interpretation or application of other international agreements relating to
investment or taxation to which one or several EFTA States and Indonesia are parties.

3. Nothing in this Chapter shall be construed to impose any obligation with respect
to government procurement.

ARTICLE 4.2
Definitions
For the purposes of this Chapter,

(a) “juridical person” means any legal entity duly constituted or otherwise
organised under applicable laws and regulations, whether for profit or
otherwise, and whether privately-owned or governmentally-owned,
including any corporation, partnership, joint venture, sole proprietorship or
association;

(b) “juridical person of a Party” means a juridical person constituted or
otherwise organised under applicable laws and regulations of a Party and
engaged in substantive business operations in that Party;

(¢) “natural person” means a person having the nationality of a Party in
accordance with applicable laws and regulations;

(d) “commercial presence” means any type of business establishment,
including through:

(1) the constitution, acquisition or maintenance of a juridical person;
or

12 It is understood that services specifically exempted from the scope of Chapter 3 (Trade in
Services) do not fall under the scope of this Chapter.
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(i1))  the creation or maintenance of a branch or a representative office
within the territory of another Party for the purpose of performing
an economic activity.

ARTICLE 4.3
Investment Promotion
l. The Parties recognise the importance of cooperating to promote investment and

technology flows as a means to achieve economic growth and development through
effective ways based on common interest and mutual benefits.

2. Cooperation as referred to in paragraph 1 may include:
(a) identifying investment opportunities and activities to promote investment
abroad, in particular partnerships between small and medium sized
enterprises;

(b) exchange of information on investment regulations; and

(c) furthering of an investment climate conducive to increase investment
flows.

ARTICLE 4.4
National Treatment

In the sectors inscribed in Annex XVI (Schedules of Specific Commitments) and
subject to any conditions and qualifications set out therein, each Party shall accord to
juridical and natural persons of another Party, and to the commercial presence of such
persons, treatment no less favourable than that it accords, in like situations, to its own
juridical and natural persons, and to the commercial presence of such persons in its
territory.

ARTICLE 4.5
Schedule of Specific Commitments
The sectors liberalised by each Party pursuant to this Chapter and the conditions
and qualifications referred to in Article 4.4 (National Treatment) are set out in the

Schedules of Specific Commitments included in Annex XVI (Schedules of Specific
Commitments).
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ARTICLE 4.6
Modification of Schedules

1. Upon written request of a Party, the Parties shall, hold consultations to consider
any modification or withdrawal of a specific commitment in the requesting Party’s
Schedule of Specific Commitments. The consultations shall be held within three months
from the date of the request.

2. In the consultations, the Parties shall aim to ensure that a general level of
mutually advantageous commitments no less favourable than that provided for in the
Schedule of Specific Commitments prior to such consultations is maintained.
Modifications of Schedules of Specific Commitments are subject to the procedures set
out in Articles 10.1 (Joint Committee) and 12.2 (Amendments).

ARTICLE 4.7
Key Personnel

1.  Each Party shall, subject to its domestic laws and regulations, grant natural
persons of another Party, and key personnel who are employed by natural or juridical
persons of another Party, entry and temporary stay in its territory in order to engage in
activities connected with commercial presence, including the provision of advice or key
technical services.

2. Each Party shall, subject to its domestic laws and regulations, permit natural or
juridical persons of another Party and their commercial presence, to employ, in
connection with commercial presence, any key personnel of the natural or juridical
person’s choice regardless of nationality and citizenship provided that such key
personnel has been permitted to enter, stay and work in its territory and that the
employment concerned conforms to the terms, conditions and time limits of the
permission granted to such key personnel.

3. The Parties should, subject to their domestic laws and regulations, grant entry and
temporary stay and provide any necessary documentation to the spouse and minor
children of key personnel.
ARTICLE 4.8
Right to Regulate
1. Subject to the provisions of this Chapter, a Party may, on a non-discriminatory
basis, adopt, maintain or enforce any measure that is in the public interest, such as

measures to meet health, safety or environmental concerns or reasonable measures for
prudential purposes.
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2. A Party should not waive or otherwise derogate from, or offer to waive or
otherwise derogate from, measures to meet health, safety or environmental concerns as
an encouragement for the establishment, acquisition, expansion or retention in its
territory of a commercial presence of persons of another Party or a non-party.

ARTICLE 4.9
Payments and Transfers
1. Except under the circumstances referred to in Article 4.10 (Restrictions to
Safeguard the Balance-of-Payments), no Party shall apply restrictions on current
payments and capital movements relating to commercial presence in non-services
sectors.
2. Nothing in this Chapter shall affect the rights and obligations of the Parties
under the Articles of Agreement of the IMF, including the use of exchange actions
which are in conformity with the Articles of Agreement of the IMF, provided that a
Party shall not impose restrictions on capital transactions inconsistent with its
obligations under this Chapter.
ARTICLE 4.10
Restrictions to Safeguard the Balance-of-Payments
For the purposes of this Chapter, paragraphs 1 to 3 of Article XII of the GATS,
shall apply and are hereby incorporated into and made part of this Agreement, mutatis
mutandis.
ARTICLE4.11
General Exceptions
For the purposes of this Chapter, Article XIV of the GATS applies and is hereby
incorporated into and made part of this Agreement, mutatis mutandis.
ARTICLE 4.12
Security Exceptions
For the purposes of this Chapter, paragraph 1 of Article XIVbis of the GATS

applies and is hereby incorporated into and made part of this Agreement, mutatis
mutandis.
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ARTICLE4.13
Review

This Chapter shall be subject to periodic review within the framework of the Joint
Committee regarding the possibility of further developing the Parties’ commitments.
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CHAPTER 5

PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY

ARTICLE 5
Protection of Intellectual Property

1. The Parties shall grant and ensure adequate, effective and non-discriminatory
protection of intellectual property rights, and provide for measures for the enforcement
of such rights against infringement thereof, including counterfeiting and piracy, in
accordance with the provisions of this Chapter, Annex XVII (Protection of Intellectual
Property) and the Record of Understanding regarding Patents, and the international
agreements referred to therein.

2. The Parties shall accord each other’s nationals treatment no less favourable than
that they accord to their own nationals. Exemptions from this obligation shall be in
accordance with the substantive provisions of Articles 3 and 5 of the WTO Agreement
on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (hereinafter referred to as the
“TRIPS Agreement”).

3. The Parties shall grant to each other’s nationals treatment no less favourable
than that accorded to nationals of a non-party. Exemptions from this obligation must be
in accordance with the substantive provisions of the TRIPS Agreement.

4. If a Party concludes a trade agreement containing provisions on the protection of
intellectual property rights with a non-party that has to be notified under Article XXIV
of the GATT 1994, it shall also notify the other Parties and accord to them treatment no
less favourable than that provided under such agreement. The Party concluding such an
agreement shall, upon request of another Party, negotiate incorporation into this
Agreement of provisions of the agreement granting a treatment no less favourable than
that provided under that agreement.

5. Upon request of a Party, to the Joint Committee, the Parties agree to review the

provisions of this Chapter and Annex XVII (Protection of Intellectual Property), with a
view, inter alia, to further developing adequate levels of protection and implementation.
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CHAPTER 6

GOVERNMENT PROCUREMENT

ARTICLE 6.1
Transparency

1. The Parties shall enhance their mutual understanding of their government
procurement laws and regulations regarding their respective procurement markets.

2. Each Party shall publish its laws, or otherwise make publicly available, its
domestic laws, regulations and administrative rulings of general application, as well as
international agreements to which it is a party and may affect its procurement markets.
3. Each Party shall promptly respond to specific questions and provide information
requested by another Party on matters referred to in paragraph 2.

ARTICLE 6.2

Further Negotiations
The Parties shall promptly notify each other if they enter into an agreement

granting market access for government procurement with a non-party and shall, upon
request from another Party, enter into negotiation on market access on government
procurement.

ARTICLE 6.3

Contact Points

1. Exchange of information and cooperation shall be facilitated through the
following contact points:

(a) for EFTA, the EFTA Secretariat; and
(b) for Indonesia, the National Public Procurement Agency (NPPA).

2. Each Party shall notify the other Parties of any change to its contact point.
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ARTICLE 6.4
Dispute Settlement

1. The Parties shall not have recourse to dispute settlement under Chapter 11
(Dispute Settlement) for any matter arising under this Chapter.

2. The Parties agree to negotiate application of Chapter 11 (Dispute Settlement) to
any new articles in the context of Article 6.2 (Further Negotiations).
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CHAPTER 7

COMPETITION

ARTICLE 7.1
Rules of Competition concerning Enterprises

1. The Parties recognise that anti-competitive practices have the potential to
undermine the benefits of economic partnership arising from this Agreement. The
following practices of enterprises are incompatible with the proper functioning of this
Agreement in so far as they may affect trade between the Parties:

(a) agreements between enterprises, decisions by associations of enterprises
and concerted practices between enterprises which have as their object or
effect the prevention, restriction or distortion of competition; and

(b) abuse by one or more enterprises of a dominant position in the territory
of a Party as a whole or in a substantial part thereof.

2. The Parties shall apply their respective domestic competition laws and
regulations with a view to proscribe such practices as outlined in paragraph 1 in
conformity with the principles of transparency, non-discrimination and procedural
fairness.

3. The rights and obligations under this Chapter shall only apply between the
Parties.

ARTICLE 7.2

State Enterprises, Enterprises with Special and Exclusive Rights and Designated
Monopolies

l. Nothing in this Chapter shall be construed to prevent a Party from establishing
or maintaining state enterprises, enterprises with special or exclusive rights or
designated monopolies.

2. The Parties shall ensure that state enterprises, enterprises with special or
exclusive rights and designated monopolies do not adopt or maintain anti-competitive
practices affecting trade between the Parties, insofar as the application of this provision
does not obstruct the performance, in law or in fact, of the particular public tasks
assigned to them.
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ARTICLE 7.3
Cooperation

1. The Parties recognise the importance of general cooperation in the area of
competition policy. The Parties may cooperate to exchange information relating to the
development of competition policy, subject to their domestic laws and regulations and
available resources. The Parties may conduct such cooperation through their competent
authorities.

2. The Parties involved shall cooperate in their dealings with anti-competitive
practices as outlined in paragraph 1 of Article 7.1 (Rules of Competition concerning
Enterprises). Cooperation may include exchange of pertinent information that is
available to the Parties. No Party shall be required to disclose information that is
confidential according to its domestic laws and regulations.

ARTICLE 7.4

Consultations

The Parties may consult matters related to anti competitive practices and their

adverse effects to trade. The consultations shall be without prejudice to the autonomy of
each Party to develop, maintain and enforce its domestic competition laws and
regulations.

ARTICLE 7.5

Dispute Settlement

The Parties shall not have recourse to dispute settlement under Chapter 11
(Dispute Settlement) for any matter arising under this Chapter.
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CHAPTER8

TRADE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT

ARTICLE 8.1
Context, Objectives, and Scope

1. The Parties recall the Declaration of the United Nations Conference on the
Human Environment of 1972, the Rio Declaration on Environment and Development
1992, Agenda 21 on Environment and Development of 1992, the Johannesburg Plan of
Implementation on Sustainable Development of 2002, the Rio+20 Outcome Document
“The Future We Want” of 2012, the UN Sustainable Development Summit Outcomes
Document “Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development”
of 2015, Monterrey Consensus of the International Conference on Financing for
Development of 2002, Doha Declaration on Financing for Development of 2008 and
Addis Ababa Action Agenda of 2015, ILO Declaration on Fundamental Principles and
Rights at Work and its Follow-up of 1998, the Ministerial Declaration of the UN
Economic and Social Council on Full Employment and Decent Work of 2006, and the
ILO Declaration on Social Justice for a Fair Globalization of 2008.

2. The Parties reaffirm their commitment to promote the development of
international trade in such a way as to contribute to the objective of sustainable
development and to ensure that this objective is integrated and reflected in the Parties’
trade relations.

3. The Parties recognise that economic development, social development and
environmental protection are interdependent and mutually reinforcing components of
sustainable development. They underline the benefit of cooperation on trade-related
labour and environmental issues as part of a global approach to trade and sustainable
development. They further recognise that eradicating poverty is an indispensable
requirement for sustainable development and that trade can be an engine for inclusive
economic growth and poverty reduction.

4. The Parties agree that this Chapter embodies a cooperative approach based on
common values and interests, taking into account the differences in their levels of
development as appropriate.

5. The Parties agree that the provisions of this Chapter shall not be applied in a
manner that would constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination or as a

disguised restriction on trade between the Parties.

6. Except as otherwise provided for in this Chapter, this Chapter applies to trade-
related and investment-related aspects of sustainable development in all its dimensions.
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7. The reference to labour in this Chapter includes the objective to promote
inclusive and sustainable economic growth, employment and decent work for all as
stipulated in Goal 8 of the 2030 Sustainable Development Agenda and issues relevant to
Decent Work Agenda as agreed in the ILO.

ARTICLE 8.2
Right to Regulate and Levels of Protection

1. Recognising the right of each Party, subject to the provisions of this Agreement,
to pursue its own means for achieving sustainable development, including establishing
its own levels of labour and environmental protection and to adopt or modify
accordingly its relevant domestic laws and policies, each Party shall seek to ensure that
its domestic laws and policies provide for and encourage high levels of environmental
and labour protection, consistent with standards, principles and agreements which they
are committed or a Party to, and shall strive to further improve the level of protection
provided for in those domestic laws and policies.

2. The Parties recognise the importance of scientific, technical, and other
information, and relevant international standards, guidelines and recommendations, as
references in preparing and implementing measures related to environment and labour
conditions that affect trade and investment between them.

ARTICLE 8.3

Upholding Levels of Protection in the Application and Enforcement of Laws,
Regulations or Standards

1. The Parties shall effectively apply their environmental and labour laws,
regulations or standards.

2. Subject to Article 8.2 (Right to Regulate and Levels of Protection), the Parties
shall not:

(a) weaken or reduce levels of environmental or labour protection provided
by their domestic laws, regulations or standards with the sole intention to
encourage investment from another Party or to seek or to enhance a
competitive trade advantage of producers or service providers operating
in its territory; or

(b) waive or otherwise derogate from, or offer to waive or otherwise
derogate from, such domestic laws, regulations or standards in order to
encourage investment from another Party or to seek or to enhance a
competitive trade advantage of producers or service providers operating
in its territory.
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ARTICLE 8.4
Sustainable Economic Development

l. The Parties recognise that trade is an engine for inclusive economic growth and
poverty reduction, and contributes to the promotion of sustainable development in all its
dimensions.
2. The Parties shall strive to facilitate and promote investment, trade in, and
dissemination of, goods and services that contribute to sustainable development, such as
environmental technologies, sustainable renewable energy, as well as goods and
services that are energy efficient or subject to voluntary sustainability schemes.
3. The Parties agree to exchange views and may consider, jointly or bilaterally,
cooperation in this area.

ARTICLE 8.5

Social Development

1. The Parties recall the obligations deriving from the international human rights
instruments to which they are a party.

2. The Parties underline the need to protect the welfare and improve the livelihoods
of vulnerable groups such as women, children, small holders, subsistence farmers or
fishermen.

3. The Parties emphasise the importance of information, education and training on
sustainability at all levels in order to contribute to sustainable social development.

ARTICLE 8.6
International Labour Standards and Agreements

l. The Parties recall the obligations deriving from membership of the ILO and the
ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work and its Follow-up
adopted by the International Labour Conference at its 86 Session in 1998, to respect,

promote and realise the principles concerning the fundamental rights, namely:

(a) freedom of association and the effective recognition of the right to
collective bargaining;

(b) the elimination of all forms of forced or compulsory labour;

(©) the effective abolition of child labour; and
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(d) the elimination of discrimination in respect of employment and
occupation.

2. The Parties reaffirm their commitment, under the Sustainable Development Goal
number 8 as well as the Ministerial Declaration of the UN Economic and Social Council
on Full Employment and Decent Work of 2006, to recognise full and productive
employment and decent work for all as a key element of sustainable development for all
countries and as a priority objective of international cooperation and to promoting the
development of international trade in a way that is conducive to full and productive
employment and decent work for all.

3. The Parties recall the obligations deriving from membership of the ILO to
effectively implement the ILO Conventions, which they have ratified, and to make
continued efforts towards ratifying the fundamental ILO Conventions as well as the
other Conventions that are classified as “up-to-date” by the ILO.

4. The Parties reaffirm, as set out in the ILO Declaration on Social Justice for a
Fair Globalization, adopted by the International Labour Conference at its 97" Session in
2008, that the violation of fundamental principles and rights at work shall not be
invoked or otherwise used as a legitimate comparative advantage and that labour
standards shall not be used for protectionist trade purposes.

ARTICLE 8.7
Multilateral Environmental Agreements and Environmental Principles
1. The Parties reaffirm their commitment to the effective implementation in their
domestic laws, regulations and practices of the multilateral environmental agreements to
which they are a party.
2. The Parties reaffirm their adherence to environmental principles reflected in the
international instruments referred to in Article 8.1 (Context, Objectives, and Scope).
ARTICLE 8.8
Sustainable Forest Management and Associated Trade
1. The Parties recognise the importance of effective law and governance in order to
ensure sustainable management of forests and peatlands and thereby contribute to the
reduction of greenhouse gas emissions and biodiversity loss resulting from deforestation
and degradation of natural forests and peatlands, including from land-use change.
2. With the aim of contributing to sustainable management of forests and

peatlands, including through the promotion of trade in products that derive from
sustainably managed forests, the Parties undertake to, inter alia:
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(a) promote the effective use of the Convention on International Trade in
Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES);

(b) promote the development and use of certification schemes for forest-
related products from sustainably managed forests;

(c) promote the effective implementation and use of legality assurance
system for timber as required in Forest Law Enforcement Governance
and Trade Voluntary Partnership Agreement and corresponding schemes,
with the aim to combat illegal logging and eliminate trade of illegal
timber products; and

(d) exchange information on trade-related initiatives on forest governance,
including measures to combat illegal logging and measures to exclude
illegally harvested timber and timber products from trade flows.

3. The Parties agree to cooperate on issues pertaining to sustainable management
of forests and peatlands through bilateral arrangements if applicable and in the relevant
multilateral fora in which they participate, in particular the United Nations collaborative
initiative on Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation as
emphasised in the Paris Agreement.

ARTICLE 8.9
Sustainable Management of Fisheries and Aquaculture and Associated Trade

1. The Parties recognise the importance of ensuring the conservation and
sustainable management of living marine resources and marine ecosystems, and the role
of trade in pursuing these objectives.

2. For the purposes of paragraph 1, and in a manner consistent with their
international obligations, the Parties commit to:

(a) promote the implementation of comprehensive, effective and transparent
policies and measures to combat illegal, unreported and unregulated
(hereinafter referred to as “IUU”) fishing and fisheries crime and to
exclude products stemming from IUU fishing, fisheries crime, forced
labour or human trafficking from trade flows, including from third parties
into their market;

(b) promote the development of sustainable and responsible aquaculture;

(©) promote the use of FAOs Voluntary Guidelines for Catch Documentation
Schemes; and
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(d) contribute to the fulfilment of the objectives set out in the 2030 Agenda
for Sustainable Development regarding fisheries subsidies.

3. The Parties commit to comply with long-term conservation and management
measures and effectively implement in their laws and practices the relevant international
fisheries and aquaculture instruments to which they are a party.

4. The Parties agree to cooperate on issues pertaining to sustainable management
of fisheries and aquaculture through bilateral arrangements if applicable and in the
relevant international fora in which they participate including in Regional Fisheries
Managements Organisations by, inter alia, facilitating the exchange of information on
IUU fishing in order to combat such activities.

ARTICLE 8.10
Sustainable Management of the Vegetable Oils Sector and Associated Trade

1. The Parties recognise the need to take into account the economic, environmental
and social opportunities and challenges associated with the production of vegetable oils
and that trade between them can play an important role in promoting sustainable
management and operation of the vegetable oils sector.

2. With a view to ensuring economically, environmentally and socially beneficial
and sound management and operation of the vegetable oils sector, the Parties commit to,
inter alia:

(a) effectively apply laws, policies and practices aiming at protecting
primary forests, peatlands, and related ecosystems, halting deforestation,
peat drainage and fire clearing in land preparation, reducing air and water
pollution, and respecting rights of local and indigenous communities and
workers;

(b) support the dissemination and use of sustainability standards, practices
and guidelines for sustainably produced vegetable oils;

(c) cooperate on improving and strengthening government standards where
applicable;

(d) ensure transparency of domestic policies and measures pertaining to the
vegetable oils sector; and

(e) ensure that vegetable oils and their derivatives traded between the Parties
are produced in accordance with the sustainability objectives referred to
in subparagraph (a).



ARTICLE 8.11
Cooperation in International Fora

The Parties agree to strengthen their cooperation on issues of mutual interest to
promote sustainable development, including labour and environmental issues and their
trade and investment-related aspects, in relevant bilateral, regional and multilateral fora,
including in the ILO and within the framework of multilateral environmental
agreements to which they are a party.

ARTICLE &.12

Implementation and Consultations

1. The Parties shall designate the administrative entities, which shall serve as
contact points for the purpose of implementing this Chapter.

2. A Party may, through the contact points referred to in paragraph 1, request
expert consultations or consultations within the Joint Committee regarding any matter
arising under this Chapter. The Parties shall make every attempt to arrive at a mutually
satisfactory resolution of the matter. Where relevant, and subject to the agreement of the
Parties, they may seek advice of the relevant international organisations or bodies.

3. The Parties shall not have recourse to arbitration under Chapter 11 (Dispute
Settlement) for any matters arising under this Chapter.
ARTICLE 8.13
Review
The Parties shall periodically review, in the Joint Committee, progress achieved

in pursuing the objectives set out in this Chapter, and consider relevant international
developments to identify areas where further action could promote these objectives.
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CHAPTER 9

COOPERATION AND CAPACITY BUILDING

ARTICLE 9.1
Objectives and Scope

1. This Chapter sets out a framework for cooperation and capacity building under
this Agreement.

2. The Parties agree that the aim of cooperation and capacity building is to foster
competitiveness of goods and services, to enhance the fulfilment of applicable
international standards, and to achieve sustainable development, in particular by
strengthening human and institutional capacities.

ARTICLE 9.2
Principles

1. The Parties shall promote cooperation and capacity building with the aim to
enhance the mutual benefits of this Agreement in accordance with their national
strategies and policy objectives and taking into account the different levels of social and
economic development of the Parties.
2. Cooperation under this Chapter shall pursue the following objectives:

(a) facilitate the implementation of the overall objectives of this

Agreement, in particular to enhance mutually beneficial trade and
investment opportunities arising from this Agreement;

(b) support Indonesia’s efforts to achieve sustainable economic and social
development, including by strengthening human and institutional
capacities.

3. Cooperation and capacity building shall cover sectors affected by the process of

liberalisation and restructuring of the Indonesian economy as well as sectors with the
potential to benefit from this Agreement.
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ARTICLE 9.3

Methods and Means

1. Cooperation and capacity building by the EFTA States to Indonesia shall be
provided bilaterally through EFTA programmes, multilaterally or in a combination

thereof.

2. The Parties shall cooperate with the objective of identifying and employing the
most effective methods and means for the implementation of this Chapter, building on
already existing forms of bilateral cooperation between the Parties, and, where
applicable, taking into consideration the efforts undertaken by relevant international
organisations in order to ensure effectiveness and coordination.

3. Means of cooperation and capacity building may include:

(a)

exchange of information, transfer and exchange of expertise and
training, including through facilitating exchange visits of researchers,
experts, specialists and private sector representatives;

(b) grants, development funds or other financial means;

(c) joint activities such as joint studies and research projects concerning
issues relating to this Agreement;

(d) facilitation for the transfer of technology, skills and practices;

(e) institutional assistance and capacity building including through training
seminars, workshops, conferences and internships;

® support for participation in international activities such as standards
setting;

(2) risk assessment analyses in the trade area; and

(h) any other means of cooperation as mutually agreed by the Parties.

4. The Parties may implement cooperation and capacity building activities with

participation of national and international experts, institutions, organisations and private
sector representatives, as appropriate.
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ARTICLE 9.4

Memorandum of Understanding

This Chapter shall be implemented on the basis of a Memorandum of
Understanding on Cooperation and Capacity Building between the EFTA States and
Indonesia (hereinafter referred to as “Memorandum of Understanding™). It shall be
signed in conjunction with this Agreement, building upon and complementing existing
or already planned bilateral cooperation initiatives and activities.

ARTICLE 9.5

Fields of Cooperation and Capacity Building

1. Cooperation and capacity building may cover any field jointly identified by the
Parties that may serve to enhance Indonesia’s capacities to benefit from increased
international trade and investment, including:

(a)
(b)
(©
(d)
()
()
(2

(h)

G
(k)
M

(m)

customs, origin matters and trade facilitation;

sustainable development;

fisheries, aquaculture and marine products;

standards, technical regulations and conformity assessment procedures;
sanitary and phytosanitary measures;

intellectual property rights;

trade statistics;

trade promotion and development of manufacturing industries, including
vocational education and training;

development of small and medium-sized enterprises;
maritime transportation;

tourism,;

labour and employment; and

any other fields of cooperation mutually agreed by the Parties.

LIV



2. The Parties acknowledge the importance of promoting cooperation and capacity
building activities to contribute to sustainable development.
ARTICLE 9.6
Financial Arrangement

1. The Parties shall cooperate to employ the most effective means for the
implementation of this Chapter.

2. Each Party shall bear the cost and related expenses arising from its respective
obligation for the implementation of this Chapter and the Memorandum of
Understanding, in accordance with their domestic laws and regulations.

ARTICLE 9.7
Sub-Committee on Cooperation and Capacity Building
1. In order to ensure the proper implementation of the present chapter, the Parties
hereby establish a Sub-Committee on Cooperation and Capacity Building (hereinafter

referred to as the “Sub-Committee on Cooperation”) consisting of representatives of all
the Parties.

2. The functions of the Sub-Committee on Cooperation shall be to:

(a) discuss implementation of this Chapter and the Memorandum of
Understanding;

(b) identify, formulate and agree on detailed proposals for the
implementation of this Chapter and the Memorandum of
Understanding;

(c) exchange of information on the progress of cooperation and capacity

building as intended by this Agreement;

(d) cooperate with other sub-committees established under this Agreement
to perform stocktaking, monitoring and benchmarking on any issues
related to the implementation of this Agreement;

(e) undertake a periodic review, monitoring the implementation and
operation of this Chapter and the Memorandum of Understanding,
evaluating progress in the implementation and developing new plans for
prospective joint activities and future cooperation and -capacity
building. The review may take place through written exchanges;
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® identify obstacles and opportunities for further cooperation. The Sub-
Committee on Cooperation shall evaluate reports by the Parties and
discuss issues raised by other sub-committees established under this
Agreement with regard to cooperation and capacity building;

(2) report to and consult with the Joint Committee.

3. The Parties shall inform the Sub-Committee on Cooperation about ongoing
bilateral projects of direct relevance to this Agreement and the Sub-Committee on
Cooperation shall take actions according to its functions in accordance with
paragraph 2.

4. The Sub-Committee on Cooperation shall act by consensus.

5. The Sub-Committee on Cooperation shall meet as often as required and
normally every year either physically or through electronic conferencing. The Sub-
Committee on Cooperation shall hold its first meeting within six months after the entry
into force of this Agreement. It shall be convened by the Joint Committee, by the
chairpersons of the Sub-Committee or upon request of a Party. The venue shall alternate
between an EFTA State and Indonesia, unless otherwise agreed by the Parties.

6. The meetings of the Sub-Committee on Cooperation shall be chaired jointly by
one of the EFTA States and Indonesia.

7. The chairpersons of the Sub-Committee shall prepare a provisional agenda for
each meeting in consultation with the Parties, and send it to them, as a general rule, no
later than two weeks before the meeting.
8. The Sub-Committee shall prepare a report on the results of each meeting, and
the chairpersons shall, if requested, report at a meeting of the Joint Committee.

ARTICLE 9.8

Dispute Settlement

1. The Parties shall not have recourse to dispute settlement under Chapter 11
(Dispute Settlement) for any matter arising under this Chapter.

2. Any dispute between the Parties concerning interpretation and implementation
of this Chapter shall be settled amicably.
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CHAPTER 10

INSTITUTIONAL PROVISIONS

ARTICLE 10.1
Joint Committee

1. The Parties hereby establish the EFTA-Indonesia Joint Committee comprising
representatives of each Party. The Parties shall be represented by senior officials,
delegated by them for this purpose.

2. The functions of the Joint Committee shall be:

(a) monitoring and reviewing the implementation of this Agreement,
including by exploring the possibility to recommend further removal of
barriers to trade and other restrictive measures concerning trade between
EFTA States and Indonesia;

(b) to consider the further elaboration of this Agreement;

(©) supervise the work of all sub-committees and working groups established
under this Agreement;

(d) endeavour to resolve disagreements that may arise regarding the
interpretation or application of this Agreement; and

(e) consider any other matter that may affect the operation of this
Agreement.

3. The Joint Committee may decide to establish sub-committees and working
groups, if considered necessary, to assist it in accomplishing its tasks. Except where
otherwise provided for in this Agreement, the sub-committees and working groups shall
work under a mandate established by the Joint Committee.

4. The Joint Committee may take decisions as set out in this Agreement, and may
make recommendations on other matters, by consensus.

5. The Joint Committee shall meet within one year from the entry into force of this
Agreement. Thereafter, it shall meet whenever necessary but normally every two years.
Its meetings shall be chaired jointly by one of the EFTA States and Indonesia. The Joint
Committee shall establish its rules of procedure.

6. Each Party may request at any time, through a notice in writing to the other
Parties, that a special meeting of the Joint Committee be held. Such a meeting shall take
place within 30 days from the date of receipt of the request, unless the Parties agree
otherwise.

LVII



7. If a representative of a Party in the Joint Committee has accepted a decision
subject to the fulfilment of domestic legal requirements, the decision shall enter into
force on the date the last Party notifies that its domestic legal requirements have been
fulfilled, unless the decision itself specifies a later date. The Joint Committee may
decide that the decision shall enter into force for those Parties that have fulfilled their
domestic legal requirements, provided that Indonesia is one of those Parties.

ARTICLE 10.2
Communications

Each Party shall designate a contact point to facilitate communications between
the Parties on any matter relating to this Agreement.
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CHAPTER 11
DISPUTE SETTLEMENT

ARTICLE]1.1
Scope and Forum

1. Unless otherwise provided for in this Agreement, this Chapter shall apply to the
settlement of any dispute if a Party considers that a measure of the other Party is in
breach of this Agreement.

2. A dispute regarding the same matter arising under both this Agreement and the
WTO Agreement may be settled in either forum at the discretion of the complaining
Party'®. The forum thus selected shall be used to the exclusion of the other.

3. For the purposes of paragraph 2, dispute settlement procedures under the WTO
Agreement are deemed to be selected by a Party’s request for the establishment of a
panel under Article 6 of the WTO Understanding on Rules and Procedures Governing
the Settlement of Disputes, whereas dispute settlement procedures under this Agreement
are deemed to be selected upon a request for arbitration pursuant to paragraph 1 of
Article 11.4 (Establishment of Arbitration Panel).

4. Before a Party initiates dispute settlement proceedings under the WTO
Agreement against another Party, that Party shall notify the other Parties in writing of
its intention.

ARTICLE 11.2
Good Offices, Conciliation or Mediation

1. Good offices, conciliation and mediation are procedures that are undertaken
voluntarily if the parties to the dispute so agree. They may be requested at any time by
any party to the dispute. They may begin at any time by agreement of the parties to the
dispute and be terminated at any time by any party to the dispute. They may continue
while proceedings of an arbitration panel established or reconvened in accordance with
this Chapter are in progress.

2. Proceedings involving good offices, conciliation and mediation and in particular
positions taken by the parties to the dispute during these proceedings, shall be treated as
confidential and without prejudice to the rights of the parties to the dispute in any
further proceedings.

13

CEINN13 EEINNT3

For the purposes of this Chapter, the terms “Party”, “party to the dispute”, “complaining Party”
and “Party complained against” can denote one or more Parties.
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ARTICLE 11.3
Consultations

l. The Parties shall at all times make every attempt through cooperation and
consultations to reach a mutually satisfactory solution of any matter as referred to in
paragraph 1 of Article 11.1 (Scope and Forum).

2. A Party may request in writing consultations with another Party if it considers
that a measure is inconsistent with this Agreement. The Party making the request shall
provide the reasons for the request, including identification of the measures at issue and
an indication of the legal and factual basis for the complaint. The Party requesting
consultations shall at the same time notify the other Parties in writing of the request.
The Party to which the request is made shall reply to the request within ten days from
the receipt.

3. Consultations shall commence within 30 days from the date of receipt of the
request for consultations. Consultations on urgent matters, including those on perishable
goods, shall commence within 20 days from the date of receipt of the request for
consultations.

4. The consulting parties shall provide sufficient information to enable a full
examination of whether the measure is inconsistent with this Agreement and treat any
confidential information exchanged in the course of consultations in the same manner as

the Party providing the information.

5. The consultations shall be confidential and without prejudice to the rights of the
Parties in any further proceedings.

6. The parties to the dispute shall inform the other Parties of any mutually agreed
resolution of the matter.
ARTICLE 11.4
Establishment of Arbitration Panel

1. The complaining Party may request the establishment of an arbitration panel by
means of a written request to the Party complained against if:

(a) the Party to which the request is made does not reply within ten days

from the date of receipt of the request in accordance with paragraph 2 of
Article 11.3 (Consultations);
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(b) the Party to which the request is made does not enter into consultations
within 30 days or within 20 days for urgent matters, from the date of
receipt of the request for consultations in accordance with paragraph 3 of
Article 11.3 (Consultations); or

(©) the consultations referred to in Article 11.3 (Consultations) fail to settle a
dispute within 60 days, or 45 days in relation to urgent matters, including
those on perishable goods, from the date of receipt of the request for
consultations by the Party complained against.

A copy of this request shall be communicated to the other Parties so that they may
determine whether to participate in the arbitration process.

2. The request for the establishment of an arbitration panel shall identify the
specific measure at issue and provide a brief summary of the legal and factual basis of
the complaint.

3. The arbitration panel shall consist of three arbitrators who shall be appointed in
accordance with the “Optional Rules for Arbitrating Disputes between Two States of
the Permanent Court of Arbitration”, as effective from 20 October 1992 (hereinafter
referred to as the “Optional Rules”) mutatis mutandis. The date of establishment of the
arbitration panel shall be the date on which the Chairperson is appointed.

4. Unless the parties to the dispute otherwise agree within 20 days from the date of
receipt of the request for the establishment of the arbitration panel, the terms of
reference for the arbitration panel shall be:

“To examine, in the light of the relevant provisions of this Agreement, the matter
referred to in the request for the establishment of an arbitration panel pursuant to
Article 11.4 (Establishment of Arbitration Panel) and to make findings of law
and fact together with the reasons, as well as recommendations, if any, for the
resolution of the dispute and the implementation of the ruling.”

5. Where more than one Party requests the establishment of an arbitration panel
relating to the same matter or where the request involves more than one Party
complained against, and whenever feasible, a single arbitration panel may be
established to examine complaints relating to the same matter, subject to the agreement
of the parties to the disputes.

6. A Party which is not a party to the dispute shall be entitled, on delivery of a
written notice, to the parties to the dispute, to make written submissions to the
arbitration panel, receive written submissions, including annexes, from the parties to the
dispute, attend hearings and make oral statements.
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ARTICLE 11.5
Procedures of the Arbitration Panel

1. Unless otherwise specified in this Agreement or agreed between the parties to
the dispute, the procedures of the panel shall be governed by the Optional Rules,
mutatis mutandis.

2. The arbitration panel shall examine the matter referred to it in the request for the
establishment of an arbitration panel in the light of the relevant provisions of this
Agreement interpreted in accordance with customary rules of interpretation of public
international law.

3. The language of any proceedings shall be English. The hearings of the
arbitration panel shall be closed for the duration of any discussion of confidential
information. Otherwise, the hearing shall be open to the public, unless the parties to the
dispute decide otherwise.

4. There shall be no ex parte communications with the arbitration panel concerning
matters under its consideration.

5. A Party’s written submissions, written versions of oral statements and responses
to questions put by an arbitration panel, shall, at the same time as it is submitted to the
arbitration panel, be transmitted by that Party to the other party to the dispute.

6. The Parties shall treat as confidential the information submitted to the arbitration
panel, which has been designated as confidential by the Party submitting the
information.

7. Decisions of the arbitration panel shall be taken by a majority of its arbitrators.
Any arbitrator may furnish separate opinions on matters not unanimously agreed. The
arbitration panel shall not disclose which arbitrator are associated with majority or
minority opinions.

ARTICLE 11.6
Panel Reports

l. The arbitration panel shall normally submit an initial report containing its
findings and rulings to the parties to the dispute no later than 90 days from the date of
establishment of the arbitration panel. In no case should it do so later than five months
from this date. A party to the dispute may submit written comments to the arbitration
panel on its initial report within 14 days from the date of receipt of the report. The
arbitration panel shall normally present to the parties to the dispute a final report within
30 days from the date of receipt of the initial report.
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2. The final report, as well as any report under Articles 11.8 (Implementation of the
Final Panel Report) and 11.9 (Compensation and Suspension of Benefits), shall be
communicated to the Parties. The reports shall be made public, unless the parties to the
dispute decide otherwise, subject to the protection of any confidential information.

3. Any ruling of the arbitration panel under any provision of this Chapter shall be
final and binding upon the parties to the dispute.

ARTICLE 11.7
Suspension or Termination of Arbitration Panel Proceedings

1. Where the parties to the dispute agree, an arbitration panel may suspend its work
at any time for a period not exceeding 12 months. If the work of an arbitration panel has
been suspended for more than 12 months, the arbitration panel’s authority for
considering the dispute shall lapse, unless the parties to the dispute agree otherwise.

2. A complaining Party may withdraw its complaint at any time before the initial
report has been issued. Such withdrawal is without prejudice to its right to introduce a
new complaint regarding the same issue at a later point in time.

3. The parties to the dispute may agree at any time to terminate the proceedings of
an arbitration panel established under this Agreement by jointly notifying in writing the
Chairperson of that arbitration panel.

4. An arbitration panel may, at any stage of the proceedings prior to release of the
final report, propose that the parties to the dispute seek to settle the dispute amicably.

ARTICLE 11.8
Implementation of the Final Panel Report

1. The Party complained against shall promptly comply with the ruling in the final
report. If it is impracticable to comply immediately, the parties to the dispute shall
endeavour to agree on a reasonable period of time to do so. In the absence of such
agreement within 45 days, from the date of the issuance of the final report, either party
to the dispute may request the original arbitration panel to determine the length of the
reasonable period of time, in light of the particular circumstances of the case. The ruling
of the arbitration panel shall normally be given within 60 days from the date of receipt
of that request.

2. The Party complained against shall notify the other party to the dispute of the
measure adopted in order to comply with the ruling in the final report, as well as
provide a detailed description of how the measure ensures compliance sufficient to
allow the other party to the dispute to assess the measure.
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3. In case of disagreement as to the existence of a measure complying with the
ruling in the final report or to the consistency of that measure with the ruling, such
disagreement shall be decided by the same arbitration panel upon the request of either
party to the dispute before compensation can be sought or suspension of benefits can be
applied in accordance with Article 11.9 (Compensation and Suspension of Benefits).
The ruling of the arbitration panel shall normally be rendered within 90 days from the
date of receipt of the request.

ARTICLE 11.9
Compensation and Suspension of Benefits

1. If the Party complained against does not comply with a ruling of the arbitration
panel referred to in Article 11.8 (Implementation of the Final Panel Report), or notifies
the complaining Party that it does not intend to comply with the final panel report, that
Party shall, if so requested by the complaining Party, enter into consultations with a
view to agreeing on mutually acceptable compensation. If no such agreement has been
reached within 20 days from the date of receipt of the request, the complaining Party
shall be entitled to suspend the application of benefits granted under this Agreement but
only equivalent to those affected by the measure or matter that the arbitration panel has
found to be inconsistent with this Agreement.

2. In considering what benefits to suspend, the complaining Party should first seek
to suspend benefits in the same sector or sectors as that affected by the measure or
matter that the arbitration panel has found to be inconsistent with this Agreement. The
complaining Party that considers it is not practicable or effective to suspend benefits in
the same sector or sectors may suspend benefits in other sectors.

3. The complaining Party shall notify the Party complained against of the benefits
which it intends to suspend, the grounds for such suspension and when suspension will
commence, no later than 30 days before the date on which the suspension is due to take
effect. Within 15 days from the date of receipt of that notification, the Party complained
against may request the original arbitration panel to rule on whether the benefits which
the complaining Party intends to suspend are equivalent to those affected by the
measure or matter found to be inconsistent with this Agreement, and whether the
proposed suspension is in accordance with paragraphs 1 and 2. The ruling of the
arbitration panel shall be given within 45 days from the date of receipt of that request.
Benefits shall not be suspended until the arbitration panel has issued its ruling.

4. Compensation and suspension of benefits shall be temporary measures and shall
only be applied by the complaining Party until the measure or matter found to be
inconsistent with this Agreement has been withdrawn or amended so as to bring it into
conformity with this Agreement, or until the parties to the dispute have resolved the
dispute otherwise.
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5. At the request of a party to the dispute, the original arbitration panel shall rule
on the conformity with the final report of any implementing measures adopted after the
suspension of benefits and, in light of such ruling, whether the suspension of benefits
should be terminated or modified. The ruling of the arbitration panel shall be given
within 30 days from the date of receipt of that request.

ARTICLE 11.10
Other Provisions

1. Whenever possible, the arbitration panel referred to in Articles 11.8
(Implementation of the Final Panel Report) and 11.9 (Compensation and Suspension of
Benefits) shall comprise the same arbitrators who issued the final report. If an arbitrator
of the original arbitration panel is unavailable, the appointment of a replacement
arbitrator shall be conducted in accordance with the selection procedure for the original
arbitrator.

2. Any time period mentioned in this Chapter may be modified by mutual
agreement of the parties to the dispute.
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CHAPTER 12

FINAL PROVISIONS

ARTICLE 12.1
Footnotes, Annexes and Appendices

The footnotes and Annexes to this Agreement, including their Appendices,
constitute an integral part of this Agreement.

ARTICLE 12.2
Amendments

1. Any Party may submit proposals for amendments to this Agreement to the Joint
Committee for consideration and recommendation.

2. Amendments to this Agreement shall be subject to ratification, acceptance or
approval in accordance with the Parties’ respective legal requirements. Unless otherwise
agreed by the Parties, amendments shall enter into force on the first day of the third
month following the deposit of the last instrument of ratification, acceptance or
approval.

3. Notwithstanding paragraphs 1 and 2, the Joint Committee may decide to amend
the Annexes and Appendices to this Agreement. A Party may accept a decision subject
to the fulfilment of its domestic legal requirements. Such decision shall enter into force
on the first day of the third month following the date that the last Party notifies the
Depositary that its domestic legal requirements have been fulfilled, unless otherwise
specified in the decision.

4. The text of the amendments and the instruments of ratification, acceptance or
approval shall be deposited with the Depositary.

5. If its legal requirements permit, a Party may apply any amendment
provisionally, pending its entry into force for that Party. Provisional application of
amendments shall be notified to the Depositary.

ARTICLE 12.3

Accession

1. Any State becoming a Member of EFTA may accede to this Agreement on terms
and conditions agreed by the Parties and the acceding State.
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2. In relation to an acceding State, this Agreement shall enter into force on the first
day of the third month following the date on which the acceding State and the existing
Parties have deposited their instruments of ratification, acceptance or approval of the
terms of accession.

ARTICLE 12.4
Withdrawal and Expiration
1. Each Party may withdraw from this Agreement by means of a written
notification to the Depositary. The withdrawal shall take effect six months from the date

on which the notification is received by the Depositary.

2. If Indonesia withdraws, this Agreement shall expire when its withdrawal takes
effect in accordance with paragraph 1.

3. Any EFTA State which withdraws from the Convention establishing the
European Free Trade Association shall, ipso facto on the same day as the withdrawal
takes effect, cease to be a Party to this Agreement.

ARTICLE 12.5

Entry into Force

1. This Agreement shall be subject to ratification, acceptance or approval in
accordance with the respective legal and constitutional requirements of the Parties. The
instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the
Depositary.
2. This Agreement shall enter into force on the first day of the third month after at
least two EFTA States and Indonesia have deposited their instrument of ratification,
acceptance or approval.
3. In relation to an EFTA State depositing its instrument of ratification, acceptance
or approval after this Agreement has entered into force, this Agreement shall enter into

force on the first day of the third month following the deposit of its instrument of
ratification, acceptance or approval.

ARTICLE 12.6
Depositary

The Government of Norway shall act as Depositary.
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IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised thereto,
have signed this Agreement.

Done in Jakarta, Indonesia, this 16 day of December 2018, in one original in the

English language, which shall be deposited with the Depositary, who shall transmit
certified copies to all the Parties.

For Iceland For the Repuplic of Indonesia

Pour copie conforma!
Oslo, le oY .ja"‘de"" Q0\Q
Aue - Gretoa S, wlebb

Chef de division
au Ministére des Affaires Etrangéres

For the Kingdom of Norway

For the Swiss Confederation
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il
ROYAL NORWEGIAN
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS

v

The Royal Ministry of Foreign Affairs, acting on behalf of the Government
of Norway in its capacity as Depositary of the Comprehensive Economic
Partnership Agreement between the EFTA States and the Republic of
Indonesia, signed at Jakarta on 16 December 2018, presents its
compliments to the States Signatories and has the honour to transmit a
certified copy of the said Agreement.

The Royal Ministry of Foreign Affairs avails itself of this opportunity
Lo renew to the States Signatories the assurances of its highest
consideration. §&ad

Oslo, 24 January 2019

Embassy of the Republic of Indonesia
Oslo

Embassy of the Republic of Iceland
Oslo

Office of the Foreign Affairs
of the Principality of Liechtenstein
Vaduz

Embassy of the Swiss Confederation
Oslo

Copy: EFTA Secretariat, Geneva
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PEMBUKAAN

Islandia, Liechtenstein, Kerajaan Norwegia dan Konfiderasi Swiss yang selanjutnya disebut
sebagai “Negara-negara EFTA.

dan
Indonesia,

Untuk selanjutnya masing-masing secara individu disebut sebagai satu “Pihak” atau secara
bersama-sama sebagai “Para Pihak”,

MENGAKUI keinginan bersama untuk memperkuat hubungan antara Negara-negara EFTA
dan Indonesia dengan membentuk Persetujuan Kerjasama Ekonomi Komprehensif ini
(selanjutnya disebut sebagai "Persetujuan™) berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan
kedaulatan, saling menghormati, semangat konstruktif dan manfaat umum;

MENYATAKAN pentingnya kerjasama dan peningkatan kemampuan, berdasarkan
kemampuan Para Pihak, dengan pandangan untuk mempromosikan pelaksanaan Persetujuan
ini;

MENEGASKAN komitmen mereka terhadap prinsip dan tujuan yang ditetapkan dalam
Piagam PBB dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, termasuk demokrasi, supremasi
hukum, hak asasi manusia dan kebebasan dasar;

MENGAKUI bahwa pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan perlindungan
lingkungan bersifat independent dan merupakan komponen yang saling mendukung dari
pembangunan berkelanjutan;

MENEGASKAN komitmen mereka untuk mendukung dan mempromosikan tujuan
pembangunan Agenda tahun 2030 PBB untuk Pembangunan Berkelanjutan, termasuk tujuan
untuk memberantas kemiskinan dalam segala bentuk dan dimensinya, dan kebutuhan akan
pendekatan holistik dan terpadu untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial
dan lingkungan keberlanjutan, di tingkat nasional, regional dan global, dengan mengingat
dalam konteks ini hak dan kewajiban mereka berdasarkan perjanjian lingkungan yang berlaku
dan yang berasal dari keanggotaan dari Organisasi Perburuhan Internasional (selanjutnya
disebut sebagai "ILO");

MENETAPKAN untuk menerapkan Persetujuan ini sejalan dengan tujuan untuk
melestarikan dan melindungi lingkungan melalui pengelolaan lingkungan yang sehat dan
untuk mendorong penggunaan sumber daya alam dunia secara optimal sesuai dengan tujuan
pembangunan berkelanjutan;

BERTUJUAN untuk menciptakan kesempatan kerja baru, meningkatkan standar hidup dan
mengembangkan tingkat perlindungan kesehatan, keselamatan dan lingkungan;

BERKEINGINAN untuk menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi pengembangan
dan diversifikasi perdagangan di antara mereka dan untuk promosi kerjasama komersial dan



ekonomi untuk kepentingan bersama atas dasar persamaan, saling menguntungkan, non-
diskriminasi dan hukum internasional;

MENGAKUI pentingnya fasilitasi perdagangan dalam mendukung prosedur yang efisien
dan transparan untuk mengurangi biaya dan menjamin prediktabilitas bagi pelaku usaha Para
Pihak;

MENETAPKAN untuk mempromosikan dan lebih memperkuat sistem perdagangan
multilateral, membangun hak-hak dan kewajiban mereka berdasarkan Perjanjian Marrakesh
yang membentuk Organisasi Perdagangan Dunia (selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian
WTQO") dan perjanjian-perjanjian lain yang ditetapkan di bawahnya, sehingga berperan pada
pada keharmonisan pengembangan dan perluasan perdagangan dunia;

MENEGASKAN komitmen mereka untuk mencegah dan memberantas korupsi dalam
perdagangan dan investasi internasional dan untuk mempromosikan prinsip-prinsip
transparansi dan tata pemerintahan yang baik;

MENYETUJUI pentingnya Deklarasi Paris tentang Efektivitas Bantuan;

MENGETAHUI pentingnya tata kelola perusahaan yang baik dan tanggung jawab sosial
perusahaan untuk pembangunan berkelanjutan, dan menegaskan tujuan mereka untuk
mendorong perusahaan agar mematuhi pedoman dan prinsip yang diakui secara internasional
dalam hal ini, seperti Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional, Prinsip OECD Tata
Kelola Perusahaan dan Paket UN Global,

MEYAKINI bahwa Persetujuan ini, bersama dengan proyek-proyek kerjasama dan
peningkatan kapasitas yang dilakukan bersama dengannya, akan meningkatkan daya saing
perusahaan mereka, termasuk usaha kecil dan menengah di pasar global dan menciptakan
kondisi yang mendorong hubungan ekonomi, perdagangan dan investasi di antara mereka;

MENETAPKAN untuk membentuk kerangka hukum untuk kerjasama ekonomi yang
komprehensif antara Para Pihak;

Dengan ini Menyetujui, sehubungan dengan hal tersebut di atas, untuk menyelesaikan
Persetujuan ini



CHAPTER 1

KETENTUAN UMUM

PasaL 1.1

Pembentukan Kerjasama Ekonomi Komprehensif

Para Pihak dengan ini membentuk kemitraan ekonomi yang komprehensif, termasuk kawasan
perdagangan bebas, berdasarkan Persetujuan ini, yang berlandaskan pada hubungan
perdagangan antara ekonomi pasar, dengan maksud untuk berkontribusi pada perkembangan
yang harmonis dan perluasan perdagangan dunia dan untuk memacu kemakmuran dan
pembangunan berkelanjutan.

PASAL 1.2

Tujuan

Tujuan Persetujuan ini adalah:

(@)

(b)

(©)

(d)

(€)

(f)

(9)

untuk mencapai liberalisasi perdagangan barang, sesuai dengan Pasal XXIV dari
Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan 1994 (selanjutnya disebut sebagai
"GATT 1994");

untuk mencapai liberalisasi perdagangan jasa, sesuai dengan PasalV dari Perjanjian
Umum tentang Perdagangan Jasa (selanjutnya disebut sebagai "GATTS);

untuk saling meningkatkan kesempatan berinvestasi;

untuk menjamin perlindungan yang memadai dan efektif atas hak kekayaan
intelektual, sesuai dengan standar internasional;

untuk meningkatkan kerja sama dan menjajaki kemungkinan liberalisasi di bidang
pengadaan pemerintah;

untuk mendorong persaingan yang adil di dalam [perekonomian] mereka, khususnya
yang berkaitan dengan hubungan ekonomi antara Para Pihak;

untuk menjamin kerjasama dan peningkatan kapasitas untuk meningkatkan dan
memperluas manfaat dari Persetujuan ini, sehingga mengurangi kemiskinan dan
mendorong daya saing dan pembangunan ekonomi berkelanjutan; dan



(h)

untuk mengembangkan perdagangan internasional sedemikian rupa untuk
berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan karena
terintegrasi dan tercermin dalam hubungan perdagangan Para Pihak.

PASAL 1.3
Ruang Lingkup Geografis

Kecuali ditentukan lain dalam Lampiran | (Ketentuan Asal Barang dan Kerjasama
Administratif), Persetujuan ini wajib berlaku:

(@) terhadap wilayah darat, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial
suatu Pihak, dan ruang udara di atas wilayah suatu Pihak, sesuai dengan ketentuan
hukum internasional termasuk Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang
Hukum Laut, ditetapkan di Montego Bay, 10 Desember 1982; dan

(b) di luar laut teritorial, sehubungan dengan langkah-langkah yang diambil oleh suatu
Pihak dalam pelaksanaan hak berdaulat dan yurisdiksinya sesuai dengan ketentuan
hukum internasional, termasuk Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang
Hukum Laut, yang ditetapkan di Montego Bay, 10 Desember 1982.

Persetujuan ini tidak berlaku untuk wilayah Norwegia Svalbard, dengan pengecualian
perdagangan barang.

PAsAL 1.4
Kerjasama Ekonomi yang Diatur Persetujuan ini

Persetujuan ini wajib berlaku untuk Indonesia di satu sisi dan masing-masing Negara
EFTA di sisi lain tetapi tidak untuk hubungan perdagangan dan ekonomi antara masing-
masing Negara EFTA, kecuali ditentukan lain dalam Persetujuan ini.
Sesuai dengan Traktat Pabean 29 Maret 1923 antara Swiss dan Liechtenstein, Swiss
wajib mewakili Liechtenstein dalam hal-hal yang tercakup didalamnya.

PAsAL 1.5

Hubungan dengan Perjanjian Internasional Lainnya

Para Pihak memahami hak dan kewajiban mereka berdasarkan Persetujuan WTO dan
perjanjian lain yang telah disepakati di bawahnya, dan perjanjian internasional lainnya di
mana mereka menjadi pihak.
Jika suatu Pihak menganggap bahwa pemeliharaan atau pembentukan serikat pabean,

wilayah perdagangan bebas, pengaturan perdagangan perbatasan atau perjanjian
preferensial lainnya oleh Pihak lain menyebabkan perubahan rezim perdagangan yang



disepakati berdasarkan Persetujuan ini, Pihak tersebut dapat meminta konsultasi. Pihak
yang menandatangani persetujuan tersebut harus memberikan kesempatan yang memadai
untuk berkonsultasi dengan Pihak yang meminta.

3. Jika suatu perjanjian internasional, sebagaimana dirujuk dalam Persetujuan ini diubah,
Para Pihak dapat berkonsultasi mengenai perlunya mengubah Persetujuan ini.

PASAL 1.6
Pemenuhan Kewajiban

Para Pihak wajib mengambil tindakan-tindakan umum atau khusus yang diperlukan untuk
memenuhi kewajiban mereka berdasarkan Persetujuan ini. Setiap Pihak wajib memastikan
ketaatan semua kewajiban dan komitmen didalam wilayahnya berdasarkan Persetujuan ini
baik oleh pemerintah pusat, regional dan daerah masing-masing, dan oleh lembaga non-
pemerintah dalam pelaksanaan kekuasaan pemerintahan yang didelegasikan kepada mereka.

PAsAL 1.7
Transparansi dan Informasi Rahasia

1. Hukum, peraturan, keputusan pengadilan, keputusan administratif dari para Pihak,
serta perjanjian internasional masing-masing, yang dapat mempengaruhi pelaksanaan
Persetujuan ini, wajib diterbitkan atau disediakan untuk publik oleh para Pihak.

2. Setiap Pihak wajib menanggapi permintaan sehubungan dengan pertanyaan spesifik,
dan memberikan informasi yang diminta oleh Pihak lain mengenai hal-hal sebagaimana
dimaksud dalam ayat 1 secara tepat waktu.

3. Tidak ada dalam Persetujuan ini yang mewajibkan setiap Pihak untuk
mengungkapkan informasi rahasia yang akan menghambat penegakan hukum, atau
sebaliknya bertentangan dengan kepentingan umum atau yang akan mengesampingkan
kepentingan komersial dari setiap penyelenggara ekonomi.

4. Setiap Pihak wajib memperlakukan kerahasiaan informasi yang disampaikan oleh
Pihak lain, yang telah ditetapkan sebagai rahasia oleh Pihak yang mengirimkan informasi
tersebut.

5. Dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara Pasal ini dan ketentuan yang terkait dengan
transparansi di bagian lain dari Persetujuan ini, maka ketentuan transparansi di bagian lain
dari Persetujuan ini yang akan berlaku.



PAsAL 1.8
Pengecualian Perpajakan

1. Kecuali yang diatur dalam Pasal ini, tidak ada ketentuan dalam Persetujuan ini yang
berlaku untuk tindakan perpajakan.

2. Tidak ada ketentuan dalam Persetujuan ini yang akan mempengaruhi hak dan
kewajiban suatu Pihak berdasarkan suatu konvensi pajak yang berlaku antara Negara EFTA
yang bersangkutan dan Indonesia. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara Persetujuan ini
dan konvensi pajak dimaksud, maka konvensi pajak tersebut yang wajib berlaku. Pihak yang
berwenang berdasarkan konvensi pajak dimaksud memiliki tanggung jawab tunggal untuk
menentukan apakah terdapat ketidaksesuaian antara Persetujuan ini dengan konvensi pajak
dimaksud.

3. Dengan tidak mengesampingkan ayat 1, ketentuan dibawah ini disebut wajib berlaku
untuk tindakan perpajakan:

(@) Pasal 2.9 (Perpajakan dan Peraturan Internal) dan ketentuan lainnya dari
Persetujuan ini sebagaimana diperlukan untuk memberikan akibat pada Pasal
tersebut sebagaimana Pasal 111 GATT 1994; dan

(b) Artikel 3.16 (Pengecualian Umum) dan 4.11 (Pengecualian Umum)
sebagaimana halnya Pasal X1V GATS.

4. Untuk tujuan Pasal ini, tindakan-tindakan perpajakan tidak mencakup bea masuk
sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2.2 (Bea Impor) atau pajak ekspor sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2.3 (Bea Ekspor).



BAB 2

PERDAGANGAN BARANG

PASAL 2.1
Ruang Lingkup

Bab ini wajib berlaku untuk perdagangan barang antara Para Pihak.

PASAL 2.2
Bea Masuk

1. Setiap Pihak wajib menerapkan bea masuk atas barang yang berasal dari Pihak lain
sesuai dengan Lampiran Il sampai V (Jadwal Komitmen Tarif Barang).

2. Kecuali ditentukan lain dalam Persetujuan ini, tidak ada Pihak yang [HPE:
diperbolehkan] meningkatkan bea masuk, atau memperkenalkan bea masuk baru, atas barang
yang berasal dari Pihak lain yang tercakup oleh Lampiran Il hingga V (Jadwal Komitmen
Tarif Barang).

3. Untuk kepentingan Persetujuan ini, "bea masuk™ berarti setiap bea cukai dan biaya
lainnya dalam bentuk apa pun, termasuk pajak dan biaya tambahan, yang dikenakan dalam
hubungannya dengan importasi barang, kecuali bea dan biaya lainnya yang dikenakan sesuai
dengan Pasal 11l dan VIII dari GATT 1994 serta bea masuk anti-dumping yang diterapkan
sesuai dengan Pasal VI dari GATT 1994 dan sesuai dengan Pasal 2.15 (Tindakan Anti-
Dumping).

PASAL 2.3
Bea Keluar
Jika satu Pihak menyetujui untuk menghapuskan atau membatasi bea keluar dengan
bukan pihak, maka wajib, atas permintaan Pihak lain, memberikan perlakuan yang sama bagi
Pihak lainnya.
PASAL 2.4
Ketentuan Asal Barang dan Kerjasama Administratif

Ketentuan asal barang dan kerja sama administratif ditetapkan dalam Lampiran |
(Ketentuan Asal Barang dan Kerjasama Administratif).



PASAL 2.5

Penilaian Kepabeanan!

Pasal VII dari GATT 1994 dan Bagian | dari Persetujuan tentang Pelaksanaan Pasal
VII dari Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan 1994 wajib berlaku dan dengan
ini dimasukkan ke dalam dan menjadi bagian dari Persetujuan ini, mutatis mutandis.

PASAL 2.6
Perizinan Impor

1. Persetujuan WTO tentang Prosedur Perizinan Impor wajib berlaku dan dengan ini
dimasukkan ke dalam dan menjadi bagian dari Persetujuan ini, mutatis mutandis.

2. Dalam mengadopsi atau mempertahankan prosedur perizinan impor, Para Pihak wajib
melaksanakan prosedur tersebut sesuai dengan Persetujuan ini. Secara khusus, masing-
masing Pihak wajib memastikan bahwa prosedur perizinan impor dilaksanakan dengan cara
yang transparan, tidak diskriminatif, adil dan setara, dapat diprediksi dan dalam suatu
mekanisme yang tidak membatasi perdagangan.

3. Tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan domestik dari Pihak
pengimpor, jika permohonan lisensi tidak disetujui, pemohon wajib diberikan alasan secara
tertulis tanpa penundaan dan wajib memiliki hak untuk mengajukan banding setidaknya satu
tingkat banding administratif atau yudisial, dan diberikan justifikasi tertulis tanpa penundaan
jika penolakan tersebut dipertahankan setelah banding.

4. Setelah berlakunya Persetujuan ini, masing-masing Pihak wajib segera memberikan
notifikasi kepada Pihak lainnya atas prosedur izin importasi yang berlaku. Setiap Pihak wajib
segera memberikan notifikasi prosedur perizinan impor baru serta modifikasi dari prosedur
perizinan impor yang berlaku. Notifikasi tersebut wajib mencakup informasi mengenai tujuan
administratif prosedur perizinan tersebut dan wajib sesuai dengan Pasal 5.2 dan 5.3 dari
Persetujuan WTO tentang Prosedur Perizinan Impor.

5. Setiap Pihak wajib segera menanggapi permintaan informasi tentang persyaratan
perizinan impor oleh Pihak lainnya

6. Para Pihak wajib bertukar kontak penghubung yang bertanggung jawab atas
penerbitan izin impor untuk memfasilitasi komunikasi dan pertukaran informasi secara
teratur.

! Swiss menerapkan bea cukai berdasarkan berat dan kuantitas daripada bea ad valorem.



PASAL 2.7
Pembatasan Kuantitatif

1. Pasal XI dari GATT 1994 wajib berlaku dan dengan ini dimasukkan ke dalam dan
menjadi bagian dari Persetujuan ini, mutatis mutandis.

2. Tidak ada Pihak yang dapat mengadopsi atau mempertahankan larangan atau
pembatasan apapun terhadap importasi atau eksportasi produk dari Pihak lainnya, kecuali
untuk tindakan yang sesuai dengan ayat 2 dari Pasal XI GATT 1994.

3. Satu Pihak yang memperkenalkan tindakan sesuai dengan ayat 2 Pasal XI GATT
1994 wajib segera menotifikasi kepada Komite Bersama. Notifikasi oleh satu Pihak sesuai
dengan Pasal XI GATT 1994 wajib dianggap setara dengan notifikasi dalam Persetujuan ini.
4. Setiap tindakan yang diterapkan sesuai dengan Pasal ini wajib bersifat sementara dan
tidak bolen melampaui apa yang diperlukan untuk menghadapi keadaan yang dijelaskan
dalam ayat 2. Para Pihak wajib berusaha untuk menghentikan tindakan tersebut tidak lebih
dari tiga tahun setelah pengenaannya.
5. Masing-masing Pihak wajib memastikan administrasi yang tidak diskriminatif dan
transparansi tindakannya sesuai dengan ayat 2 dari Pasal X1 GATT 1994 dan bahwa tindakan
tersebut tidak dipersiapkan, diadopsi atau diterapkan dengan pandangan untuk atau dengan
efek untuk menciptakan hambatan-hambatan dagang yang tidak perlu antara Para Pihak.
PASAL 2.8
Biaya dan Formalitas

Pasal VIII dari GATT 1994 wajib berlaku, dan dengan ini dimasukkan dan menjadi
bagian dari Persetujuan ini, mutatis mutandis, tunduk pada Pasal 9 (Biaya-Biaya dan
Pungutan) dari Lampiran VI (Fasilitasi Perdagangan).

PASAL 2.9
Perpajakan Internal dan Peraturan

Pasal IIl dari GATT 1994 wajib berlaku dan dengan ini dimasukkan ke dalam dan

menjadi bagian dari Persetujuan ini, mutatis mutandis.
PASAL 2.10
Subsidi Ekspor Pertanian
Tidak ada Pihak yang dapat mengadopsi atau mempertahankan subsidi ekspor,

sebagaimana didefinisikan dalam Persetujuan tentang Pertanian WTO, sehubungan dengan
ekspor produk pertanian ke Pihak lainnya.
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PASAL 2.11
Standar, Regulasi Teknis dan Prosedur Penilaian Kesesuaian

1. Kecuali yang telah ditentukan dalam [Pasal] ini, sehubungan dengan standar, regulasi
teknis dan penilaian kesesuaian, Persetujuan WTO pada Hambatan Teknis Perdagangan
(yang selanjutnya disebut Persetujuan TBT) wajib diterapkan dan dengan ini dimasukan dan
menjadi bagian dari persetujuan ini, mutatis mutandis.

2. Para Pihak wajib bertukar nama dan alamat kontak penghubung yang memiliki
keahlian di bidang regulasi teknis untuk memfasilitasi komunikasi dan pertukaran informasi

3. Para Pihak sepakat untuk mengadakan konsultasi teknis jika satu Pihak menganggap
bahwa Pihak lainnya telah menerapkan atau mempertimbangkan untuk menerapkan tindakan
yang tidak sesuai dengan Persetujuan TBT, untuk menemukan solusi yang tepat yang sesuai
dengan Persetujuan TBT. Konsultasi tersebut, dapat diadakan di dalam atau di luar kerangka
kerja Komite Bersama, harus dilakukan dalam waktu 40 hari dari tanggal diterimanya
permintaan. Jika konsultasi diadakan diluar kerangka kerja Komite Bersama, maka hal
tersebut harus diinformasikan. Konsultasi dimaksud dapat dilakukan dengan menggunakan
metode yang telah disepakati.

4. Atas permintaan dari satu Pihak, tanpa penundaan yang tidak semestinya, Para Pihak
wajib menyetujui pengaturan perluasan kesetaraan perlakuan terkait regulasi teknis, standar,
dan penilaian kesesuaian yang disepakati bersama antara masing masing Pihak dan bukan
pihak.

5. Para Pihak dapat mengubah Persetujuan ini atau menyelesaikan persetujuan lain untuk
mencegah, menghilangkan, atau mengurangi hambatan tekhnis perdagangan, termasuk
perjanjian persetujuan saling pengakuan yang dirancang untuk menghindari duplikasi dan
prosedur penilaian kesesuaian yang tidak perlu dan memberatkan pada sektor produk tertentu.

PASAL 2.12
Tindakan Sanitari dan Fitosanitari

1. Kecuali ditentukan lain dalam Persetujuan ini, hal-hal yang berkaitan dengan
Penerapan Sanitari dan Fitosanitari akan merujuk pada hak dan kewajiban yang diatur dalam
Perjanjian WTO tentang Penerapan Sanitari dan Fitosanitari atau Application of Sanitary and
Phytosanitary Measures yang dikenal dengan istilah SPS dan menjadi bagian yang tidak
terpisahkan dalam Persetujuan ini .

2. Para Pihak Negara Pengimpor harus memastikan kelancaran barang impor yang telah
memenuhi Kketentuan sanitari dan fitosanitari, hukum perundangan dan regulasi nasional
Negara pengimpor ketika barang impor dimaksud telah memasuki pasar Negara Pengimpor
tanpa adanya perlakuan yang diskriminasi.

3. Para Pihak menyetujui untuk menggunakan sistem audit sebagai preferensi metode
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penilaian. Kebutuhan untuk melakukan inspeksi harus dapat dijelaskan dan disetujui oleh
Para Pihak.

4. Para Pihak menyetujui untuk meminimalisir jumlah model penggunaan sertifikat SPS
sedapat mungkin. Dalam hal sertifikat resmi dipersyaratkan, maksud dan tujuannya harus
sejalan dengan prinsip-prinsip yang ditentukan dalam standar internasional. Jika Para Pihak
menerapkan atau melakukan modifikasi sertifikat, informasi tentang perubahan atau
penerapan sertifikat baru tersebut wajib dinotifikasikan secepatnya dalam bahasa Inggris.
Negara Pengekspor harus diberikan waktu yang layak untuk dapat beradaptasi dengan
persyaratan ataupun ketentuan baru dimaksud.

5. Pengawasan impor harus dilaksanakan sesuai dengan standar internasional, pedoman
dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh organisasi internasional seperti Codex Alimentarius
Commission (CAC), termasuk Codex Committee on Food Import and Export Inspection and
Certification Systems (CCFICS), International Plant Protection Convention (IPPC) dan
World Organisation for Animal Health (OIE).

6. Persyaratan impor dan pemeriksaan yang diberlakukan terhadap barang impor dalam
Pasal dimaksud harus mempertimbangkan tingkat risiko dan harus diterapkan dengan
perlakuan non-diskriminasi. Pemeriksaan impor dan pengawasan pabean harus dilaksanakan
secara hati-hati dan diterapkan tanpa perlakuan restriktif yang berlebihan.

7. Informasi mengenai frekuensi tindakan pengawasan impor atau pelaporan jumlah
tindakan dimaksud harus dapat dipertukarkan berdasarkan permohonanan antara otoritas
berkompeten.

8. Masing-masing Pihak wajib memastikan bahwa prosedur yang diterapkan dapat
memfasiltiasi orang yang bertanggungjawab terhadap kepemilikan atau pengiriman barang
yang sedang diperiksa tersebut untuk dapat meminta masukan lain dari tenaga ahli sebagai
bagian dari proses pemeriksaan yang resmi.

9. Barang importasi yang diperiksa secara rutin maupun acak harus diperbolehkan keluar
secara terlebih dahulu sambil menunggu hasil dari pemeriksaan barang impor yang risikonya
telah diindikasikan atau diverifikasi.

10.  Jika barang impor ditahan di pabean karena diduga mengandung risiko, hasil dari
pemeriksaan suatu barang dimaksud harus segera dikeluarkan keputusannya. Segala upaya
harus dilakukan untuk menghindari kerugian atau kerusakan terhadap barang tidak tahan
lama.?

11.  Jika suatu barang ditolak pada saat pelabuhan masuk karena adanya isu serius
mengenai sanitari dan fitosanitari yang telah diverifikasi, Otoritas yang berkompeten dari
Pihak Negara Pengekspor harus segera diinformasikan. Atas permintaan dari Pihak Negara
Pengekspor, bukti ilmiah dan temuan fakta harus disampaikan segera oleh Negara Pengimpor
secara tertulis dan tidak boleh melebihi 14 hari sejak permohonan diajukan.

12. Dalam hal Para Pihak melakukan penahanan barang impor di pelabuhan, produk yang

2 Dalam Pasal dimaksud, “barang tidak tahan lama” adalah barang-barang yang mudah rusak karena
karakteristik secara alamiahnya, khususnya barang-barang yang harus disimpan dalam storage.

12



diekspor dari Pihak Negara Pengekspor akibat tidak dapat memenuhi persyaratan sanitari dan
fitosanitari, bukti faktual yang digunakan sebagai dasar penahanan barang harus segera
dinotifikasikan kepada perorangan maupun entitas yang bertanggung jawab terhadap barang
dimaksud. Jika barang impor ditolak di pelabuhan masuk, masing-masing eksportir harus
memenuhi kewajiban administratif dan prosedur yang berlaku untuk mengajukan keberatan
dan mengajukan banding sesuai dengan hukum dan regulasi nasional yang berlaku di Negara
tujuan ekspor.

13. Konsultasi wajib dilakukan atas permohonan Para Pihak dengan mempertimbangkan
bahwa Pihak Lainnya akan atau telah menerapkan suatu tindakan yang dapat menimbulkan
hambatan dalam kelancaran arus barang. Konsultasi dimaksud harus dapat dilakukan dalam
jangka waktu 30 hari sejak diterimanya bukti permohonan konsultasi dengan maksud dan
tujuan untuk menghasilkan penyelesaian yang saling dapat diterima. Jika konsultasi
dilakukan di luar kerangka Joint Committee, maka hal tersebut harus diberitahukan oleh Para
Pihak. Dalam kasus barang perishable, konsultasi antara pihak berkompeten harus segera
dilakukan. Konsultasi dimaksud dapat dilakukan dengan menggunakan metode apapun yang
disepakati Para Pihak.

14.  Atas permohonan, Para Pihak wajib segera melakukan upaya penyelesaian melalui
penerapan saling pengakuan tindakan sanitari dan fitosanitari yang disepakati oleh Para Pihak
dan Pihak Lainnya.

15.  Para Pihak wajib mempertukarkan nama dan alamat kontak penghubung yang
memahami regulasi teknis agar dapat memfasilitasi komunikasi dan pertukaran informasi.
Para Pihak harus menotifikasi secara substansial perubahan struktur, organisasi dan divisi
dari otoritas yang berwenang dan masing-masing memberitahukan kontak penghubungnya.

PASAL 2.13
Fasilitasi Perdagangan
Hak dan kewajiban Para Pihak mengenai Fasilitasi Perdagangan tercantum dalam

Lampiran VI (Fasilitasi Perdagangan).

PASAL 2.14

Subsidi dan Tindakan Imbalan

1. Hak dan kewajiban Para Pihak dalam penerapan Subsidi dan Tindakan Imbalan diatur
dalam Pasal VI dan XVI GATT 1994 dan Persetujuan WTO mengenai Subsidi dan Tindakan
Imbalan.
2. Setelah menerima kelengkapan dokumen permohonan penyelidikan tindakan imbalan
atas barang impor dari Para Pihak Lainnya, Para Pihak yang ingin melakukan inisiasi
penyelidikan harus menyampaikan norifikasi secara tertulis kepada Para Pihak Lainnya yang

barangnya akan diselidiki. Notifikasi dimaksud harus disampaikan 30 hari sebelum tanggal
dimulainya inisiasi penyelidikan. Setelah menerima permohonan dari Para Pihak yang
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barangnya akan diselidiki, Para Pihak yang menyampaikan notifikasi harus memberikan
kesempatan selama 30 hari jangka waktu untuk melakukan konsultasi. Konsultasi dapat
dilaksanakan dalam kerangka Komite Bersama jika Para Pihak menyetujui. Konsultasi
dimaksud tidak akan menghalangi Otoritas Penyelidik untuk melakukan inisiasi penyelidikan
sesuai prosedur.

PASAL 2.15
Tindakan Anti-dumping

1. Hak dan kewajiban Para Pihak dalam penerapan tindakan anti dumping tunduk pada
Pasal VI GATT 1994 dan Persetujuan Implementasi Pasal VI dari Persetujuan Umum tentang
Tarif dan Perdagangan 1994, yang juga berlaku terhadap ayat 2 sampai dengan ayat 5 dari
pasal ini.

2. Sehubungan dengan ayat 1 dan mempertimbangkan kemitraan ekonomi komprehensif
yang terbentuk melalui Persetujuan ini, Para Pihak akan mempertimbangkan untuk
menghindari melakukan inisiasi penyelidikan dumping atau menerapkan tindakan anti
dumping terhadap satu sama lain.

3. Setelah menerima kelengkapan dokumen permohonan inisiasi penyelidikan anti
dumping terhadap barang impor dari Para Pihak Lainnya, Para Pihak yang
mempertimbangkan untuk melakukan inisiasi penyelidikan wajib menyampaikan notifikasi
tertulis kepada Para Pihak Lainnya yang barangnya dimohonkan dalam penyelidikan 30 hari
sebelum tanggal inisiasi penyelidikan dimaksud. Dalam keadaan yang sangat luar biasa, batas
waktu penyampaian notifikasi dimaksud dapat dipercepat menjadi 7 (tujuh) hari sebelum
dimulainya inisiasi. Berdasarkan permohonan dari Para Pihak yang barangnya dalam
penyelidikan, Pihak yang menotifikasi wajib menyediakan jangka waktu 30 hari untuk
konsultasi. Konsultasi dapat dilangsungkan dalam Komite Bersama atas persetujuan Para
Pihak. Konsultasi dimaksud tidak menghalangi Otoritas Penyelidik dari satu Pihak untuk
mempercepat proses inisiasi penyelidikan.

4. Kecuali telah terjadi perubahan keadaan, suatu Pihak tidak diperbolehkan melakukan
inisiasi penyelidikan anti-dumping terhadap barang yang sama dari Pihak yang sama setelah
dikeluarkannya keputusan penolakan terhadap permohonan atau pencabutan tindakan anti-
dumping atau setelah penghentian dari tindakan anti-dumping. Dalam kondisi ini, para Pihak
menyetujui untuk melakukan pengujian khusus terhadap setiap permohonan penyelidikan
anti-dumping.

5. Para Pihak wajib, berdasarkan permintaan dari Pihak Lainnya, memberikan
kesempatan untuk melakukan tukaran pandangan terkait permohonan sebagaimana dimaksud
pada pasal ini dan dampaknya terhadap perdagagan di antara para Pihak pada pertemuan
Komite Bersama
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PASAL 2.16
Tindakan Pengamanan Perdagangan WTO

1. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Tindakan Pengamanan Perdagangan Global
diatur dalam Pasal XIX GATT 1994, Persetujuan Pengamanan Perdagangan WTO, dan Pasal
V Persetujuan Pertanian WTO.

2. Dalam menerapkan Tindakan Pengamanan Perdagangan sesuai dengan yang diatur
dalam Pasal XIX GATT 1994 dan Persetujuan Pengamanan Perdagangan WTO, Para Pihak
harus konsisten dengan kewajiban yang diatur dalam Persetujuan WTO, dengan
mempertimbangkan untuk mengecualikan impor yang berasal dari satu Pihak atau Para Pihak
jika impor dimaksud tidak menimbulkan atau mengakibatkan kerugian serius atau ancaman
kerugian serius.

PASAL 2.17
Tindakan Pengamanan Perdagangan Bilateral

1. Sebagai akibat dari adanya pengurangan atau penghapusan bea masuk dalam
Persetujuan ini, semua barang impor yang berasal dari Para Pihak yang masuk ke wilayah
pabean Para Pihak Lainnya dengan jumlah yang meningkat baik secara absolut maupun
relatif terhadap produksi dalam negeri, dan kondisi tersebut mengakibatkan kerugian serius
atau ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri Para Pihak yang memproduksi
barang sejenis atau secara langsung bersaing di wilayah Para Pihak yang mengimpor barang
dimaksud, maka Para Pihak yang melakukan importasi terhadap barang dimaksud dapat
menerapkan Tindakan Pengamanan Perdagangan Bilateral seminimal mungkin untuk
memulihkan atau menghindari adanya kerugian sebagaimana dijelaskan pada paragraf 2
sampai dengan paragraf 11.

2. Jika kondisi sebagaimana dimaksud pada Paragraf 1 dapat dibuktikan, maka Para
Pihak yang melakukan importasi dapat menerapkan tindakan pengamanan perdagangan
sebagai berikut:

(@) menangguhkan pengurangan lebih lanjut besaran bea masuk terhadap barang
yang dimaksud dalam Persetujuan ini; atau

(b) Meningkatkan besaran bea masuk terhadap barang dimaksud sampai dengan
batas besaran bea tertentu yang tidak melebihi besaran sebagai berikut:

(1) Besaran bea masuk MFN vyang diberlakukan pada saat tindakan
pengamanan perdagangan dilakukan; atau

(i) Besaran bea masuk MFN yang diberlakukan sejak hari pertama
berlakuknya Persetujuan CEPA.

3. Tindakan Pengamanan Perdagangan Bilateral diterapkan dalam jangka waktu yang

tidak boleh melebih 1 (satu) tahun. Pengecualian berlaku dalam hal situasi tertentu, setelah
dilaksanakannya konsultasi sebagaimana diatur dalam Paragraf 7, tindakan tersebut hanya
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dapat dilakukan sampai dengan jangka waktu maksimal selama 3 tahun. Setelah 3 tahun
terhitung sejak tindakan sebelumnya berakhir, Para Pihak tidak diperbolehkan melakukan
penyelidikan dan hanya jika dalam situasi darurat, maka Para Pihak dapat diperbolehkan
kembali mengenakan tindakan pengamanan perdagangan sejalan dengan ketentuan yang
diatur dalam Pasal ini.

4. Tindakan Pengamanan Perdagangan Bilateral hanya dapat dilakukan apabila terbukti
terdapat lonjakan impor yang mengakibatkan kerugian serius atau ancaman kerugian serius
berdasarkan penyelidikan sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam Persetujuan
Pengamanan Perdagangan WTO.

5. Para Pihak yang akan melakukan Tindakan Pengamanan Perdagangan Bilateral
sebagaimana yang diatur dalam Pasal ini, wajib dengan segera, sebelum diterapkannya
tindakan, untuk menyampaikan notifikasi kepada Para Pihak Lainnya. Notifikasi harus
memuat seluruh informasi yang dibutuhkan oleh Para Pihak, termasuk bukti adanya kerugian
serius atau ancaman kerugian serius yang diakibatkan oleh lonjakan impor, deskripsi yang
jelas mengenai barang yang diselidiki, perkiraan jangka waktu pengenaan dan jadwal untuk
menghentikan tindakan secara progresif.

6. Para Pihak yang dikenakan Tindakan Pengamanan Perdagangan Bilateral dapat
menyampaikan permohonan atas kompensasi perdagangan yang wajar dalam bentuk
liberalisasi perdagangan yang setara secara substansial dengan impor barang dimaksud.

7. Para Pihak yang akan mengenakan atau memperpanjang Tindakan Pengamanan
Perdagangan Bilateral harus memberikan kesempatan yang memadai untuk dilakukannya
konsultasi kepada Para Pihak Lainnya yang akan terkena dampak dari tindakan dimaksud
untuk menyampaikan pandangannya atas informasi yang didapat dari hasil penyelidikan
sebagaimana tertuang pada Paragraf 4, pertukaran pandangan terhadap pengenaan maupun
perpanjangan Tindakan Pengamanan Perdagangan Bilateral, dan untuk mencapai kesepakatan
kompensasi yang dapat diterima oleh Para Pihak. Konsultasi dilaksanakan di Komite
Bersama apabila kedua belah pihak setuju.

8. Dalam hal tidak dicapainya kesepakatan oleh Para Pihak dalam jangka waktu 30 hari
sejak hari pertama konsultasi sebagaimana dijelaskan pada Paragraf 7, Para Pihak negara
pengimpor dapat menerapkan Tindakan Pengamanan Perdagangan Bilateral sebagaimana
diatur dalam Paragraf 2 untuk memulihkan kerugian yang dialami, dan, dalam hal belum
tercapainya kesepakatan kompensasi, Pihak yang produknya dikenakan Tindakan
Pengamanan Perdagangan Bilateral dapat melakukan Tindakan Kompensasi. Tindakan
Pengamanan Perdagangan Bilateral dan Tindakan Kompensasi harus segera dinotifikasikan
kepada Pihak Lainnya. Dalam hal menentukan pengenaan Tindakan Pengamanan
Perdagangan Bilateral dan Tindakan Kompensasi, prioritas harus diberikan terhadap bentuk
tindakan yang seminimal mungkin tidak mencederai fungsi dari Persetujuan ini. Para Pihak
yang mengenakan Tindakan Kompensasi hanya mengenakan tindakan tersebut dengan jangka
waktu seminimal mungkin untuk mendapatkan dampak perdagangan yang sebanding secara
substansial, hanya ketika tindakan sebagaimana Paragraf 2 tersebut diterapkan.

9. Dalam hal dihentikannya suatu tindakan, besaran bea masuk yang diberlakukan tidak

lagi mengacu pada besaran bea masuk yang diterapkan dalam Tindakan Pengamanan
Perdagangan Bilateral.
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10. Dalam situasi mendesak dimana keterlambatan pengenaaan dapat mengakibatkan
kerugian yang sulit untuk diperbaiki, maka Para Pihak dapat melakukan Tindakan
Pengamanan Perdagangan Bilateral Sementara sejalan dengan ketentuan dalam Paragraf 2,
dibuktikan dengan adanya temuan awal bahwa terdapat bukti adanya lonjakan impor yang
secara substansial mengakibatkan kerugian serius atau ancaman kerugian serius terhadap
Industri Dalam Negeri. Para Pihak yang akan mengenakan tindakan dimaksud harus segera
menyampaikan notifikasi kepada Pihak lainnya. Dalam jangka waktu 30 hari sejak
diterimanya notifikasi, prosedur-prosedur sebagaimana yang diatur dalam pasal ini harus
sudah dilaksanakan. Segala macam bentuk kompensasi harus berdasarkan jumlah keselurahan
jangka waktu pengenaan tindakan pengamanan perdagangan bilateral sementara dan tindakan
pengamanan bilateral.

11.  Segala macam bentuk Tindakan Pengamanan Perdagangan Bilateral Sementara harus
dihentikan paling lambat dalam jangka waktu 200 hari. Jangka waktu pengenaan Tindakan
Pengamanan Perdagangan Bilateral Sementara harus dihitung sebagai bagian dari jangka
waktu pengenaan tindakan dimaksud, sebagaimana diatur dalam Paragraf 3 dan Paragraf 7.
Setiap peningkatan besaran tarif harus dikembalikan jika dalam penyelidikan sebagaimana
diatur dalam Paragraf 4 ternyata tidak terbukti adanya kondisi-kondisi sebagaimana dimaksud
dalam Paragraf 1 terbukti.

12.  Setiap Pihak harus, apabila ada permintaan dari Pihak lainnya, melakukan pertukaran

pandangan mengenai penerapan Pasal ini dan dampaknya terhadap perdagangan para Pihak
pada saat pertemuan di Komite Bersama.

PAsAL 2.18
Perusahaan Dagang Negara
Pasal XVII GATT 1994 dan Kesepahaman tentang Interpretasi Pasal XVII dari
Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan 1994 wajib berlaku dan dengan ini menjadi
bagian dan merupakan bagian dari Persetujuan ini, secara mutatis mutandis.
PAsSAL 2.19
Pengecualian Umum
Pasal XX GATT 1994 wajib berlaku dan dengan ini menjadi bagian dan merupakan
bagian dari Persetujuan ini, secara mutatis mutandis.
PAsSAL 2.20
Pengecualian Keamanan

Pasal XXI GATT 1994 wajib berlaku dan dengan ini menjadi bagian dan
merupakan bagian dari Persetujuan ini, secara mutatis mutandis.
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PAsSAL 2.21
Neraca Pembayaran

1. Tidak ada dalam Bab ini yang dapat ditafsirkan untuk mencegah suatu Pihak yang
dalam kesulitan neraca pembayaran dan kesulitan keuangan eksternal, atau terancam
kerugian, dari mengadopsi tindakan apapun juga untuk maksud-maksud keseimbangan neraca
pembayaran. Pihak yang mengadopsi tindakan tersebut wajib melakukannya berdasarkan
syarat-syarat yang ditetapkan pada GATT 1994 dan Pemahaman tentang Ketentuan Neraca
Pembayaran dalam Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan 1994 pada Lampiran
1A dari Persetujuan WTO.

2. Tindakan pembatasan perdagangan yang diadopsi untuk maksud-maksud neraca
pembayaran wajib bersifat sementara dan tidak diskriminatif, dan tidak dapat melampaui apa
yang diperlukan untuk menghadapi keadaan yang dijelaskan dalam ayat 1.

3. Tidak ada dalam Bab ini yang dapat ditafsirkan untuk mencegah suatu Pihak dari
menggunakan pengendalian nilai tukar atau pembatasan nilai tukar sesuai dengan Anggaran
Dasar dari Dana Moneter Internasional (dengan ini disebut sebagai DMI).

4. Suatu Pihak yang mengadopsi tindakan sesuai dengan ayat 1 wajib segera
memberikan notifikasi Pihak-Pihak lainnya. Notifikasi oleh Pihak sesuai dengan kewajiban
internasionalnya sebagaimana diatur dalam ayat 1 dianggap setara dengan notifikasi
berdasarkan Persetujuan ini.

PAsAL 2.22
Pertukaran Data

1. Para Pihak mengakui nilai dari data perdagangan dalam analisis yang akurat dari
dampak Persetujuan Perdagangan antara Para Pihak. Para Pihak secara berkala wajib saling
bertukar data yang berkaitan dengan perdagangan barang di antara mereka. Informasi tersebut
wajib mencakup, khususnya, tarif perlakuan yang paling menguntungkan dan statistik impor,
termasuk, jika tersedia dari semua Pihak, statistik terpisah untuk impor dengan preferensi.
Sub-Komite Perdagangan Barang wajib menentukan aturan prosedur, sebagaimana mestinya
untuk setiap pertukaran data sesuai dengan ayat ini.

2. Suatu Pihak wajib mempertimbangkan permintaan dari Pihak lain untuk kerjasama
teknik sehubungan dengan pertukaran data berdasarkan ayat 1.

PASAL 2.23
Sub-Komite Perdagangan Barang

1. Sub-Komite Perdagangan Barang (dengan ini disebut sebagai "Sub-Komite™) dengan
ini dibentuk.

2. Mandat Sub-Komite ditetapkan dalam Lampiran VII (Mandat Sub-komite
Perdagangan Barang).
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BAB 3

PERDAGANGAN JASA

PAsAL 3.1
Ruang Lingkup dan Cakupan

1. Bab ini berlaku untuk kebijakan dari suatu Pihak yang memberi dampak pada
perdagangan jasa dan dilakukan oleh pemerintah pusat, regional atau daerah dan otoritas
seperti lembaga non pemerintah yang menerima pendelegasian wewenang pemerintah pusat,
regional, atau daerah.

2. Dalam hal jasa angkutan udara, baik terjadwal maupun tidak terjadwal, dan jasa
terkait yang mendukung, Bab ini tidak berlaku pada kebijakan yang mempengaruhi hak lalu
lintas udara atau kebijakan yang mempengaruhi jasa yang secara langsung terkait dengan
pelaksanaan hak lalu lintas udara, kecuali sebagaimana diatur dalam ayat 3 dari Lampiran
GATS mengenai Jasa Angkutan Udara. Untuk tujuan dari bab ini, bagian definisi pada ayat 6
dalam Lampiran GATS mengenai Jasa Angkutan udara dengan ini termasuk dan merupakan
bagian dari perjanjian ini.

3. Tidak ada dalam Bab ini yang dapat ditafsirkan untuk memaksakan kewajiban apa
pun sehubungan dengan pengadaan pemerintah.
PAsSAL 3.2
Definisi
Untuk maksud-maksud dari Bab ini:
@) suatu badan hukum adalah:

Q) “dimiliki” oleh pihak dari suatu Pihak apabila lebih dari 50% bunga
saham di dalamnnya dimiliki secara menguntungkan oleh pihak dari
Pihak tersebut;

(i) “dikontrol” oleh pihak dari suatu pihak apabila pihak tersebut memiliki
kekuasaaan untuk menunjuk sebagian besar dari para direkturnya atau
sebaliknya memiliki kewenangan hukum untuk mengambil tindakan-
tindakan;

(i) “terafiliasi” dengan pihak lainnya pada saat pihak tersebut mengontrol

atau dikontrol oleh pihak lainnya; atau pada saat keduanya dikontrol
oleh pihak yang sama;

(b) “jasa yang dipasok dalam pelaksanaan kekuasaan pemerintahan” adalah setiap
jasa yang dipasok tidak berdasarkan komersil atau untuk berkompetisi dengan

19



(©)

(d)

(€)

(f)

@)

(h)

satu atau lebih pemasok jasa;

“kehadiran komersial” adalah setiap jenis dari pendirian usaha atau
profesional, termasuk melalui:

(1) pembentukan, akuisisi, atau pemeliharaan suatu badan hukum; atau

(i)  penciptaan atau pemeliharaan suatu cabang atau kantor perwakilan,
dalam wilayah suatu Pihak untuk maksud pemasokan suatu jasa;

“pajak langsung” terdiri atas semua pajak atas total penghasilan, total modal
atau atas unsur-unsur pendapatan atau modal, termasuk pajak yang bisa
didapatkan dari pembelian properti, pajak atas real estat, warisan dan hadiah,
dan pajak atas total jumlah upah atau gaji yang dibayarkan oleh perusahaan,
serta pajak dalam hal kenaikan nilai modal;

“badan hukum” adalah setiap entitas yang dibentuk atau sebaliknya diatur
berdasarkan hukum yang berlaku, baik untuk mencari laba atau sebaliknya,
baik yang dimiliki oleh swasta maupun yang dimiliki oleh pemerintah,
termasuk setiap korporasi, firma, kemitraan, usaha patungan, kepemilikan
tunggal atau asosiasi;

“badan hukum dari suatu Pihak” adalah suatu badan hukum yang salah satunya
adalah:

(1) dibentuk atau sebaliknya diatur berdasarkan hukum Pihak tersebut, dan
berlaku dalam operasional usaha substantif di wilayah Pihak tersebut
atau setiap Pihak lainnya; atau

(i) dalam hal memasok suatu jasa melalui kehadiran komersial, dimiliki
atau dikontrol oleh:

(aa)  orang-perseorangan dari Pihak tersebut; atau

(bb)  badan hukum dari Pihak tersebut sebagaimana diidentifikasikan
dalam subayat (i);

“kebijakan” adalah setiap kebijakan yang oleh suatu Pihak, baik dalam bentuk
hukum, peraturan, aturan, prosedur, keputusan, kebijakan administratif, atau
setiap bentuk lainnya;

“kebijakan oleh Pihak yang mempengaruhi perdagangan jasa” meliputi
kebijakan yang menyangkut:

M pembelian, pembayaran atau penggunaan suatu jasa,
(i)  akses kepada dan penggunaan dari, dalam hubungan dengan pasokan

jasa, adalah jasa yang dimaksudkan oleh Pihak tersebut untuk
ditawarkan secara umum;

20



(i)

)

(k)
(1)

(m)

(n)
()

(P)

(ili)  keberadaan (presence), termasuk keberadaan komersial dari orang-
orang dari satu Pihak yang memasok jasa pada wilayah Pihak lain;

“monopoli pemasokan jasa” adalah setiap orang, pemerintah atau swasta, yang
di pasar yang relevan dari wilayah suatu Pihak yang diizinkan atau didirikan
secara resmi atau yang berlaku oleh Pihak tersebut sebagai pemasok tunggal
dari layanan itu;

“orang perseorangan dari Pihak lain” adalah perseorangan yang, di bawah
hukum dan peraturan yang berlaku dari Pihak tersebut, merupakan seorang
warga negara dari Pihak tersebut yang tinggal dalam wilayah setiap negara
anggota WTO;

“pihak” adalah suatu orang perseorangan atau badan hukum;

“sektor jasa” adalah:

(i) dalam kaitannya dengan komitmen khusus, satu atau lebih, atau
seluruhnya, subsektor dari jasa tersebut, sebagaimana tercantum dalam

Jadwal suatu Pihak;

(i)  secara lain, seluruh sektor jasa tersebut, termasuk seluruh sub
sektornya;

“jasa” meliputi setiap jasa di setiap sektor kecuali jasa-jasa yang dipasok
dalam kewenangan pemerintah;

“konsumen jasa” adalah orang yang menerima atau menggunakan suatu jasa;
“jasa Pihak lainnya” adalah suatu jasa yang dipasok:

(i) dari atau dalam wilayah Pihak lain, atau dalam hal angkutan laut, oleh
kapal yang terdaftar berdasarkan hukum dari Pihak lain tersebut, dan
oleh perorangan dari Pihak lain tersebut yang memberikan jasa melalui
pengoperasian kapal dan/atau penggunan kapal tersebut secara
keseluruhan atau sebagian; atau

(i)  dalam hal penyediaan jasa melalui keberadaan komersial atau melalui
keberadaan dari orang perseorangan, oleh penyedia jasa dari suatu
Pihak;

“pemasok jasa” adalah suatu pihak yang memasok suatu jasa;®

Definisi ini meliputi setiap orang yang berusaha untuk memasok jasa. Dimana jasa tidak dipasok atau
dicari untuk dipasok secara langsung oleh badan hukum melainkan melalui bentuk lain dari keberadaan
komersial seperti kantor cabang atau kantor perwakilan, pemasok jasa tersebut (sebagai contohnya,
badan hukum) wajib, tanpa terkecuali, melalui keberadaan komersial tersebut diberikan perlakuan yang
disediakan untuk pemasok jasa di bawah Bab ini. Perlakuan tersebut wajib diperluas sampai kepada
keberadaan komersial melalui yang mana jasa dipasok atau dicari untuk dipasok dan tidak perlu
diperluas ke bagian-bagian lain dari pemasok jasa yang berlokasi di luar wilayah dimana jasa tersebut
dipasok atau dicari untuk dipasok.
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) “pemasokan suatu jasa” meliputi produksi, distribusi, pemasaran, penjualan
dan pengiriman suatu jasa; dan

) “perdagangan jasa” diartikan sebagai pemasokan suatu jasa:
(1) dari wilayah suatu Pihak ke wilayah Pihak lainnya;
(i) di Wilayah suatu Pihak ke konsumen jasa dari Pihak lainnya;

(i)  oleh suatu pemasok jasa dari suatu Pihak, melalui kehadiran komersial
di Wilayah Pihak lainnya; dan

(iv)  oleh suatu pemasok jasa dari salah satu Pihak, melalui kehadiran orang
perseorangan dari suatu Pihak di Wilayah Pihak lainnya.

PasAL 3.3
Perlakuan Most-Favoured-Nation

1. Tanpa prasangka terhadap kebijakan yang diambil sesuai dengan Pasal VII dari
GATS, dan kecuali sebagaimana disediakan dalam Daftar Pengecualian MFN yang
terkandung di dalam Lampiran VIII (Daftar-daftar Pengecualian-MFN), setiap Pihak wajib
dengan segera dan tanpa syarat, dengan menghormati seluruh kebijakan yang mempengaruhi
pemasokan suatu jasa, perlakuan untuk jasa dan penyedia jasa dari Pihak lainnya tidak kurang
menguntungkan daripada perlakuan yang ia berikan pada jasa sejenis dan pemasok jasa dari
pihak manapun.

2. Perlakuan yang diperoleh dibawah perjanjian yang ada atau yang akan datang yang
disepakati oleh suatu Pihak dan diberitahukan dibawah Pasal V atau Pasal V yang kedua dari
GATS wajib tidak tunduk kepada ayat 1.

3. Jika suatu Pihak menyepakati perjanjian dari jenis perjanjian yang dimaksud pada ayat
2, wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya tanpa penundaan. Pihak yang menyepakati
perjanjian tersebut wajib, atas permintaan dari Pihak lainnya, memberikan kesempatan yang
cukup untuk merundingkan penggabungan ke dalam perjanjian ini dari perlakuan yang tidak
kurang menguntungkan daripada yang diberikan di bawah perjanjian tersebut.

4. Untuk maksud-maksud dari Bab ini, berkenaan dengan hak dan kewajiban dari suatu
Pihak sehubungan dengan yang keuntungan yang diberikan kepada negara-negara yang
berdekatan, ayat 3 pada Pasal 1l dari GATS wajib berlaku dan dengan ini digabungkan ke
dalam dan menjadi bagian dari perjanjian ini.

PAsAL 3.4

Akses Pasar

1. Berkenaan dengan akses pasar melalui moda-moda pasokan sebagaimana
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diidentifikasikan dalam sub Ayat (r) Pasal 3.2 (Definisi), suatu Pihak wajib memberikan
kepada jasa dan para pemasok jasa dari setiap Pihak lainnya perlakuan yang tidak kurang
menguntungkan berdasarkan syarat-syarat, pembatasan dan ketentuan-ketentuan sebagaimana
yang disepakati dan diuraikan dalam Jadwal Komitmen Khusus.*

2. Di sektor-sektor dimana komitmen akses pasar diberikan, kebijakan-kebijakan dimana
suatu Pihak tidak wajib mempertahankan atau menerima baik berdasarkan pembagian sub
regional atau berdasarkan keseluruhan wilayahnya, kecuali sebaliknya diuraikan dalam
jadwalnya, ditetapkan sebagai:

(a)

(b)

(©)

(d)

(€)

(f)

1. Di

pembatasan mengenai jumlah pemasok jasa baik dalam bentuk jumlah kuota,
monopoli, pemasok jasa eksklusif atau persyaratan suatu uji kebutuhan
ekonomi;

pembatasan mengenai keseluruhan transaksi jasa atau aset dalam bentuk
jumlah kuota atau persyaratan dari uji kebutuhan ekonomi;

pembatasan mengenai jumlah total operasional jasa atau mengenai jumlah
keseluruhan jasa yang dihasilkan yang dinyatakan dalam syarat-syarat
sejumlah unit yang ditunjuk dalam bentuk kuota atau persyaratan suatu uji
kebutuhan ekonomi:®

pembatasan mengenai jumlah total orang perseorangan Yyang dapat
dipekerjakan di sektor jasa tertentu atau apabila suatu pemasok jasa dapat
mempekerjakan atau memerlukannya, dan secara langsung terkait dengan
pasokan dari suatu jasa spesifik dalam bentuk jumlah kuota atau persyaratan
dari suatu uji kebutuhan ekonomi;

kebijakan-kebijakan yang membatasi atau mensyaratkan jenis spesifik dari
entitas hukum atau usaha patungan melalui suatu pemasok jasa yang memasok
suatu jasa; dan

pembatasan dalam keikutsertaan modal asing dalam syarat-syarat batas
persentase maksimal mengenai kepemilikan saham asing atau jumlah nilai
total dari investasi asing secara perseorangan ataupun keseluruhan.

PAasaL 3.5

Perlakuan Nasional

sektor-sektor sebagaimana digambarkan dalam jadwal-jadwal komitmen

spesifiknya, dan tunduk pada setiap ketentuan dan kualifikasi sebagaimana tercantum di
dalamnya, masing-masing Pihak wajib memberikan pada pemasok jasa dari setiap Pihak

4 Apabila suatu Pihak melakukan suatu komitmen akses pasar yang berhubungan dengan para pemasok
jasa melalui moda pasokan sebagaimana dirujuk dalam Pasal 3.2 (Definisi) dan apabila perpindahan
modal lintas batas merupakan suatu bagian yang esensial dari jasa itu sendiri, Pihak tersebut dengan itu
berkomitmen untuk mengijinkan pergerakan modal dimaksud.

5 Sub-ayat ini tidak termasuk kebijakan-kebijakan suatu Pihak yang membatasi masukan untuk pasokan
jasa-jasa dimaksud.
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lainnya berkenaan dengan setiap kebijakan yang mempengaruhi setiap pemasokan jasa,
perlakuan yang tidak kurang menguntungkan daripada yang diberikan kepada para pemasok
jasanya yang sejenis®.

2. Suatu Pihak dapat memenuhi persyaratan pada Ayat 1 dengan memberikan pada jasa
dan pemasok jasa dari setiap Pihak lain, baik perlakuan identik secara resmi maupun
perlakuan membedakan secara resmi yang diberikan kepada para pemasok jasa sejenisnya
sendiri.

3. Perlakuan identik secara resmi maupun perlakuan yang membedakan secara resmi
wajib dipertimbangkan sebagai hal yang kurang menguntungkan apabila hal itu mengubah
ketentuan-ketentuan persaingan yang berkenaan dengan jasa atau para pemasok jasa dari
Pihak tersebut dibandingkan dengan jasa atau para pemasok jasa sejenis dari Pihak lainnya.

PAsAL 3.6
Komitmen Tambahan

Para Pihak dapat merundingkan komitmen-komitmen yang berkaitan dengan
kebijakan yang mempengaruhi perdagangan jasa, tidak tunduk pada penjadwalan dibawah
Pasal 3.4 (Akses Pasar) atau Pasal 3.5 (Perlakuan Nasional), termasuk hal-hal yang
berkenaan dengan kualifikasi, standar atau perijinan. Komitmen-komitmen dimaksud wajib
diatur dalam Jadwal suatu Pihak.

PASAL 3.7
Peraturan Dalam Negeri

1. Di sektor-sektor dimana komitmen spesifik dilakukan, masing-masing Pihak wajib
menjamin bahwa semua ketentuan yang berlaku umum yang mempunyai dampak pada
perdagangan jasa-jasa harus dilaksanakan dalam cara yang wajar, objektif dan tidak
memihak.

2. @) Setiap Pihak harus mempertahankan atau membentuk sesegera mungkin
pengadilan, prosedur pengadilan, arbitrasi atau administratif atau prosedur
yang dapat memberikan, atas permintaan pemasok jasa, penyelesaian atau
keputusan administratif, yang berhubungan dengan pasokan jasa-jasa. Apabila
prosedur semacam ini tidak independen terhadap lembaga yang berwenang
memberikan keputusan administratif, Pihak tersebut harus menjamin bahwa
peninjauan kembali tersebut dilaksanakan secara objektif dan tidak memihak.

(b) Ketentuan dalam sub-ayat (a) tidak wajib untuk ditafsirkan untuk meminta
suatu Pihak untuk membentuk pengadilan atau prosedur semacam ini apabila

6 Komitmen spesifik yang diasumsikan berdasarkan Pasal ini wajib tidak ditafsirkan untuk mensyaratkan
para Pihak untuk memberikan kompensasi untuk setiap kerugian kompetitif yang melekat sebagai hasil
dari ciri jasa yang terkait atau pemasok jasa asing.
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hal ini tidak konsisten dengan struktur konstitusional atau dengan sistem
hukum negara yang bersangkutan.

3. Apabila suatu Pihak membutuhkan otorisasi untuk memasok suatu jasa, yang mana
komitmen khusus telah dibuat, otorisasi yang memiliki kompetisi dari Pihak tersebut wajib,
dalam jangka waktu yang sewajarnya setelah penyampaian suatu permohonan yang dinilai
lengkap berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam negeri Pihak tersebut,
memberitahukan kepada pemohon tentang keputusan terkait aplikasi tersebut.

4. Pada sektor-sektor dimana suatu Pihak telah melaksanakan komitmen spesifik, setiap
Pihak wajib memastikan bahwa kebijakan yang berkaitan dengan persyaratan dan prosedur
kualifikasi adalah berdasarkan pada kriteria yang objektif dan transparan seperti kompetensi
dan kemampuan untuk memasok suatu jasa.

5. Atas keputusan dari perundingan multilateral pada disiplin terhadap Peraturan Dalam
Negeri sesuai dengan Pasal VI:4 dari GATS, setiap pihak wajib melakukan peninjauan
dengan maksud mendiskusikan amandemen yang sesuai untuk Bab ini berdasarkan hasil dari
negosiasi multilateral tersebut.

6. @) Di sektor-sektor dimana suatu Pihak telah melaksanakan komitmen spesifik,
penundaan penggabungan disiplin dimaksud sebagaimana dirujuk pada Ayat 5,
Pihak tersebut wajib tidak memberlakukan persyaratan perizinan dan
kualifikasi, standard teknis dan persyaratan peri dan prosedur yang
menghilangkan atau mengurangi komitmen spesifik dengan cara yang:

(i) lebih memberatkan daripada yang diperlukan untuk menjamin kualitas
suatu jasa; atau

(i)  dalam hal prosedur perizinan, dengan sendirinya merupakan
pembatasan pada pasokan layanan.

(b) Dalam menentukan apakah suatu Pihak sesuai dengan kewajibannya
berdasarkan pada Ayat (a), penghitungan wajib dilakukan berdasarkan standar
internasional  dari  organisasi-organisasi  internasional relevan’ yang
diberlakukan oleh Pihak tersebut.

7. Masing-masing Pihak wajib menyediakan prosedur yang memadai untuk melakukan
verifikasi kompetensi para profesional dari Pihak lain.

PAsSAL 3.8

Pengakuan
1. Untuk maksud-maksud pemenuhan dari standar yang relevan atau kriteria untuk

otorisasi, perizinan, atau sertifikasi para pemasok jasa, setiap Pihak wajib
mempertimbangkan permintaan oleh Pihak lain untuk mengakui pendidikan atau pengalaman

7 Istilah “organisasi internasional yang terkait” merujuk pada badan-badan internasional yang

keanggotaannya terbuka bagi badan-badan yang terkait dari setidaknya semua Pihak.
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yang diperoleh, persyaratan yang dipenuhi, atau perizinan atau sertifikasi yang diberikan di
Pihak lain. Pengakuan dimaksud dapat didasarkan atas perjanjian atau pengaturan dengan
Pihak yang meminta, atau diberikan secara otonom.

2. Apabila suatu Pihak mengakui, melalui perjanjian atau pengaturan, pendidikan atau
pengalaman yang diperoleh di wilayah bukan milik suatu Pihak, Pihak tersebut wajib
memberikan kesempatan yang memadai kepada Pihak lain untuk merundingkan perjanjian
atau pengaturan yang sebanding. Apabila suatu Pihak memberi pengakuan secara otonom,
wajib memberikan kesempatan yang memadai kepada Pihak lain untuk mendemonstrasikan
bahwa pendidikan dan pengalaman yang diperoleh, persyaratan yang dipenuhi, atau perizinan
atau sertifikasi yang diberikan di wilayah Pihak tersebut juga harus diakui.

3. Setiap perjanjian atau pengaturan atau pengakuan secara otonom harus sesuai dengan
ketentuan yang relevan pada Perjanjian WTO, khususnya ayat 3 dari Pasal VIl dari GATS.

PAsAL 3.9
Pergerakan Orang Perseorangan

1. Bab ini berlaku untuk kebijakan yang mempengaruhi orang perseorangan yang
merupakan pemasok jasa dari suatu Pihak dan orang perseorangan yang dipekerjakan oleh
pemasok jasa dari suatu Pihak, sehubungan dengan pemasokan suatu jasa.

2. Bab ini wajib tidak berlaku untuk kebijakan yang mempengaruhi orang perseorangan
yang mencari akses ke pasar tenaga kerja suatu Pihak, maupun wajib berlaku untuk kebijakan
mengenai kewarganegaraan, tempat tinggal atau pekerjaan secara permanen.

3. Orang perseorangan yang tercakup dalam komitmen khusus wajib diperbolehkan
untuk memasok suatu jasa sesuai dengan persyaratan pada komitmen tersebut.

4. Bab ini wajib tidak mencegah suatu pihak dari penerapan kebijakan untuk mengatur
masuknya orang perseorangan dari Pihak lainnya atau tempat tinggal sementara mereka di
dalam wilayah Pihak tersebut, termasuk kebijakan-kebijakan yang dibutuhkan untuk
melindungi integritas dan untuk memastikan pergerakan yang teratur dari orang perseorangan
yang menyeberangi, perbatasannya, asalkan langkah-langkah tersebut tidak diterapkan
sedemikian rupa untuk membatalkan atau merusak manfaat yang diterima oleh Pihak
manapun di bawah persyaratan komitmen khusus.®

PAsAL 3.10
Transparansi
1. Masing-masing Pihak wajib segera melakukan publikasi, dan kecuali dalam situasi

darurat, paling lambat pada saat pemberlakuan, seluruh kebijakan yang relevan dari aplikasi
umum yang berkaitan dengan atau mempengaruhi pengoperasian Bab ini. Perjanjian

8 Satu-satunya fakta bahwa mengharuskan visa untuk perorangan tidak akan dianggap sebagai
meniadakan atau merusak manfaat di bawah komitmen tertentu.
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internasional yang berkaitan dengan atau mempengaruhi perdagangan jasa yang mana suatu
Pihak adalah yang menandatangani perjanjian juga wajib dipublikasikan.

2. Pada publikasi sebagaimana merujuk kepada ayat 1 tidak dapat dipraktikkan,
informasi tersebut wajib dibuat tersedia untuk umum.

3. Tidak ada dalam Bab ini yang mewajibkan setiap Pihak untuk mengungkapkan
informasi rahasia, yang akan menghalangi penegakan hukum, atau sebaliknya bertentangan
dengan kepentingan publik atau yang akan merugikan kepentingan komersial yang sah dari
perusahaan tertentu, publik atau swasta.

4. Setiap Pihak wajib memberlakukan kerahasiaan informasi yang disampaikan oleh
Pihak lain, yang mana informasi tersebut telah ditetapkan sebagai rahasia oleh Pihak yang
memberikan informasi.

PAsSAL 3.11
Monopoli dan Pemasok Jasa Eksklusif

1. Masing-masing Pihak wajib memastikan bahwa setiap pemasok jasa monopoli dari
suatu jasa di Wilayahnya, dalam pemasokan jasa monopoli di pasar yang relevan, tidak
bertindak dengan cara yang tidak konsisten dengan kewajiban di bawah Pasal 3.3. (Perlakuan
Most-Favoured-Nation) dan komitmen Khusus.

2. Apabila suatu pemasok monopoli dari suatu Pihak bersaing, baik secara langsung atau
melalui suatu perusahaan gabungan, dalam pemasokan suatu jasa di luar lingkup hak
monopolinya dan tunduk pada komitmen khusus Pihak tersebut, Pihak tersebut wajib
memastikan bahwa pemasok tersebut tidak menyalahgunakan posisi monopolinya untuk

bertindak di Wilayahnya dengan cara yang tidak konsisten dengan komitmen yang dimaksud.

3. Ketentuan-ketentuan dari Pasal ini wajib juga berlaku untuk kasus-kasus dari para
pemasok jasa eksklusif, apabila suatu Pihak, secara resmi atau dapat berdampak pada:

(@ pemberian kewenangan atau pendirian sejumlah kecil pemasok jasa; dan

(b) mencegah persaingan secara substansial diantara pemasok di wilayahnya.

PASAL 3.12
Kebiasaan Usaha
1. Para Pihak mengakui bahwa kebiasaan usaha tertentu dari para pemasok jasa, selain
daripada yang diatur berdasarkan Pasal 3.11 (Monopoli dan Pemasok Jasa Eksklusif), dapat
menghambat persaingan dan dengan hal tersebut membatasi perdagangan jasa.
2. Masing-masing Pihak wajib, atas permintaan setiap Pihak lainnya (‘“Pihak

Pemohon”), menyelenggarakan konsultasi dengan maksud untuk menghapuskan kebiasaan-
kebiasaan sebagaimana dirujuk pada Ayat 1. Pihak yang dituju (“Pihak Termohon”) wajib
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memberikan pertimbangan sepenuhnya dan simpatik atas permintaan dimaksud dan wajib
bekerja sama melalui penyediaan informasi bukan rahasia yang relevan dengan permintaan.
Pihak Termohon juga wajib menyediakan informasi lainnya kepada Pihak pemohon, sesuai
dengan hukum dalam negerinya dan untuk penyelesaian perjanjian yang memuaskan
berkenaan dengan pengamanan kerahasiannya oleh Pihak Pemohon.

PASAL 3.13
Pembayaran dan Transfer

1. Tunduk kepada komitmen khusus dan kecuali berdasarkan keadaan-keadaan
sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3.14 (Pembatasan untuk Pengamanan Neraca
Pembayaran), suatu Pihak tidak dapat memberlakukan pembatasan pada transfer dan
pembayaran internasional untuk transaksi terkini dengan Pihak lainnya.

2. Tak satupun ketentuan Bab ini dapat mempengaruhi hak dan kewajiban di bawah the
Articles of Agreement dari IMF, termasuk penggunaan tindakan-tindakan pertukaran yang
sesuai dengan the Articles of Agreement dari IMF, asalkan suatu Pihak wajib tidak
mengenakan pembatasan-pembatasan terhadap transaksi modal yang tidak konsisten dengan
komitmen khususnya terkait dengan transaksi-transaksi tersebut kecuali berdasarkan Pasal
3.14 (Pembatasan untuk Pengamanan Neraca Perdagangan) atau atas permintaan IMF.

PAsSAL 3.14
Pembatasan untuk Pengamanan Neraca Pembayaran
Untuk maksud-maksud dari Bab ini, ayat 1 sampai 3 dari Pasal X1l pada GATS, wajib
berlaku dan dengan ini tergabung ke dalam dan menjadi bagian dari Perjanjian ini.
PAsAL 3.15
Konsultasi pada Implementasi
Apabila setelah berlakunya Perjanjian ini muncul kesulitan pada sektor jasa dari suatu
Pihak dimana Pihak tersebut telah melakukan komitmen khusus, Pihak tersebut dapat
meminta konsultasi dengan Pihak lain, terlepas apakah kesulitan tersebut muncul dari
liberalisasi atau tidak, untuk maksud-maksud dari pertukaran informasi, atau pertukaran
pandangan mengenai cara dan sarana yang mungkin untuk mengatasi kesulitan tersebut
dengan mempertimbangkan keadaan dari kasus yang ada.
PAsSAL 3.16

Pengecualian Umum

Tunduk pada persyaratan bahwa tindakan tersebut tidak diterapkan dengan cara yang
akan membenarkan sarana sewenang-wenang atau diskriminasi yang tidak dapat dibenarkan
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antara para Pihak dimana kondisi seperti yang berlaku, atau pembatasan tersamar pada
perdagangan jasa, tak satupun ketentuan dari Bab ini wajib mencegah suatu Pihak dari adopsi
atau penegakan tindakan yang:

(a)
(b)

(©)

(d)

diperlukan untuk melindungi moral publik atau menjaga ketertiban umum®;

diperlukan untuk melindungi kehidupan atau kesehatan manusia, hewan atau
tumbuhan;

diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan
domestik yang tidak bertentangan dengan ketentuan Bab ini termasuk yang
berkaitan dengan:

(i) pencegahan praktik penipuan dan kecurangan atau berurusan dengan
dampak dari kelalaian pada kontrak jasa;

(i) perlindungan privasi individu dalam hubungannya untuk memproses
dan menyebarluaskan data pribadi dan perlindungan kerahasiaan dari
catatan dan akun individu;

(i)  keamanan;
Tidak konsisten dengan Pasal 3.5 (Perlakuan Nasional), asalkan perbedaan

perlakuan ditujukan untuk memastikan pengenaan atau pengumpulan pajak
langsung yang adil atau efektif'? terhadap jasa atau pemasok jasa Pihak lain;

10

Pengecualian perintah publik dapat dilakukan hanya jika ancaman yang asli dan cukup serius diajukan
kepada salah satu kepentingan mendasar masyarakat.

Kebijakan yang diarahkan pada memastikan pengenaan atau pengumpulan pajak langsung yang adil
atau efektif termasuk kebijakan yang diambil oleh suatu Pihak di bawah sistem perpajakannya yang:

(i)

(i)
(iii)
(iv)

(v)

(vi)

berlaku untuk pemasok jasa bukan penduduk sebagai pengakuan atas fakta bahwa kewajiban
pajak non-penduduk ditentukan berkenaan dengan barang yang dapat dikenakan pajak yang
bersumber atau berlokasi di wilayah suatu Pihak; atau

berlaku untuk bukan penduduk agar memastikan pengenaan atau pengumpulan pajak di
wilayah suatu Pihak; atau

berlaku untuk bukan penduduk atau penduduk agar mencegah penghindaran atau pengelakan
pajak, termasuk pemenuhan kebijakan; atau

berlaku untuk konsumen jasa yang dipasok di atau dari wilayah Pihak lain untuk memastikan
pengenaan atau pengumpulan pajak pada konsumen tersebut yang berasal dari sumber di
wilayah suatu Pihak; atau

membedakan pemasok jasa yang dikenakan pajak atas barang-barang kena pajak di seluruh
dunia dari pemasok jasa lain, sebagai pengakuan atas perbedaan sifat dasar pajak di antara
mereka; atau

menentukan pengalokasian atau pembagian pendapatan, laba, keuntungan, kerugian,
pengurangan atau kredit orang atau cabang, atau di antara orang atau cabang terkait dari orang
yang sama, untuk melindungi basis pajak suatu Pihak.

Istilah atau konsep pajak pada sub-ayat (d) di Pasal ini dan pada catatan kaki ini ditentukan berdasarkan
definisi dan konsep pajak, atau definisi dan konsep yang setara atau serupa, di bawah hukum dan
peraturan domestik dari suatu pihak yang mengambil kebijakan.
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(€)

tidak konsisten dengan Pasal 3.3 (Perlakuan Most-Favoured-Nation), asalkan
perbedaan perlakuan adalah hasil dari perjanjian penghindaran pajak berganda
atau ketentuan tentang penghindaran pajak berganda dalam perjanjian atau
pengaturan internasional lainnya yang dimana suatu Pihak terikat.

PAasaL 3.17

Pengecualian Keamanan

Tak satupun ketentuan Bab ini harus ditafsirkan:

(a)

(b)

(©)

meminta suatu Pihak untuk memberikan informasi apa pun, pengungkapan
yang dianggap bertentangan dengan kepentingan keamanan utamanya; atau

menghalangi suatu Pihak untuk mengambil setiap tindakan yang dianggap
perlu untuk perlindungan kepentingan keamanan utamanya:

(1) terkait dengan pemasokan suatu jasa sebagaimana dilakukan secara
langsung atau tidak langsung untuk maksud penyediaan pendirian
militer;

(i) terkait dengan bahan-bahan difisi dan difusi atau bahan-bahan dari
mana mereka berasal;

(iii)  diambil pada saat perang atau keadaan darurat lainnya dalam hubungan
internasional; atau

menghalangi suatu Pihak dari pengambilan setiap tindakan yang sesuai dengan
kewajibannya berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk
pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.

PAsaL 3.18

Jadwal Komitmen Khusus

1. Setiap Pihak wajib menetapkan jadwal komitmen khusus yang dilakukan berdasarkan
Pasal 3.4 (Akses Pasar), 3.5 (Perlakuan Nasional) dan 3.6 (Komitmen Tambahan). Berkenaan
dengan sektor-sektor dimana komitmen tersebut dilakukan, masing-masing jadwal wajib

merinci:
(@)
(b)
(©)

syarat-syarat, pembatasan dan ketentuan mengenai akses pasar;
ketentuan-ketentuan dan kualifikasi mengenai perlakuan nasional;

usaha yang berkaitan dengan komitmen tambahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3.6 (Komitmen Tambahan); dan
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(d) apabila memungkinkan, jangka waktu untuk implementasi komitmen tersebut
dan tanggal berlakunya komitmen tersebut.

2. Kebijakan yang tidak konsisten dengan Pasal 3.4 (Akses Pasar) dan Pasal 3.5
(Perlakuan Nasional) wajib tertulis dalam kolom yang terkait dengan Pasal 3.4 (Akses Pasar).
Tulisan itu akan dianggap memberikan kondisi atau kualifikasi untuk Pasal 3.5 (Perlakuan
Nasional).

3. Jadwal Komitmen Khusus dari para Pihak ditetapkan pada Lampiran XII (Jadwal
Komitmen Khusus).

PAasaL 3.19
Modifikasi Jadwal

1. Berdasarkan permintaan tertulis dari suatu Pihak, pada Pihak wajib mengadakan
konsultasi untuk mempertimbangkan setiap modifikasi atau penarikan komitmen khusus dari
Jadwal Komitmen Khusus milik Pihak yang meminta. Konsultasi wajib diadakan dalam tiga
bulan sejak tanggal permintaan.

2. Dalam konsultasi, para Pihak wajib bertujuan untuk memastikan bahwa tingkatan
umum dari komitmen yang saling menguntungkan tidak kurang menguntungkan perdagangan
daripada yang disediakan dalam Jadwal Komitmen Khusus sebelum konsultasi tersebut
dipertahankan. Modifikasi pada Jadwal Komitmen Khusus tunduk pada prosedur yang
ditetapkan dalam Pasal 10.1 (Komite Gabungan) dan 12.2 (Amandemen).

PAsSAL 3.20
Peninjauan Kembali
Dengan tujuan meliberalisasi perdagangan jasa lebih lanjut di antara mereka, para
Pihak wajib melakukan peninjauan kembali setidaknya setiap tiga tahun, atau lebih sering
jika disetujui, Jadwal Komitmen Khusus dan Daftar Pengecualian MFN,  With the objective
of further liberalising trade in services between them the Parties shall review at least every
three years, or more frequently if so agreed, their Schedules of Specific Commitments and
their Lists of MFN Exemptions, dengan mempertimbangkan secara khusus liberalisasi
otonom dan pekerjaan yang sedang berjalan di bawah naungan WTO. Peninjauan kembali
yang pertama wajib berlangsung paling lambat lima tahun dari tanggal berlakunya Perjanjian
ini.
PAsSAL 3.21
Lampiran-lampiran

Lampiran-lampiran berikut merupakan bagian integral dari Bab ini:

- Lampiran VIII (Daftar Pengecualian MFN);
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Lampiran 1X (Pergerakan Orang Perseorangan Memasok Jasa);
Lampiran X (Pengakuan Kualifikasi Pemasok Jasa);

Lampiran XI (Pengakuan Sertifikasi Kompetensi dan Pelatihan Pelaut untuk
Jasa pada Kapal Papan yang Terdaftar di Swiss);

Lampiran XII (Jadwal Komitmen Khusus);
Lampiran X111 (Jasa Telekomunikasi);
Lampiran XIV (Jasa Keuangan); dan

Lampiran XV (Jasa Pariwisata dan Perjalanan).
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BAB 4

PENANAMAN MODAL

PAsAL 4.1
Ruang Lingkup dan Cakupan

1. Babini berlaku untuk kehadiran komersial di seluruh sektor, kecuali sektor jasa yang
diatur dalam Pasal 3.1 (Ruang Lingkup dan Cakupan).!!

2. Bab ini tidak memasukkan perlindungan penanaman modal dan tidak berkewajiban
mengikuti interpretasi atau penerapan perjanjian internasional lainnya yang terkait dengan
penanaman modal atau perpajakan dimana satu atau beberapa negara EFTA dan Indonesia
menjadi pihak dari perjanjian tersebut.

3. Tidak ada hal dalam Bab ini yang ditafsirkan untuk mengenakan/memberikan
kewajiban terkait dengan pengadaan pemerintah.

PAsSAL 4.2
Definisi
Untuk tujuan Bab ini,

(@) “badan hukum” adalah setiap entitas hukum yang dibentuk secara sah atau
diatur sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku, baik yang dibentuk
untuk mencari keuntungan maupun tidak, dan terlepas dimiliki secara pribadi
atau oleh pemerintah, termasuk didalamnya korporasi, kemitraan, perusahaan
patungan, perusahaan perseorangan atau asosiasi;

(b) “badan hukum dari satu Pihak” adalah suatu badan hukum yang dibentuk atau
diatur sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku dari satu Pihak dan
menjalankan kegiatan bisnis substantif di Pihak tersebut;

(c) “orang perseorangan” adalah suatu perseorangan yang  memiliki
kewarganegaraan dari Pihak sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku.

(d) “kehadiran komersial” adalah setiap jenis pendirian usaha, termasuk melalui:

(1) pembentukan, pengambilalihan atau penyelenggaraan dari badan
hukum, atau

(i)  pembentukan atau penyelenggaraan dari suatu cabang atau suatu kantor
perwakilan.

1 Telah dipahami bahwa jasa-jasa yang secara spesifik dikecualikan dari cakupan Bab 3 (Perdagangan
Jasa) tidak masuk ke dalam ruang lingkup dari Bab ini.

33



di dalam wilayah Pihak yang lain dengan tujuan melakukan aktivitas ekonomi.

PAsAL 4.3
Promosi Penanaman Modal

1. Para Pihak mengakui pentingnya bekerja sama untuk mempromosikan penanaman
modal dan arus teknologi sebagai suatu sarana untuk mencapai pertumbuhan
ekonomi dan pembangunan melalui cara-cara efektif berdasarkan kepentingan
bersama dan saling menguntungkan.

2. Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam paragraf 1 dapat mencakup:

@) identifikasi peluang penanaman modal dan kegiatan untuk promosi
penanaman modal di luar negeri, khususnya kemitraan dengan usaha skala
kecil dan menengah;

(b) pertukaran informasi tentang peraturan penanaman modal: dan

(©) memajukan suatu iklim penanaman modal yang kondusif untuk meningkatkan
arus penanaman modal.

PAsAL 4.4
Perlakuan Nasional
Di dalam sektor-sektor yang berada di dalam Lampiran XVI (Jadwal Komitmen
Spesifik) dan terikat dengan persyaratan dan pembatasan sebagaimana diatur didalamnya,
tiap Pihak akan memberikan kepada badan hukum dan orang perseorangan dari Pihak lain,
dan kepada kehadiran komersial dari subyek hukum dimaksud, perlakuan yang tidak kurang
menguntungkan dari yang diberikannya, dalam keadaan serupa, kepada badan hukum dan
orang perseorangan pihaknya, dan kepada kehadiran komersial dari subyek hukum dimaksud
di dalam wilayahnya.
PASAL 4.5
Jadwal Komitmen Spesifik
Sektor-sektor yang diliberalisasi oleh para Pihak berdasarkan Bab ini dan persyaratan

dan pembatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.4 (Perlakuan Nasional) dicantumkan
dalam Jadwal Komitmen Spesifik dalam Lampiran XVI (Jadwal Komitmen Spesifik).
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PAsAL 4.6
Modifikasi Jadwal

1. Berdasarkan permohonan tertulis dari satu Pihak, Para Pihak wajib melaksanakan
suatu konsultasi untuk mempertimbangkan setiap modifikasi atau penarikan kembali
komitmen spesifik yang terdapat di dalam Jadwal Komitmen Spesifik dari Pihak yang
mengajukan permohonan. Konsultasi wajib dilaksanakan dalam kurun waktu tiga bulan dari
tanggal permohonan diajukan.

2. Di dalam konsultasi, para Pihak wajib bertujuan untuk menjamin bahwa suatu
tingkatan umum dari komitmen yang saling menguntungkan tidak lebih menguntungkan dari
pada yang diatur di dalam Jadwal Komitmen Spesifik sebelum konsultasi tersebut dilakukan.
Modifikasi dari Jadwal Komitmen Spesifik mengacu pada prosedur sebagaimana diatur di
dalam Pasal 10.1 (Komite Bersama) and 12.2 (Amendemen).

PAasAL 4.7
Personil Kunci

1.  Setiap Pihak wajib, sesuai dengan hukum dan peraturan domestiknya, mengizinkan
orang perorangan atau badan hukum dari Pihak lain dan personil kunci yang dipekerjakan
oleh orang perseorangan atau badan hukum Pihak lain, masuk dan tinggal sementara di
wilayahnya dalam rangka melaksanakan kegiatan terkait dengan kehadiran komersial,
termasuk pengaturan mengenai izin dan jasa teknis kunci.

2. Setiap Pihak wajib, sesuai dengan hukum dan peraturan domestiknya, mengizinkan
orang perseorangan atau badan hukum dan Pihak lain dan kehadiran komersial mereka, untuk
mempekerjakan, dalam kaitannya dengan kehadiran komersial, setiap personil kunci orang
perseorangan dan badan hukum pilihannya terlepas dari kewarganegaraan dan kependudukan
dengan syarat bahwa personil kunci tersebut telah diizinkan untuk masuk, tinggal dan bekerja
di dalam wilayahnya dan bahwa ketenagakerjaan tersebut mematuhi ketentuan, persyaratan,
dan jangka waktu yang diberikan kepada personil kunci dimaksud.

3. Para Pihak seharusnya, sesuai dengan hukum dan peraturan domestiknya, mengizinkan
masuk dan tinggal sementara dan menyediakan dokumen yang diperlukan untuk pasangan
dan anak kecil dari personil kunci.

PAsSAL 4.8
Hak untuk Mengatur
1.  Sesuai dengan ketentuan dalam Bab ini, suatu Pihak dapat, dengan landasan tidak
diskriminatif, mengadopsi, mempertahankan atau menegakkan tindakan apapun yang berada
dalam kepentingan publik, seperti tindakan untuk memenuhi hal yang terkait dengan

ketentuan kesehatan, keamanan, atau lingkungan atau tindakan yang layak untuk tujuan
kehatia-hatian.
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2.  Suatu Pihak tidak seharusnya melepaskan atau setidaknya menyimpang dari, atau
menawarkan untuk melepaskan atau setidaknya menyimpang dari, tindakan-tindakan untuk
memenuhi hal yang terkait dengan ketentuan kesehatan, keamanan atau lingkungan sebagai
suatu upaya untuk pendirian, akuisisi, ekspansi dan hak tetap memiliki di dalam wilayahnya
suatu keberadaan komersial dari perseorangan dari Pihak lain atau bukan Pihak.

PAsAL 4.9
Pembayaran dan Transfer
1. Kecuali dalam keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 4.10 (Pembatasan untuk
Menjaga Neraca Pembayaran), tidak ada Pihak yang boleh menerapkan pembatasan terhadap
pembayaran yang masih berlaku dan pergerakan modal terkait dengan kehadiran komersial di
sektor non jasa.
2. Tidak ada ketentuan dalam Bab ini yang akan berdampak pada hak dan kewajiban
para Pihak dalam Pasal-pasal Kesepakatan IMF, termasuk penggunaan tindakan bursa yang
sesuai dengan Pasal-pasal Kesepakatan IMF, dengan syarat suatu Pihak tidak akan
menerapkan pembatasan transaksi keuangan yang tidak konsisten dengan kewajibannya
menurut Bab ini.
PAsAL 4.10
Pembatasan untuk Menjaga Neraca Pembayaran
Untuk tujuan Bab ini, paragraf 1 sampai dengan 3 dari Pasal XII GATS, wajib berlaku
dan dengan ini dimasukkan ke dalam dan menjadi bagian dari Persetujuan ini, mutatis
mutandis.
PASAL 4.11
Pengecualian Umum
Untuk tujuan Bab ini, Pasal XIV dari GATS berlaku dan dengan ini dimasukkan ke
dalam dan menjadi bagian dari Persetujuan ini, mutatis mutandis.
PASAL 4.12

Pengecualian Keamanan

Untuk tujuan Bab ini, paragraph 1 dari Pasal XIVbis GATS berlaku dan dengan ini
dimasukkan ke dalam dan menjadi bagian dari Persetujuan ini, mutatis mutandis.
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PASAL 4.13
Peninjauan Kembali

Bab ini wajib ditinjau kembali secara periodik dalam kerangka kerja Komite Bersama
terkait dengan kemungkinan untuk mengajukan lebih lanjut komitmen Para Pihak.
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BAB 5

PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

PASAL 5
Perlindungan Kekayaan Intelektual

1. Para Pihak wajib memberikan dan memastikan perlindungan yang memadai, efektif,
dan tanpa diskriminasi atas hak kekayaan intelektual, dan menyediakan langkah-langkah
penegakan hak-hak tersebut terhadap pelanggarannya, termasuk pemalsuan dan pembajakan,
sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Bab ini, Lampiran XVII (Perlindungan Kekayaan
Intelektual) dan Catatan Pemahaman tentang Paten, dan persetujuan internasional
sebagaimana dirujuk di dalamnya.

2. Para Pihak wajib memberikan Pihak lainnya perlakuan nasional yang tidak kurang
menguntungkan dari yang diberikannya kepada warga negaranya sendiri. Pengecualian dari
kewajiban ini wajib sesuai dengan ketentuan-ketentuan substantif dalam Pasal 3 dan 5 dari
Persetujuan WTO tentang Aspek Terkait Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual
(selanjutnya disebut sebagai “Persetujuan TRIPS”).

3. Para Pihak wajib memberikan Pihak lainnya perlakuan nasional yang tidak kurang
menguntungkan dari yang diberikannya kepada warga negara bukan pihak. Pengecualian dari
kewajiban ini harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan substantif dalam Persetujuan TRIPS.

4. Dalam hal suatu Pihak menyepakati suatu persetujuan perdagangan yang memuat
ketentuan-ketentuan tentang perlindungan hak kekayaan intelektual dengan suatu bukan
pihak yang harus dinotifikasi berdasarkan Pasal XXIV dari GATT 1994, Pihak tersebut juga
wajib memberitahukan para Pihak lainnya dan memberikan kepada Pihak lainnya perlakuan
tidak kurang menguntungkan dari yang diberikan dalam persetujuan tersebut. Pihak yang
menyepakati persetujuan tersebut, atas permintaan suatu Pihak lainnya, merundingkan untuk
menyertakan ketentuan-ketentuan dalam persetujuan tersebut ke dalam Persetujuan ini yang
memberikan perlakuan tidak kurang menguntungkan dari yang diberikan dalam persetujuan
tersebut.

5. Atas permintaan suatu Pihak, kepada Komite Bersama, Para Pihak sepakat untuk
meninjau ketentuan-ketentuan dalam Bab ini dan Lampiran XVII (Perlindungan Kekayaan
Intelektual), dengan pandangan, antara lain, untuk mengembangkan lebih lanjut tingkat
perlindungan dan implementasi yang memadai.
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BAB 6

PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

PASAL 6.1
Transparansi
1. Para Pihak wajib meningkatkan saling pemahaman atas peraturan perundang-
undangan mengenai pengadaan barang danjasa pemerintah dan pasar pengadaan barang dan
jasa pemerintah kedua pihak.
2. Masing-masing Pihak wajib mempublikasikan Undang-undangnya, atau dibuat
terbuka untuk publik, peraturan perundang-undangan domestiknya, dan pengaturan
administratif yang berlaku umum, serta perjanjian internasional dimana negara tersebut
menjadi pihak dan dapat mempengaruhi pasar pengadaan barang dan jasanya.
3. Masing-masing Pihak wajib dengan segera menanggapi pertanyaan-pertanyaan
spesifik dan menyediakan informasi yang diminta Pihak lainnya atas hal-hal yang dimaksud
dalam ayat 2.
PASAL 6.2
Perundingan Lebih Lanjut
Para Pihak wajib dengan segera saling memberitahukan jika mereka menyepakati
suatu persetujuan yang memberikan akses pasar bagi pengadaan barang dan jasa pemerintah
dengan yang bukan Pihak dan wajib, berdasarkan permintaan Pihak lainnya, mulai
merundingkan akses pasar pengadaan barang dan jasa pemerintah.
PASAL 6.3

Kontak Penghubung

1. Pertukaran informasi dan kerjasama wajib difasilitasi melalui kontak penghubung
berikut ini :

@ untuk EFTA, Sekretariat EFTA; dan

(b) untuk Indonesia, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

(LKPP).
2. Masing-masing Pihak wajib memberitahukan Pihak lainnya atas setiap perubahan
kontak penghubungnya.
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PASAL 6.4
Penyelesaian Sengketa

1. Para Pihak wajib tidak merujuk kepada penyelesaian sengketa dibawah Bab 11
(Penyelesaian Sengketa) atas setiap hal yang muncul dari Bab ini.

2. Para Pihak setuju untuk merundingkan berlakunya Bab 11 (Penyelesaian Sengketa)
terhadap pasal-pasal baru dalam konteks Pasal 6.2 (Perundingan Lebih Lanjut)
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Bab 7

PERSAINGAN USAHA

PAsAL 7.1
Aturan Persaingan Usaha terkait dengan Badan Usaha

1. Para Pihak mengakui praktek anti persaingan usaha memiliki potensi merugikan
keuntungan-keuntungan kemitraan ekonomi yang muncul dari Persetujuan ini. Praktek-
praktek dari badan usaha berikut ini tidak sesuai dengan fungsi yang layak dari Persetujuan
ini dikarenakan akan mempengaruhi perdagangan diantara Para Pihak:

@) perjanjian antar badan usaha, keputusan-keputusan oleh asosiasi badan usaha,
dan praktek koordinasi antar badan usaha yang memiliki tujuan atau dampak
pencegahan, pembatasan, atau mendistorsi persaingan usaha: dan

(b) Penyalahgunaan posisi dominan oleh satu atau lebih badan usaha di dalam
wilayah salah satu Pihak secara keseluruhan atau bagian yang penting
daripadanya.

2. Para Pihak wajib menerapkan peraturan perundang-undangan persaingan usaha
nasional masing-masing untuk melarang praktek sebagaimana dimaksud di dalam paragraf 1
sesuai dengan prinsip transparansi, non diskriminasi dan keadilan prosedural.

3. Hak dan kewajiban dalam Bab ini wajib berlaku hanya untuk Para Pihak.

PAsaL 7.2

Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha dengan Hak Khusus dan Ekslusif dan
Penunjukan Monopoli

1. Tidak ada ketentuan dalam Bab ini yang dapat diartikan untuk mencegah Satu Pihak
dari membentuk atau mengelola badan usaha milik negara, badan usaha dengan hak khusus
atau esklusif dan penunjukan monopoli.

2. Para Pihak wajib menjamin bahwa badan usaha milik negara, badan usaha dengan hak
khusus atau ekslusif dan penunjukan monopoli tidak mengadopsi atau mempertahankan
praktek anti persaingan usaha yang berdampak pada perdagangan antar Para Pihak, sejauh
mungkin penerapan ketentuan ini tidak mengganggu kinerja, secara hukum dan fakta, tugas
publik khusus yang ditugaskan kepada badan usaha dimaksud.
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PASAL 7.3
Kerja Sama

1. Para Pihak mengakui pentingnya kerja sama umum di wilayah kebijakan persaingan
usaha. Para Pihak dapat bekerja sama untuk melakukan pertukaran informasi terkait dengan
pengembangan kebijakan persaingan usaha, sesuai dengan hukum dan peraturan domestik
mereka dan sumber daya yang tersedia. Para Pihak dapat melakukan kerja sama dimaksud
melalui otoritas masing-masing yang berwenang.

2. Para Pihak yang terlibat wajib bekerja sama dalam urusan mereka dengan praktek-
praktek anti persaingan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dari Pasal 7.1 (Aturan
Persaingan Usaha Terkait dengan Badan Usaha). Kerja sama dapat meliputi pertukaran
informasi terkait yang tersedia bagi Para Pihak. Tidak ada Pihak yang diwajibkan untuk
membuka informasi yang rahasia menurut hukum dan peraturan domestik Pihak tersebut.

PASAL 7.4
Konsultasi
Para Pihak dapat mengkonsultasikan hal-hal yang terkait dengan praktek anti
persaingan usaha dan dampak buruknya terhadap perdagangan. Konsultasi wajib tidak
mengesampingkan kemandirian setiap Pihak untuk mengembangkan, mempertahankan dan
menegakkan peraturan perundang-undangan persaingan usaha nasionalnya
PASAL 7.5
Penyelesaian Sengketa
Para Pihak wajib tidak menempuh upaya penyelesian sengketa sebagaimana diatur

dalam Bab 11 (Penyelesaian Sengketa) untuk hal apapun yang muncul dari penerapan Bab
ini.

42



BAB 8

PERDAGANGAN DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

PASALS8.1
Konteks, Tujuan, dan Ruang Lingkup

1. Para Pihak mengingat kembali Deklarasi Konferensi PBB tentang Lingkungan
Manusia tahun 1972, Deklarasi Rio tentang Lingkungan dan Pembangunan 1992, Agenda 21
tentang Lingkungan dan Pembangunan tahun 1992, Rencana Pelaksanaan Johannesburg
tentang Pembangunan Berkelanjutan tahun 2002, Dokumen Hasil Rio+20 “Masa Depan yang
Kita Inginkan” tahun 2012, Dokumen Hasil KTT Pembangunan Berkelanjutan PBB
“Mengubah Dunia Kita: Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan” tahun 2015,
Konsensus Monterrey Konferensi Internasional tentang Pembiayaan untuk Pembangunan
tahun 2002, Deklarasi Doha tentang Pembiayaan untuk Pembangunan tahun 2008 dan
Agenda Aksi Addis Ababa tahun 2015, Deklarasi ILO tentang Prinsip dan Hak Mendasar di
Tempat Kerja dan Tindak Lanjut tahun 1998, Deklarasi Menteri Dewan Ekonomi dan Sosial
PBB tentang Ketenagakerjaan Penuh dan Pekerjaan yang Layak tahun 2006, dan Deklarasi
ILO tentang Keadilan Sosial untuk Globalisasi yang Adil tahun 2008.

2. Para Pihak menegaskan kembali komitmennya untuk mempromosikan pembangunan
perdagangan internasional sehingga dapat berkontribusi terhadap tujuan pembangunan
berkelanjutan dan untuk memastikan bahwa tujuan ini terintegrasi dan tercermin dalam
hubungan perdagangan para Pihak.

3. Para Pihak mengakui bahwa pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan
perlindungan lingkungan merupakan komponen dari pembangunan berkelanjutan yang saling
bergantung dan saling memperkuat. Para Pihak menggarisbawahi manfaat dari kerja sama
untuk isu-isu lingkungan hidup dan tenaga kerja yang terkait dengan perdagangan sebagai
bagian dari upaya global untuk perdagangan dan pembangunan berkelanjutan. Para Pihak
lebih lanjut mengakui bahwa pemberantasan kemiskinan merupakan syarat yang sangat
diperlukan untuk pembangunan berkelanjutan dan perdagangan dapat menjadi mesin bagi
pertumbuhan ekonomi inklusif dan pengurangan kemiskinan.

4. Para Pihak sepakat bahwa Bab ini mewujudkan pendekatan kooperatif berdasarkan
nilai dan kepentingan bersama, dengan mempertimbangkan perbedaan tingkat kewajaran
pembangunan masing-masing.

5. Para Pihak sepakat bahwa ketentuan-ketentuan dalam Bab ini tidak akan diterapkan
dengan cara yang dapat dianggap sebagai upaya diskriminasi sewenang-wenang atau tidak
dapat dibenarkan atau sebagai hambatan perdagangan yang disamarkan antara para Pihak.

6. Kecuali ditentukan lain dalam Bab ini, Bab ini berlaku untuk aspek-aspek
perdagangan dan investasi yang terkait dengan pembangunan berkelanjutan di semua
dimensinya.

7. Referensi untuk tenaga kerja dalam Bab ini mencakup tujuan untuk mempromosikan
pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, pekerjaan dan pekerjaan yang layak
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untuk semua sebagaimana diatur dalam Tujuan 8 dari Agenda Pembangunan Berkelanjutan
2030 dan isu-isu yang relevan dengan Agenda Pekerjaan yang Layak sebagaimana disepakati
dalam ILO.

PASAL 8.2
Hak untuk Mengatur dan Tingkat Perlindungan

1. Mengakui hak setiap Pihak, berdasarkan pada ketentuan dalam Persetujuan ini, untuk
mengupayakan pencapaian pembangunan berkelanjutannya masing-masing, termasuk
menetapkan tingkat perlindungan lingkungan dan tenaga kerja masing-masing dan
mengadopsi atau memodifikasi hukum dan kebijakan domestik yang relevan sesuai tujuan
tersebut, setiap Pihak wajib memastikan bahwa hukum dan kebijakan [domestiknya/dalam
negerinya] menyediakan dan mendorong tingkat perlindungan lingkungan dan tenaga kerja
yang tinggi, sesuai dengan standar, prinsip dan persetujuan yang mana mereka memiliki
komitmen atau menjadi Pihak, dan wajib mengupayakan untuk meningkatkan tingkat
perlindungan sebagaimana diatur dalam hukum dan kebijakan domestik dimaksud.

2. Para Pihak mengakui pentingnya informasi ilmiah, teknis, dan lainnya, serta standar,
pedoman dan rekomendasi internasional yang relevan, sebagai referensi dalam menyiapkan
dan menerapkan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan kondisi lingkungan dan tenaga
kerja yang mempengaruhi perdagangan dan investasi di antara Para Pihak.

PASAL 8.3

Penguatan Tingkat Perlindungan dalam Penerapan dan Penegakan Undang-Undang,
Peraturan atau Standar

1. Para Pihak wajib menerapkan hukum, peraturan atau standar lingkungan dan tenaga
kerjanya secara efektif.

2. Berdasarkan pada Pasal 8.2 (Hak untuk Mengatur dan Tingkat Perlindungan), Para
Pihak tidak akan:

(@ melemahkan atau mengurangi tingkat perlindungan tenaga kerja atau
lingkungan yang diatur oleh hukum, peraturan, atau standar domestiknya
dengan maksud semata-mata untuk mendorong investasi dari Pihak lain atau
untuk mencari atau meningkatkan keuntungan perdagangan kompetitif dari
produsen atau penyedia jasa yang beroperasi di wilayahnya; atau

(b) membebaskan atau sebaliknya menurunkan, atau menawarkan untuk
membebaskan atau sebaliknya menurunkan dari, hukum, peraturan atau
standar domestik tersebut untuk mendorong investasi dari Pihak lain atau
untuk mencari atau meningkatkan keuntungan perdagangan kompetitif dari
produsen atau penyedia jasa yang beroperasi di wilayahnya.
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PASAL 8.4
Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

1. Para Pihak mengakui bahwa perdagangan merupakan mesin pertumbuhan ekonomi
yang inklusif dan pengurangan kemiskinan, dan berkontribusi terhadap promosi
pembangunan berkelanjutan di semua dimensinya.
2. Para Pihak wajib mengupayakan untuk memfasilitasi dan mempromosikan investasi,
perdagangan, dan diseminasi barang dan jasa yang berkontribusi terhadap pembangunan
berkelanjutan, seperti teknologi lingkungan, energi terbarukan yang berkelanjutan, serta
barang dan jasa yang efisien energi atau tunduk pada skema keberlanjutan sukarela.
3. Para Pihak sepakat untuk bertukar pandangan dan dapat mempertimbangkan, secara
bersama-sama atau bilateral, kerja sama di bidang ini.

PASAL 8.5

Pembangunan Sosial

1. Para Pihak mengingat kembali kewajiban yang muncul dari instrumen hak asasi
manusia internasional dimana mereka menjadi Pihak.

2. Para Pihak menggarisbawahi kebutuhan untuk melindungi kesejahteraan dan
meningkatkan mata pencaharian kelompok yang rentan seperti perempuan, anak-anak, petani
kecil, petani subsisten atau nelayan.

3. Para Pihak menekankan pentingnya informasi, pendidikan dan pelatihan tentang
keberlanjutan di semua tingkatan untuk berkontribusi terhadap pembangunan sosial yang
berkelanjutan.

PASAL 8.6
Standar dan Persetujuan Tenaga Kerja Internasional

1. Para Pihak mengingatkan kembali kewajiban yang muncul dari keanggotaan ILO dan
Deklarasi ILO tentang Prinsip-Prinsip dan Hak-Hak Mendasar di Tempat Kerja dan Tindak
Lanjutnya yang diadopsi oleh Konferensi Ketenagakerjaan Internasional pada Sesi ke-86 di
tahun 1998, untuk menghormati, mempromosikan dan mewujudkan prinsip-prinsip mengenai

hak-hak dasar, yaitu:

@ kebebasan berserikat dan pengakuan efektif mengenai hak atas perundingan
bersama;

(b) penghapusan semua bentuk kerja paksa atau wajib;

(© penghapusan pekerja anak secara efektif; dan
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(d) penghapusan diskriminasi berkenaan dengan ketenagakerjaan dan pekerjaan.

2. Para Pihak menegaskan kembali komitmennya, dalam Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan nomor 8 serta Deklarasi Tingkat Menteri Dewan Sosial dan Ekonomi PBB
tentang Pekerjaan Penuh dan Pekerjaan Layak tahun 2006, untuk mengakui pekerjaan penuh
dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua sebagai elemen kunci pembangunan
berkelanjutan untuk semua negara dan sebagai tujuan prioritas kerja sama internasional dan
untuk mempromosikan pengembangan perdagangan internasional yang mendukung pada
pekerjaan penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua.

3. Para Pihak mengingatkan kembali kewajiban yang berasal dari keanggotaan ILO
untuk melaksanakan secara efektif Konvensi ILO, yang telah diratifikasi para Pihak, dan
melanjutkan upaya-upaya untuk meratifikasi Konvensi dasar ILO serta Konvensi lainnya
yang diklasifikasikan sebagai “terbaru” oleh ILO.

4. Para Pihak menegaskan kembali, sebagaimana ditetapkan dalam Deklarasi ILO
tentang Keadilan Sosial untuk Globalisasi yang Adil, yang diadopsi dalam Konferensi
Ketenagakerjaan Internasional pada sidang ke-97 tahun 2008, bahwa pelanggaran terhadap
prinsip dan hak dasar di tempat kerja tidak akan diminta atau sebaliknya digunakan sebagai
keunggulan komparatif yang sah dan bahwa standar tenaga kerja tidak akan digunakan untuk
tujuan proteksionis perdagangan.

PASAL 8.7
Persetujuan Lingkungan Multilateral dan Prinsip-Prinsip Lingkungan

1. Para Pihak menegaskan kembali komitmennya untuk pelaksanaan secara efektif
persetujuan lingkungan multilateral, dimana mereka menjadi pihak, sebagaimana tertera
dalam hukum, peraturan dan praktik domestik para Pihak.

2. Para Pihak menegaskan kembali kepatuhan mereka terhadap prinsip-prinsip
lingkungan yang tercermin dalam instrumen internasional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8.1 (Konteks, Tujuan, dan Ruang Lingkup).

PASAL 8.8
Pengelolaan Hutan Secara Berkelanjutan dan Perdagangan Terkait

1. Para Pihak mengakui pentingnya hukum dan tata kelola yang efektif untuk
memastikan pengelolaan hutan dan lahan gambut secara berkelanjutan dan dengan demikian
berkontribusi terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca dan hilangnya keanekaragaman
hayati akibat deforestasi dan degradasi hutan alam dan lahan gambut, termasuk dari
perubahan penggunaan lahan.

2. Dengan tujuan berkontribusi terhadap pengelolaan hutan dan lahan gambut secara

berkelanjutan, termasuk melalui promosi perdagangan produk-produk yang berasal dari hutan
yang dikelola secara berkelanjutan, para Pihak berusaha untuk, antara lain:
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@) mempromosikan penggunaan yang efektif dari Konvensi tentang Perdagangan
Internasional Spesies Fauna dan Flora Liar yang Terancam Punah (CITES);

(b) mempromosikan pengembangan dan penggunaan skema sertifikasi untuk
produk-produk terkait hutan dari pengelolaan hutan secara berkelanjutan;

(© mempromosikan pelaksanaan dan pemanfaatan secara efektif dan penggunaan
sistem jaminan legalitas kayu seperti yang dipersyaratkan dalam Persetujuan
Kemitraan Sukarela, Penegakan Hukum Kehutanan, Tata Kelola dan
Perdagangan Produk Kayu dan skema terkait, dengan tujuan untuk memerangi
pembalakan liar dan menghilangkan perdagangan produk kayu ilegal; dan

(d) bertukar informasi mengenai inisiatif-inisiatif tentang tata kelola hutan yang
terkait perdagangan , termasuk kebijakan-kebijakan untuk memberantas
pembalakan liar dan kebijakan-kebijakan untuk mengecualikan perdagangan
kayu dan produk kayu yang diperoleh secara ilegal dari arus perdagangan.

3. Para Pihak sepakat untuk bekerjasama mengenai isu-isu yang berkaitan dengan
pengelolaan hutan dan lahan gambut secara berkelanjutan melalui pengaturan bilateral jika
berlaku dan dalam forum multilateral yang relevan dimana para Pihak berpartisipasi,
khususnya dalam inisiatif kolaboratif PBB tentang Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan
Degradasi Hutan sebagaimana ditekankan dalam Persetujuan Paris.

PASAL 8.9
Pengelolaan Perikanan dan Akuakultur Secara Berkelanjutan dan Perdagangan Terkait

1. Para Pihak mengakui pentingnya memastikan konservasi dan pengelolaan sumber
daya laut hayati dan ekosistem laut yang berkelanjutan, dan peran perdagangan dalam
mencapai tujuan-tujuan ini.

2. Untuk maksud ayat 1, dan dengan cara yang konsisten dengan kewajiban
internasional para Pihak, Para Pihak berkomitmen untuk:

@ mempromosikan pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang komprehensif, efektif
dan transparan dan langkah-langkah untuk memerangi perikanan ilegal, tidak
dilaporkan dan tidak diatur (selanjutnya disebut sebagai "IUU") dan kejahatan
perikanan dan untuk mengecualikan produk-produk yang berasal dari 1UU
perikanan, kejahatan perikanan, kerja paksa atau perdagangan manusia dari
arus perdagangan, termasuk dari pihak ketiga masuk ke pasar para Pihak;

(b) mempromosikan pengembangan akuakultur yang berkelanjutan dan
bertanggung jawab;

(© mempromosikan penggunaan Panduan Sukarela FAO untuk Skema
Dokumentasi Tangkapan; dan
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(d) berkontribusi terhadap pemenuhan tujuan yang ditetapkan dalam Agenda 2030
untuk Pembangunan Berkelanjutan terkait subsidi perikanan.

3. Para Pihak berkomitmen untuk mematuhi konservasi jangka panjang dan kebijakan
pengelolaan dan melaksanakan secara efektif dalam hukum para Pihak dan mempraktikan
instrumen akuakultur dan perikanan internasional yang relevan dimana mereka menjadi
Pihak.

4. Para Pihak sepakat untuk bekerjasama mengenai isu-isu yang berkaitan dengan
pengelolaan perikanan dan akualkultur yang berkelanjutan melalui pengaturan bilateral
apabila memungkinkan dan dalam forum internasional yang relevan dimana para Pihak turut
berpartisipasi termasuk dalam Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional melalui, antara
lain, memfasilitasi pertukaran informasi tentang IUU perikanan untuk memerangi kegiatan-
kegiatan tersebut.

PASAL 8.10
Pengelolaan Sektor Minyak Nabati Secara Berkelanjutan dan Perdagangan Terkait

1. Para Pihak mengakui adanya kebutuhan untuk mempertimbangkan peluang dan
tantangan ekonomi, lingkungan dan sosial yang berhubungan dengan produksi minyak nabati
dan bahwa perdagangan diantara para Pihak dapat memainkan peran penting dalam
mempromosikan pengelolaan dan kegiatan yang berkelanjutan di sektor minyak nabati.

2. Dengan maksud untuk memastikan manfaat ekonomi, lingkungan dan sosial dan
pengelolaan yang baik dan operasi di sektor minyak nabati, para Pihak berkomitmen untuk,
antara lain:

@ secara efektif menerapkan hukum, kebijakan dan praktik yang bertujuan untuk
melindungi hutan primer, lahan gambut, dan ekosistem terkait, menghentikan
deforestasi, pengeringan dan pembakaran gambut untuk pembukaan lahan,
mengurangi polusi udara dan air, dan menghormati hak-hak masyarakat dan
pekerja lokal dan pribumi;

(b) mendukung diseminasi dan penggunaan standar keberlanjutan, praktik dan
pedoman untuk minyak nabati yang diproduksi secara berkelanjutan;

(©) bekerjasama untuk meningkatkan dan memperkuat standar pemerintah jika
berlaku;

(d) memastikan transparansi kebijakan-kebijakan domestik dan tindakan-tindakan
yang berkaitan dengan sektor minyak nabati; dan

(e memastikan bahwa minyak nabati dan turunannya yang diperdagangkan di

antara para Pihak diproduksi sesuai dengan tujuan keberlanjutan sebagaimana
dimaksud dalam subayat (a).
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PASAL 8.11
Kerjasama dalam Forum Internasional

Para Pihak sepakat untuk memperkuat kerja sama untuk isu-isu yang menjadi
kepentingan bersama dalam mempromosikan pembangunan berkelanjutan, termasuk isu
tenaga kerja dan lingkungan dan aspek-aspek yang berkaitan dengan perdagangan dan
investasi, di forum bilateral, regional dan multilateral yang relevan, termasuk dalam ILO dan
dalam kerangka kerja persetujuan lingkungan multilateral dimana mereka menjadi Pihak.

PASAL 8.12
Pelaksanaan dan Konsultasi

1. Para Pihak wajib menunjuk entitas administratif, yang berfungsi sebagai kontak
penghubung sebagaimana maksud dalam pelaksanaan Bab ini.

2. Setiap Pihak dapat, melalui kontak penghubung sebagaimana dimaksud dalam ayat 1,
meminta konsultasi tenaga ahli atau konsultasi dalam Komite Bersama mengenai masalah
apapun yang timbul dalam Bab ini. Para Pihak wajib melakukan segala upaya untuk
mencapai pemecahan masalah yang saling memuaskan. Apabila dimungkinkan, dan apabila
disetujui Para Pihak, Para Pihak dapat meminta saran dari organisasi atau badan internasional
yang relevan.

3. Para Pihak tidak akan menggunakan haknya untuk mengajukan kepada arbitrase
dalam Bab 11 (Penyelesaian Sengketa) untuk setiap masalah yang timbul dalam Bab ini.
PASAL 8.13
Peninjauan Kembali
Para Pihak wajib secara berkala meninjau kembali, dalam Komite Bersama, kemajuan
dalam upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam Bab ini, dan mempertimbangkan

perkembangan internasional yang relevan untuk mengidentifikasi bidang-bidang yang dapat
ditingkatkan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.
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BAB 9

KERJA SAMA DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS

PASALO9.1
Tujuan dan Ruang Lingkup

1. Bab ini menetapkan kerangka kerja untuk kerja sama dan pengembangan kapasitas
dibawah Persetujuan ini.

2. Para Pihak sepakat bahwa tujuan kerja sama dan pengembangan kapasitas adalah
untuk mendorong daya saing barang dan jasa, untuk meningkatkan pemenuhan standar
internasional yang berlaku, dan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, khususnya
melalui penguatan kapasitas manusia dan kelembagaan.

PASAL 9.2
Prinsip

1. Para Pihak wajib mengembangkan kerjasama dan pengembangan kapasitas dengan
tujuan untuk meningkatkan manfaat bersama dari Persetujuan ini sesuai dengan strategi
nasional dan tujuan kebijakan mereka dan dengan mempertimbangkan perbedaan tingkat
pembangunan sosial dan ekonomi dari Para Pihak.

2. Kerja sama di bawah Bab ini wajib mencapai tujuan berikut:
@ memfasilitasi pelaksanaan keseluruhan tujuan pada Persetujuan ini, khususnya
untuk meningkatkan peluang perdagangan dan investasi yang saling
menguntungkan yang timbul dari Persetujuan ini;

(b) mendukung upaya Indonesia untuk mencapai pembangunan ekonomi dan
sosial yang berkelanjutan, termasuk melalui penguatan kapasitas manusia dan
kelembagaan.

3. Kerjasama dan pengembangan kapasitas wajib mencakup sektor-sektor yang terkena
dampak proses liberalisasi dan restrukturisasi ekonomi Indonesia serta sektor-sektor yang
berpotensi memperoleh manfaat dari Persetujuan ini.
PASAL 9.3
Metode dan Sarana
1. Kerja sama dan pengembangan kapasitas oleh Negara-negara EFTA ke Indonesia

wajib diberikan secara bilateral melalui program-program EFTA, secara multilateral atau
dalam kombinasi di antaranya.
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2. Para Pihak wajib bekerja sama dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan
menggunakan metode dan sarana yang paling efektif untuk pelaksanaan Bab ini, berdasarkan
pada bentuk-bentuk kerjasama bilateral yang sudah ada di antara Para Pihak, dan, apabila
dapat diterapkan, dengan mempertimbangkan upaya-upaya yang dilakukan oleh organisasi
internasional yang relevan dalam rangka memastikan efektivitas dan koordinasi.

3. Sarana kerja sama dan pengembangan kapasitas dapat termasuk:
@) pertukaran informasi, transfer dan pertukaran keahlian dan pelatihan, termasuk
melalui fasilitasi kunjungan pertukaran peneliti, ahli, spesialis dan perwakilan
sektor swasta;

(b) hibah, dana pengembangan, atau sarana keuangan lainnya;

(©) kegiatan bersama seperti studi bersama dan proyek penelitian mengenai
masalah yang berkaitan dengan Persetujuan ini.

(d) fasilitasi untuk transfer teknologi, keterampilan dan praktik

(e bantuan kelembagaan dan pengembangan kapasitas termasuk melalui seminar
pelatihan, lokakarya, konferensi dan magang

)] dukungan untuk partisipasi dalam kegiatan internasional seperti pengaturan
standar.
(9) analisis penilaian risiko di area perdagangan; dan

(h) setiap cara kerja sama lainnya yang disepakati bersama oleh Para Pihak.

4. Para Pihak dapat melaksanakan kegiatan kerjasama dan pengembangan kapasitas
dengan partisipasi para ahli, lembaga, organisasi dan perwakilan sektor swasta nasional dan
internasional, sebagaimana mestinya.

PASAL 9.4
Nota Kesepahaman

Bab ini wajib dilaksanakan berdasarkan sebuah Nota Kesepahaman tentang
Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas antara Negara-negara EFTA dan Indonesia
(selanjutnya disebut sebagai “Nota Kesepahaman™). Nota Kesepahaman tersebut wajib
ditandatangani bersama dengan Persetujuan ini, membangun dan melengkapi inisiatif dan
kegiatan kerja sama bilateral yang sudah ada atau yang sudah direncanakan.
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PASAL 9.5

Bidang Kerja Sama dan Pengembangan Kapasitas

1. Kerjasama dan pengembangan kapasitas dapat mencakup bidang yang diidentifikasi
bersama oleh Para Pihak yang dapat berfungsi untuk meningkatkan kapasitas Indonesia
dalam mendapatkan manfaat dari peningkatan perdagangan dan investasi internasional,

termasuk:
@) kepabeanan, keasalan barang dan fasilitasi perdagangan;
(b) pembangunan berkelanjutan
(©) perikanan, akuakultur dan produk kelautan;
(d) standar, peraturan teknis dan prosedur penilaian kesesuaian;
(e) kebijakan sanitari dan fitosanitari;
)] hak kekayaan intelektual;
(9) statistik perdagangan;
(h) promosi perdagangan dan pengembangan industri manufaktur, termasuk
pendidikan dan pelatihan kejuruan;
Q) pengembangan usaha kecil dan menengah;
() transportasi laut;
(K) pariwisata;
() ketenagakerjaan dan pekerjaan; dan
(m)  setiap bidang kerja sama lainnya yang disepakati bersama oleh Para Pihak.
2. Para Pihak mengakui pentingnya memajukan kegiatan kerja sama dan pengembangan

kapasitas untuk berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.

PASAL 9.6

Pengaturan Keuangan

1. Para Pihak wajib bekerja sama untuk menggunakan cara yang paling efektif untuk
pelaksanaan Bab ini.
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2. Setiap Pihak wajib menanggung biaya dan pengeluaran terkait yang timbul dari
kewajiban masing-masing untuk pelaksanaan Bab ini dan Nota Kesepahaman, sesuai dengan
hukum dan peraturan domestik Para Pihak.

PASAL 9.7
Sub-Komite Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas
1. Dalam rangka memastikan pelaksanaan yang tepat dari Bab ini, Para Pihak dengan ini

membentuk Sub-Komite Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas (selanjutnya disebut
sebagai "Sub-Komite Kerjasama™) yang terdiri dari perwakilan semua Pihak.

2. Fungsi Sub-Komite Kerjasama adalah untuk:
@) mendiskusikan pelaksanaan Bab ini dan Nota Kesepahaman.
(b) mengidentifikasi, merumuskan dan menyepakati proposal terperinci untuk

pelaksanaan Bab ini dan Nota Kesepahaman;

(©) pertukaran informasi tentang kemajuan kerja sama dan pengembangan
kapasitas sebagaimana dimaksud oleh Persetujuan ini;

(d) bekerja sama dengan sub-komite lain yang dibentuk berdasarkan Persetujuan
ini untuk melakukan inventarisasi, pemantauan, dan pembandingan pada
setiap masalah yang terkait dengan pelaksanaan Persetujuan ini;

(e) melakukan peninjauan berkala, memantau pelaksanaan dan pengoperasian
Bab ini dan Nota Kesepahaman, mengevaluasi kemajuan dalam pelaksanaan
serta mengembangkan rencana baru untuk kegiatan bersama yang prospektif
dan kerja sama dan pengembangan kapasitas di masa depan. Peninjauan
dapat dilakukan melalui pertukaran tertulis;

)] mengidentifikasi hambatan dan peluang untuk kerja sama lebih lanjut. Sub-
Komite Kerjasama wajib mengevaluasi laporan-laporan oleh Para Pihak dan
membahas masalah-masalah yang diangkat oleh sub-komite lain yang
dibentuk berdasarkan Persetujuan ini yang berkenaan dengan kerja sama dan
pengembangan kapasitas;

(9) melapor ke dan berkonsultasi dengan Komite Bersama
3. Para Pihak wajib menginformasikan Sub-Komite Kerjasama mengenai proyek
bilateral yang sedang berlangsung yang memiliki relevansi langsung dengan Persetujuan ini
dan Sub-Komite Kerjasama wajib mengambil tindakan sesuai dengan fungsinya sesuai
dengan ayat 2.
4. Sub-Komite Kerjasama akan bertindak berdasarkan konsensus.

5. Sub-Komite Kerjasama wajib bertemu sesering yang diperlukan dan biasanya setiap
tahun baik secara fisik atau melalui konferensi elektronik. Sub-Komite Kerjasama wajib
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mengadakan pertemuan pertamanya dalam waktu enam bulan setelah berlakunya Persetujuan
ini. Pertemuan ini harus diselenggarakan oleh Komite Bersama, oleh ketua Sub-Komite atau
atas permintaan salah satu Pihak. Tempat penyelenggaraan wajib bergantian antara Negara
EFTA dan Indonesia, kecuali disetujui sebaliknya oleh Para Pihak.

6. Pertemuan-pertemuan Sub-Komite Kerjasama wajib dipimpin bersama oleh salah satu
Negara EFTA dan Indonesia.

7. Ketua Sub-Komite wajib menyiapkan agenda sementara untuk setiap pertemuan
dengan berkonsultasi dengan Para Pihak, dan mengirimkannya kepada Para Pihak, sebagai
aturan umum, selambat-lambatnya dua minggu sebelum pertemuan.
8. Sub-Komite harus menyiapkan laporan tentang hasil setiap pertemuan, dan Ketua
wajib, jika diminta, melaporkan pada pertemuan Komite Bersama.

PASAL 9.8

Penyelesaian Sengketa

1. Para Pihak tidak akan meminta bantuan penyelesaian sengketa di bawah Bab 11
(Penyelesaian Sengketa) untuk setiap masalah yang timbul di bawah Bab ini.

2. Setiap perselisihan antara Para Pihak mengenai interpretasi dan pelaksanaan dari Bab
ini wajib diselesaikan secara damai.
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BAB 10

KETENTUAN KELEMBAGAAN

Pasal 10.1

Komite Bersama

1. Para Pihak dengan ini membentuk Komite Bersama EFTA-Indonesia yang terdiri dari
perwakilan dari masing-masing Pihak. Para Pihak wajib diwakili oleh pejabat senior, yang
didelegasikan oleh mereka untuk tujuan ini.

2. Fungsi dari Komite Bersama wajib:

(@) Memantau dan meninjau kembali implementasi Persetujuan ini, termasuk
menjajaki kemungkinan untuk merekomendasikan penghapusan lebih lanjut
hambatan perdagangan dan tindakan-tindakan pembatasan lainnya terkait
perdagangan antara negara-negara EFTA dan Indonesia.

(b) Untuk mempertimbangkan elaborasi lebih lanjut dari Persetujuan ini;

(c) Mengawasi pekerjaan dari semua sub-sub komite dan kelompok - kelompok kerja
yang dibentuk berdasarkan Persetujuan ini;

(d) Mengupayakan untuk menyelesaikan ketidaksepakatan yang dapat timbul terkait
interpretasi atau penerapan Persetujuan ini;

(e) Mempertimbangkan isu lain yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Persetujuan
ini;

3. Komite Bersama dapat memutuskan untuk membentuk sub-sub komite dan
kelompok-kelompok kerja, jika dipandang perlu, untuk membantu dalam menyelesaikan
tugasnya. Kecuali ditentukan sebaliknya dalam Persetujuan ini, sub-sub komite dan
kelompok-kelompok kerja wajib bekerja dibawah mandat yang dibentuk oleh Komite
Bersama.

4. Komite Bersama dapat mengambil keputusan sebagaimana tercantum dalam
Persetujuan ini, dan dapat membuat rekomendasi pada hal-hal lainnya melalui konsensus.

5. Komite Bersama wajib bertemu dalam waktu 1 tahun sejak berlakunya Persetujuan
ini. Selanjutnya, Komite Bersama wajib bertemu kapan pun diperlukan namun umumnya
setiap 2 tahun. Pertemuan tersebut wajib diketuai bersama oleh salah satu negara EFTA dan
Indonesia. Komite Bersama wajib membentuk ketentuan tentang prosedur.

6. Masing-masing Pihak dapat meminta setiap saat, melalui pemberitahuan secara
tertulis kepada Pihak lain mengenai pertemuan khusus Komite Bersama. Pertemuan tersebut
wajib dilangsungkan dalam waktu 30 hari sejak tanggal penerimaan permohonan, kecuali
para Pihak menyepakati sebaliknya

55



7. Jika perwakilan dari suatu Pihak dalam Komite Bersama telah menerima suatu
keputusan yang bergantung pada pemenuhan persyaratan hukum domestik, keputusan
tersebut wajib mulai berlaku pada tanggal Pihak terakhir menyampaikan pemberitahuan telah
terpenuhinya persyaratan hukum domestik, kecuali keputusan tersebut menetapkan tanggal
yang lebih akhir. Komite bersama dapat memutuskan bahwa keputusannya wajib mulai
berlaku untuk para Pihak yang sudah memenuhi persyaratan hukum domestiknya, sepanjang
Indonesia merupakan salah satu dari para Pihak tersebut.

Pasal 10.2

Komunikasi

Masing-masing Pihak wajib menunjuk suatu Pihak Penghubung utuk memfasilitasi
komunikasi antara para Pihak mengenai hal yang berkaitan dengan Persetujuan ini.
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BAB 11

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 11.1
Ruang Lingkup dan Forum

1. Kecuali ditentukan sebaliknya dalam Persetujuan ini, Bab ini wajib berlaku terhadap
penyelesaian sengketa jika suatu Pihak mempertimbangkan bahwa suatu tindakan dari Pihak
lain melanggar Persetujuan ini.

2. Sengketa mengenai masalah yang sama yang timbul berdasarkan Persetujuan ini
maupun perjanjian WTO dapat diselesaikan di kedua forum sebagaimana diskresi dari Pihak
Penggugat®3. Forum yang dipilih dengan demikian wajib digunakan mengesampingkan yang
lain.

3. Untuk tujuan-tujuan dari ayat 2, prosedur penyelesaian sengketa dibawah perjanjian
WTO dianggap dipilih berdasarkan permohonan pembentukan panel dari suatu Pihak
berdasarkan Pasal 6 WTO Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement
of Disputes, sedangkan prosedur penyelesaian sengketa dibawah Persetujuan ini dianggap
dipilih berdasarkan permohonan arbitrase sesuai ketentuan ayat 1 dari Pasal 11.4
(Pembentukan Panel Arbitrase)

4. Sebelum suatu Pihak menginisiasi proses penyelesaian sengketa berdasarkan
perjanjian WTO melawan Pihak lain, pihak tersebut wajib memberitahukan niatnya kepada
Pihak lain secara tertulis.

Pasal 11.2

Jasa Baik, Konsiliasi atau Mediasi

1. Jasa baik, konsiliasi dan mediasi merupakan prosedur-prosedur yang dilakukan secara
sukarela jika para Pihak yang bersengketa menyetujui demikian. Ketiganya dapat diminta
setiap saat oleh pihak yang bersengketa. Ketiganya dapat dimulai kapan saja dengan
kesepakatan para pihak yang bersengketa dan dapat dihentikan setiap saat oleh pihak yang
bersengketa. Ketiganya dapat berlanjut sementara proses panel arbitrase dibentuk atau
bertemu kembali sesuai dengan Bab ini masih berjalan.

2. Proses yang melibatkan jasa baik, konsiliasi atau mediasi dan khususnya posisi yang
diambil oleh Para Pihak selama proses ini, wajib diperlakukan secara rahasia, dan dengan
tanpa mengesampingkan hak-hak para pihak yang bersengketa dalam setiap proses lebih
lanjut.
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Pasal 11.3
Konsultasi

1. Para Pihak wajib setiap saat berupaya untuk melakukan kerja sama dan konsultasi
untuk mencapai solusi yang saling memuaskan atas hal-hal sebagaimana dirujuk pada ayat 1
Pasal 11.1 (Ruang Lingkup dan Forum).

2. Suatu Pihak dapat mengajukan permohonan konsultasi secara tertulis kepada Pihak
lain jika dipertimbangkan tindakan tersebut tidak konsisten dengan Persetujuan ini. Pihak
yang mengajukan permohonan wajib memberikan alasan permohonannya, termasuk
identifikasi tindakan-tindakan yang dipermasalahkan dan indikasi dari dasar hukum dan fakta
atas permohonannya. Pihak yang mengajukan permohonan konsultasi wajib sekaligus
memberitahukan permohonannya kepada Pihak-Pihak lain secara tertulis. Pihak termohon
wajib membalas permohonan dalam waktu sepuluh hari sejak diterimanya permohonan.

3. Konsultasi wajib dimulai dalam waktu 30 hari dari tanggal peneriman permohonan
konsultasi. Konsultasi mengenai hal-hal penting, termasuk terkait barang-barang yang mudah
rusak, wajib dimulai dalam waktu 20 hari sejak tanggal penerimaan permohonan konsultasi.

4. Para Pihak yang berkonsultasi wajib menyediakan informasi yang memadai untuk
memungkinkan pemeriksaan menyeluruh apakah tindakannya tidak konsisten dengan
Persetujuan ini dan memperlakukan setiap informasi rahasia yang dipertukarkan pada masa
konsultasi dengan cara yang sama sebagai Pihak yang memberikan informasi.

5. Konsultasi wajib bersifat rahasia dan tanpa mengesampingkan hak para Pihak dalam
proses lebih lanjut.

6. Para Pihak yang bersengketa wajib menginformasikan kepada Pihak lain setiap solusi
yang disepakati bersama mengenai hal tersebut.

Pasal 11.4

Pembentukan Panel Arbitrase

1. Pihak Pemohon dapat memohon pembentukan panel arbitrase dengan ecara—dari
permohonan tertulis kepada Pihak Termohon jika:

Pihak Termohon tidak menjawab dalam waktu 10 hari sejak tanggal penerimaan permohonan
sesuai dengan Pasal 11.3 ayat 2 (Konsultasi);

a. Pihak Termohon tidak memulai konsultasi dalam waktu 30 hari atau dalam waktu 20

hari untuk hal-hal penting, sejak tanggal diterimanya permintaan konsultasi sesuai
Pasal 11.3 ayat 3 (Konsultasi); atau

b. konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.3 (Konsultasi) gagal untuk
menyelesaikan sengketa dalam waktu 60 hari, atau 45 hari berkaitan dengan hal-hal
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yang mendesak, termasuk hal mengenai barang mudah rusak, dari tanggal
diterimanya permintaan konsultasi oleh pihak Termohon.

Satu salinan permintaan wajib dikomunikasikan kepada Pihak lainnya agar mereka dapat
menentukan apakah akan berpartisipasi dalam proses arbitrasi.

2. Permohonan pembentukan suatu panel arbitrase wajib mengidentifikasi tindakan
spesifik yang dipermasalahkan dan memberikan rangkuman singkat dari dasar hukum
dan faktual dari permohonan.

3. Panel arbitrase wajib terdiri dari tiga arbitrator yang wajib ditunjuk sesuai dengan
“Aturan—aturan Opsional dari Mahkamah Arbitrase Permanen untuk Arbitrasi atas Sengketa
antara Dua Negara”, yang mulai berlaku pada 20 Oktober 1992 (selanjutnya disebut “Aturan
Opsional”), secara mutatis mutandis. Tanggal pembentukan panel arbitrase wajib pada
tanggal saat Ketua ditunjuk.

4. Kecuali para pihak dalam sengketa menyepakati sebaliknya dalam waktu 20 hari
setelah tanggal diterimanya permintaan pembentukan panel arbitrase, kerangka acuan kerja
untuk panel arbitrase wajib:

“Memeriksa, dalam konteks ketentuan terkait pada Persetujuan ini, hal-hal yang
dimaksud dalam permohonan pembentukan panel arbitrase sesuai Pasal 11.4
(Pembentukan Panel Arbitrase) dan untuk membuat temuan hukum dan fakta yang
disertai alasan-alasannya, beserta rekomendasi-rekomendasi, jika ada, untuk
penyelesaian sengketa dan implementasi putusan.”

5. Apabila lebih dari satu Pihak meminta pembentukan panel terkait hal yang sama atau
apabila permohonan melibatkan lebih dari satu Pihak termohon, dan apabila dimungkinkan,
satu panel arbitrase dapat dibentuk untuk memerikan permohonan terkait hal yang sama,
bergantung pada persetujuan para pihak dalam sengketa.

6. Pihak yang tidak termasuk dalam sengketa berhak, atas pengiriman pemberitahuan
tertulis, kepada para pihak dalam sengketa, untuk membuat penyampaian tertulis, termasuk
lampiran-lampiran, dari para pihak dalam sengketa, menghadiri dengar pendapat dan
membuat pernyataan lisan.

Pasal 11.5

Prosedur Panel Arbitrase

1. Kecuali dinyatakan sebaliknya dalam Persetujuan ini atau disepakati antara para pihak
dalam sengketa, prosedur panel wajib diatur oleh Aturan Opsional, secara mutatis mutandis.

2. Panel arbitrase wajib memeriksa hal yang dirujuk kepadanya dalam permohonan
pembentukan panel arbitrase dalam konteks ketentuan terkait dalam Persetujuan ini yang di
interpretasikan berdasarkan aturan interpretasi hukum internasional publik.

3. Bahasa setiap proses beracara wajib dilakukan dalam bahasa Inggris. Dengar
pendapat panel arbitrase wajib tertutup selama diskusi atas informasi rahasia. Selain dari itu,
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dengar pendapat wajib terbuka untuk umum, kecuali para pihak dalam sengketa memutuskan
sebaliknya.

4. Tidak dibenarkan adanya komunikasi ex parte dengan panel arbitrase mengenai hal-
hal yang sedang diperiksa.

5. Penyampaian tertulis suatu pihak, versi tertulis dari pernyataan-pernyataan lisan dan
tanggapan-tanggapan atas pertanyaan panel arbitrase, wajib, pada waktu yang sama dengan
penyampaiannya kepada panel arbitrasi, diteruskan oleh Pihak tersebut kepada pihak lainnya
dalam sengketa.

6. Para Pihak wajib memperlakukan sebagai rahasia atas informasi yang disampaikan
kepada panel arbitrase, yang telah dinyatakan sebagai rahasia oleh Pihak yang menyampaikan
informasi tersebut.

7. Keputusan-keputusan panel arbitrase wajib diambil oleh sebagian besar arbiternya.
Arbiter dapat melengkapi opini secara terpisah atas hal-hal yang tidak disetujui dengan suara
bulat. Panel arbitrase wajib tidak mengungkapkan arbiter mana yang diasosiasikan dengan
opini mayoritas atau minoritas.

Pasal 11.6
Laporan Panel

1. Panel arbitrase dalam keadaan normal wajib menyampaikan laporan awal yang berisi
temuan-temuannya dan penetapan-penetapannya kepada para pihak dalam sengketa selambat-
lambatnya 90 hari sejak tanggal pembentukan panel. Dalam keadaan apapun tidak dibenarkan
lebih lama dari lima bulan sejak tanggal dimaksud. Suatu pihak dalam sengketa dapat
menyampaikan tanggapan tertulis kepada panel arbitrase atas laporan awalnya dalam waktu
14 hari sejak tanggal diterimanya laporan. Panel arbitrase dalam keadaan normal wajib
memaparkan laporan akhir kepada para pihak dalam sengketa dalam waktu 30 hari sejak
tanggal diterimanya laporan awal.

2. Laporan akhir, sebagaimana laporan lain berdasarkan Pasal 11.8 (Implementasi Akhir
Laporan Panel) dan 11.9 (Kompensasi dan Penundaan Manfaat), wajib dikomunikasikan
kepada Para Pihak. Laporan wajib terbuka untuk umum, kecuali para pihak dalam sengketa
memutuskan sebaliknya, dengan memperhatikan perlindungan setiap informasi rahasia.

3. Penetapan apapun dari panel arbitrase berdasarkan ketentuan dalam Bab ini wajib
bersifat final dan mengikat para pihak dalam sengketa.

Pasal 11.7

Penghentian Sementara atau Pengakhiran Proses Beracara Panel Arbitrase

1. Apabila para pihak dalam sengketa sepakat, panel arbitrase dapat menghentikan
sementara kerjanya setiap waktu dalam waktu tidak lebih dari 12 bulan. Jika kerja panel
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arbitrase telah dihentikan sementara lebih dari 12 bulan, kewenangan panel arbitrase untuk
memeriksa sengketa wajib berakhir, kecuali para pihak dalam sengketa sepakat sebaliknya.

2. Pihak Pemohon dapat menarik permohonannya setiap waktu sebelum laporan awal
dikeluarkan. Penarikan tersebut dengan tanpa mengesampingkan haknya untuk
menyampaikan permohonan baru terkait permasalahan yang sama dikemudian hari.

3. Para pihak dalam sengketa dapat sepakat di setiap waktu untuk menghentikan proses
beracara panel arbitrase yang dibentuk dibawah Persetujuan ini dengan pemberitahuan
tertulis secara bersama kepada Ketua panel arbitrase tersebut.

4. Panel arbitrase dapat, pada setiap tahap dari proses beracara sebelum dikeluarkannya
laporan akhir, mengusulkan para pihak dalam sengketa untuk menyelesaikan sengketa secara
damai.

Pasal 11.8
Implementasi laporan akhir panel

1. Termohon wajib dengan segera mematuhi putusan dalam laporan akhir. Jika
kepatuhan tidak dapat dilakukan dengan segera, para pihak dalam sengketa wajib
mengupayakan untuk menyepakati waktu yang wajar untuk melakukannya. Dalam hal tidak
ada kesepakatan tersebut dalam waktu 45 hari, sejak tanggal dikeluarkannya laporan akhir,
pihak manapun dalam sengketa dapat meminta panel arbitrase awal untuk menentukan
lamanya waktu yang wajar, dalam konteks tertentu atas perkara dimaksud. Penetapan panel
arbitrase dalam keadaan normal wajib diberikan dalam waktu 60 hari sejak tanggal
diterimanya permohonan.

2. Termohon wajib memberitahukan Pemohon dalam sengketa atas tindakan yang
diambil dalam rangka mematuhi putusan dalam laporan akhir, serta memberikan deskripsi
secara rinci mengenai bagaimana suatu tindakan memastikan kepatuhan yang memadai
sehingga memungkinkan pihak lainnya dalam sengketa untuk menilai kebijakan tersebut.

3. Dalam hal terjadi ketidaksepakatan terkait apakah suatu tindakan sesuai dengan
putusan dalam laporan akhir atau apakah terdapat konsistensi tindakan tersebut dengan
putusan, ketidaksepakatan tersebut wajib diputuskan oleh panel arbitrasi yang sama
berdasarkan permintaan salah satu pihak dalam sengketa sebelum kompensasi dapat
dilakukan atau penghentian sementara manfaat dapat diterapkan sesuai Pasal 11.9
(Kompensasi dan Penghentian Sementara Manfaat). Putusan panel arbitrasi dalam keadaan
normal wajib diberikan dalam waktu 90 hari sejak tanggal diterimanya permohonan.

Pasal 11.9
Kompensasi dan Penghentian Sementara Manfaat

1. Jika Termohon tidak mematuhi putusan panel arbitrase sebagaimana dimaksud Pasal
11.8 (Implementasi Laporan Akhir Panel), atau memberitahukan Pemohon bahwa Termohon
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tidak bermaksud mematuhi laporan akhir panel, Pihak tersebut wajib, jika dimintakan oleh
Pemohon, melakukan konsultasi dengan tujuan untuk menyepakati kompensasi yang dapat
diterima bersama. Jika tidak ada kesepakatan tersebut dalam waktu 20 hari dari tanggal
diterimanya permintaan, Pemohon berhak untuk menghentikan sementara pemberian manfaat
yang dilakukan berdasarkan Persetujuan ini namun hanya senilai yang terkena dampak dari
tindakan atau hal yang oleh panel arbitrase telah dinyatakan tidak konsisten dengan
Persetujuan ini.

2. Dalam mempertimbangkan manfaat apa yang akan dihentikan sementara, pihak
Pemohon sebaiknya terlebih dahulu berupaya menghentikan sementara manfaat pada sektor
yang sama atau sektor-sektor yang terkena dampak tindakan atau hal yang oleh panel
arbitrase dinyatakan tidak konsisten dengan Persetujuan ini. Pihak Pemohon yang
mempertimbangkan bahwa penghentian sementara manfaat tidak dimungkinkan atau efektif
pada sektor yang sama dapat menghentikan sementara manfaat di sektor lain.

3. Pihak Pemohon wajib memberitahukan Pihak Termohon akan manfaat yang
dikehendaki untuk dihentikan sementara, dasar penghentian sementara dimaksud dan kapan
penghentian sementara akan dimulai, tidak lebih lama dari 30 hari sebelum tanggal
penghentian sementara mulai berlaku. Dalam waktu 15 hari sejak tanggal diterimanya
pemberitahuan tersebut, Pihak Termohon dapat meminta panel arbitrase awal untuk
menetapkan apakah manfaat yang dimaksudkan Pihak Pemohon untuk dihentikan sementara
senilai dengan yang terkena dampak kebijakan atau hal yang dinyatakan tidak konsisten
dengan Persetujuan ini, dan apakah penundaan yang diajukan sesuai dengan ayat 1 dan 2.
Putusan panel arbitrase wajib diberikan dalam waktu 45 hari sejak tanggal diterimanya
permintaan. Manfaat tidak dapat dihentikan sementara sampai panel arbitrase mengeluarkan
putusannya.

4. Kompensasi dan penghentian sementara manfaat wajib bersifat sementara dan wajib
hanya diberlakukan oleh Pihak Pemohon sampai tindakan atau hal yang dinyatakan tidak
konsisten dengan Persetujuan ini telah ditarik atau diubah sehingga menjadi sesuai dengan
Persetujuan ini, atau sampai para pihak dalam sengketa telah menyelesaikan sengketanya
dengan cara sebaliknya.

5. Atas permintaan para pihak dalam sengketa, panel arbitrase awal wajib menetapkan
kesesuaian dengan laporan akhir atas implementasi kebijakan yang diambil setelah
penghentian sementara manfaat dan, dalam konteks penetapan dimaksud, apakah penghentian
sementara manfaat sebaiknya diakhiri atau diubah. Putusan panel arbitrase wajib diberikan
dalam waktu 30 hari sejak tanggal diterimanya permintaan.

Pasal 11.10
Ketentuan Lain-lain

1. Kapanpun dimungkinkan, panel arbitrase sebagaimana dimaksud pada Pasal 11.8
(Implementasi Laporan Akhir Panel) dan 11.9 (Kompensasi dan Penghentian Sementara
Manfaat) wajib terdiri dari para arbiter yang sama dengan yang mengeluarkan laporan akhir.
Jika seorang arbiter dari panel arbitrase awalnya tidak tersedia, penunjukan arbiter pengganti
harus dilakukan sesuai dengan prosedur seleksi arbiter sebelumnya.
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2. Jangka waktu yang disebutkan dalam Bab ini dapat diubah dengan kesepakatan
bersama dari para pihak yang bersengketa.
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BAB 12

KETENTUAN AKHIR

Pasal 12.1
Catatan Kaki, Lampiran dan Appendix

Catatan kaki dan Lampiran dari Persetujuan ini, termasuk Appendix, merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Persetujuan ini.

Pasal 12.2

Perubahan

1. Pihak manapun dapat mengajukan usulan untuk perubahan Persetujuan ini kepada
Komite Bersama untuk pertimbangan dan rekomendasi.

2. Perubahan dari Persetujuan ini wajib tunduk pada prosedur ratifikasi, penerimaan atau
persetujuan sesuai dengan persyaratan hukum masing-masing pihak. Kecuali jika disepakati
sebaliknya oleh Para Pihak, perubahan wajib mulai berlaku pada hari pertama dari bulan
ketiga setelah penyimpanan dari instrumen ratifikasi, penerimaan, atau persetujuan yang
terakhir.

3. Tanpa mengesampingkan paragraf 1 dan 2, Komite Bersama dapat memutuskan untuk
mengubah Lampiran dan Appendix dari Persetujuan ini. Penerimaan keputusan oleh suatu
Pihak bergantung pada pemenuhan persyaratan hukum domestiknya. Keputusan tersebut
wajib mulai berlaku pada hari pertama dari bulan ketiga setelah tanggal Pihak yang terakhir
memberitahukan Depositary bahwa persyaratan hukum domestiknya telah dipenuhi, kecuali
ditentukan lain pada keputusan.

4. Naskah perubahan dan instrumen ratifikasi, penerimaan atau persetujuan wajib
disimpan pada Depositary.

5. Jika persyaratan hukum mengizinkan, suatu Pihak dapat menerapkan perubahan untuk

sementara waktu, menunggu mulai berlakunya Perjanjian untuk Pihak tersebut.
Pemberlakuan sementara dari perubahan wajib diberitahukan kepada Depositary.

Pasal 12.3

Aksesi
1. Suatu Negara yang akan menjadi Anggota EFTA dapat melakukan aksesi pada

Persetujuan ini dengan ketentuan dan persyaratan yang disepakati oleh Para Pihak dan
Negara yang melakukan aksesi.

64



2. Berkaitan dengan Negara yang melakukan aksesi, Persetujuan ini wajib mulai berlaku
pada hari pertama dari bulan ketiga setelah tanggal Negara yang melakukan aksesi dan Para
Pihak yang telah ada telah menyimpan instrumen ratifikasi, penerimaan atau persetujuan dari
ketentuan aksesi.

Pasal 12.4

Penarikan dan Pengakhiran
1. Setiap Pihak dapat menarik diri dari Persetujuan ini melalui pemberitahuan tertulis

kepada Depositary. Penarikan diri wajib berlaku terhitung enam bulan sejak tanggal
pemberitahuan diterima oleh Depositary..

2. Jika Indonesia menarik diri, Persetujuan ini wajib berakhir sejak penarikan berlaku
sesuai dengan ketentuan paragraf 1.

3. Negara EFTA manapun yang melakukan penarikan diri dari Konvensi pembentukan
European Free Trade Association wajib, secara jelas pada hari yang sama dengan berlakunya
penarikan, berhenti menjadi Pihak dari Persetujuan ini.

Pasal 12.5

Mulai Berlakunya Persetujuan
1. Persetujuan ini wajib tunduk pada prosedur ratifikasi, penerimaan atau persetujuan

sesuai dengan persyaratan hukum dan konstitusional masing-masing Pihak. Instrumen
ratifikasi, penerimaan atau persetujuan wajib disimpan pada Depositary.

2. Persetujuan ini wajib mulai berlaku pada hari pertama dari bulan ketiga setelah paling
sedikit dua Negara EFTA dan Indonesia telah menyimpan instrumen ratifikasi, penerimaan
atau persetujuan milik mereka.

3. Berkaitan dengan Negara EFTA yang melakukan penyimpanan instrumen ratifikasi,
penerimaan atau persetujuan setelah Persetujuan ini berlaku, Persetujuan ini wajib berlaku

pada hari pertama dari bulan ketiga setelah penyimpanan instrumen ratifikasi, penerimaan
atau persetujuan miliknya.

Pasal 12.6

Depositary

Pemerintah Norwegia wajib bertindak sebagai Depositary.
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SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, yang diberi kuasa penuh,
menandatangani Persetujuan ini.

Dibuat di Jakarta, Indonesia, hari ini 16 Desember 2018, satu naskah asli dalam Bahasa
Inggris, yang wajib disimpan pada Depositary, yang wajib mengirimkan salinan yang sah
kepada semua Pihak.

Untuk Republik Indonesia

Untuk Konfederasi Swiss
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SECTION |

GENERAL PROVISIONS

Article 1

Definitions

For the purposes of this Annex:

(2)

(b)
(©)

(d)

(e)

(f)
(2

(h)

(i)
G

(k)

“Party” means Indonesia, Iceland, Norway or the customs territory of
Switzerland. Pursuant to the Customs Treaty of 1923 between
Switzerland and Liechtenstein, a product originating in Liechtenstein
shall be considered as originating in Switzerland;

“chapter” means a chapter (two-digit codes) of the Harmonized System;

“competent authority” means the authority that, according to the
domestic laws and regulations of a Party, is responsible for
authorisations, verifications and other origin issues;

“customs value” means the value determined in accordance with the
Agreement on Implementation of Article VII of the General Agreement
on Tariffs and Trade 1994 (hereinafter referred to as “WTO Agreement
on Customs Valuation”);

“ex-works price” means the price paid for a product to the manufacturer
in the Party where the last working or processing was carried out, in
accordance with the international commercial terms (“incoterms”),
excluding internal taxes which may be repaid when the product is
exported;

“goods” means materials or products;

“Harmonized System” or “HS” means the Nomenclature of the
Harmonized Commodity Description and Coding System set out in the
Annex to the International Convention on the Harmonized Commodity
Description and Coding System, and adopted and implemented by the

Parties in their respective domestic laws and regulations;

“heading” means a heading (four-digit codes) of the Harmonized
System;

“manufacture” means working or processing, including assembly;

“material” means any ingredient, raw material, component or part, used
in the manufacture of a product;

“product” means a product that has been manufactured;



D “sub-heading” means a sub-heading (six-digit codes) of the Harmonized

System;

(m)  “territory” includes the land territory, internal waters and the territorial
sea of a Party;

(n) “value of materials” means the customs value at the time of importation

of the non-originating materials used, or, if this is not known and cannot
be ascertained, the first ascertainable price paid for the materials in a

Party.
Article 2
General Requirements
1. For the purposes of this Agreement, a product shall be considered as originating

in a Party if:

(a) it has been wholly obtained in that Party, in accordance with Article 3
(Wholly Obtained Products);

b the non-originating materials used in the working or processing of that
g g gorp g
product have undergone sufficient working or processing in a Party, in

accordance with Article 4 (Sufficient Working or Processing); or

(c) it has been produced in a Party exclusively from materials originating in
that Party.

2. Without prejudice to paragraph 1, a product originating in Liechtenstein shall,
due to the Customs Treaty of 1923 between Switzerland and Liechtenstein, be
considered as originating in Switzerland.
Article 3
Wholly Obtained Products

The following products shall be considered as wholly obtained in a Party:

(a) mineral products and other non-living natural resources extracted or
taken from its soil or seabed;

(b)  vegetable products harvested there;
(©) live animals born and raised there;
(d)  products from live animals raised there;

(e) products obtained by hunting, trapping, fishing or aquaculture conducted
there;



€3} products of sea fishing and other marine products taken from the sea
outside the territorial sea of any country, by a vessel registered in a Party
and flying its flag, and products manufactured exclusively from such
products, on board a factory ship registered in a Party and flying its flag;

(g)  products extracted from marine soil or sub-soil outside the Parties’
territorial sea provided that they have the sole rights to exploit that soil or
sub-soil;

(h)  waste and scrap resulting from manufacturing operations conducted
there;

(1) used products collected there fit only for the recovery of raw materials,
including used tyres which no longer comply with the national
legislation; or

)] products manufactured there exclusively from those specified in
subparagraphs (a) to (i).

Atrticle 4
Sufficient Working or Processing

1. Without prejudice to Article 5 (Insufficient Working or Processing), a product
listed in Appendix 1 (Product Specific Rules) shall be considered to have undergone
sufficient working or processing if the product specific rules of that Appendix are
fulfilled.

2. If a product, which has acquired originating status in accordance with paragraph
1 in a Party, is further processed in that Party and used as material in the manufacture of
another product, no account shall be taken of the non-originating components of that
material.

3. Where a rule set out in Appendix 1 (Product Specific Rules) is based on
compliance with a sufficient processing threshold or a maximum content of non-
originating materials, the value of non-originating materials may be calculated on an
average basis over a period of three months in order to take into account the fluctuations
in costs or currency rates, subject to the domestic requirements of the exporting Party.

4. Notwithstanding paragraph 1, non-originating materials do not have to fulfil the
conditions set out in Appendix 1 (Product Specific Rules) to be considered to have
undergone sufficient working or processing, provided that:

(a) their total value does not exceed 20% of the ex-works price of the
product; and

(b) no maximum value of non-originating materials set out in Appendix 1
(Product Specific Rules) is exceeded through the application of this
paragraph.



Article 5

Insufficient Working or Processing

1. Notwithstanding Article 4 (Sufficient Working or Processing), the following
operations shall be considered insufficient to confer originating status:

(2)

(b)
(©)
(d)
()
()
(2)

(h)
(1)
@)
(k)
(M

(m)

(n)
(0)

(p)
(@

preserving operations to ensure that a product remains in good condition
during transport and storage;

freezing or thawing;

packaging and re-packaging;

washing, cleaning, removal of dust, oxide, oil, paint or other coverings;
ironing or pressing of textiles;

simple painting and polishing;

husking, partial or total bleaching, polishing, and glazing of cereals and
rice;

operations to colour sugar or form sugar lumps;

peeling and removal of stones and shells from fruits, nuts and vegetables;
sharpening, simple grinding or simple cutting;

sifting, screening, sorting, classifying, grading, matching;

simple placing in bottles, cans, flasks, bags, cases, boxes, fixing on cards
or boards and all other simple packaging operations;

affixing or printing marks, labels, logos and other like distinguishing
signs on products or their packaging;

simple mixing of products, whether or not of different kinds;

simple assembly of parts of articles to constitute a complete article or
disassembly of products into parts;

slaughter of animals; or

a combination of two or more operations specified in subparagraphs (a)
to (p).



2. For the purposes of paragraph 1, “simple” describes activities which require
neither special skills nor machines, apparatus or equipment especially produced or
installed to carry out the activity.

3. All operations carried out in a Party on a given product shall be taken into
account when determining whether the working or processing undergone by that
product is considered as insufficient working or processing referred to in paragraph 1.

Article 6
Accumulation of Origin

1. Without prejudice to Article 2 (General Requirements), a product originating in
a Party, which is used as material in the manufacture of a product in another Party, shall
be considered as originating in the Party where the last operations beyond those referred
to in paragraph 1 of Article 5 (Insufficient Working or Processing) have been carried
out.

2. A product originating in a Party, which is exported from one Party to another
and does not undergo working or processing beyond those referred to in paragraph 1 of
Article 5 (Insufficient Working or Processing), shall retain its origin.

3. Where materials originating in two or more Parties are used in the manufacture
of a product and these materials have not undergone any working or processing beyond
the operations referred to in Article 5 (Insufficient Working or Processing), the origin of
the product is determined by the material with the highest customs value, or if this
cannot be ascertained, with the highest first ascertainable price paid for that material in
that Party.

Article 7

Unit of Qualification

l. For the purpose of determining the originating status, the unit of qualification of
a product or material shall be determined in accordance with the Harmonized System.

2. Pursuant to paragraph 1:

(a) packaging shall be included with the product if it is included with that
product in accordance with General Interpretative Rule 5 of the
Harmonized System;

(b) where a set of articles, in accordance with General Interpretative Rule 3
of the Harmonized System, is classified under a single heading, it shall
constitute the unit of qualification; and

(©) where a consignment consists of a number of identical products
classified under a single heading or subheading of the Harmonized
System, each product shall be considered separately.



3. Accessories, spare parts and tools dispatched with a piece of equipment,
machine, apparatus or vehicle, which are part of the normal equipment and included in
its ex-works price, or which are not separately invoiced, shall be considered as part of
the product in question.

Article 8
Neutral Elements

Neutral elements, which have not entered into the final composition of the
product, such as energy and fuel, plant and equipment, or machines and tools, shall not
be taken into account when the origin of that product is determined.

Article 9
Accounting Segregation

1. If originating and non-originating fungible materials are used in the working or
processing of a product, the determination of whether the materials used are originating
may be determined on the basis of an inventory management system, subject to prior
authorisation.

2. For the purposes of paragraph 1, “fungible materials” means materials that are of
the same kind and commercial quality, with the same technical and physical
characteristics, and which cannot be distinguished from one another once they are
incorporated into the finished product.

3. The inventory management system shall be based on generally accepted
accounting principles applicable in the Party where the product is manufactured and
ensure that no more final products receive originating status than would have been the
case if the materials had been physically segregated.

4. A producer using an inventory management system shall keep records of the
operation of the system that are necessary for the customs administration of the Party
concerned to verify compliance with the provisions of this Annex.

5. The authorisation to use accounting segregation may be withdrawn if the
producer makes improper use of it.



SECTION Il

TERRITORIAL REQUIREMENTS

Article 10
Principle of Territoriality

1. The conditions for acquiring originating status set out in the provisions of
Section I (General Provisions) must be fulfilled without any interruption in the territory
of a Party.

2. If an originating product is returned to the exporting Party after having been
exported to a non-party without having undergone any operation there, beyond those
necessary to preserve it in good condition, that product shall retain its origin.

3. Notwithstanding paragraph 1, the acquisition of originating status of a product in
accordance with the provisions of Section I (General Provisions) shall not be affected
by operations carried out in a non-party, under an outward processing procedure or a
similar arrangement, if:

(a) the re-imported product has been obtained from the exported materials;

(b) the total added value acquired in the non-party does not exceed 20% of
the ex-works price of the product; and

(c) taken together, the total value of the non-originating materials
incorporated in the Party and the total added value acquired outside the
Party concerned does, not exceed the value allowed in accordance with
Appendix 1 (Product Specific Rules).

4. For the purposes of subparagraph 3 (b), “total added value” means all costs
arising outside the Party concerned, including transport costs and the value of materials
incorporated there.

Article 11

Direct Transport

l. Preferential treatment in accordance with the Agreement shall only be granted to
originating goods that are transported directly between the Parties.

2. Notwithstanding paragraph 1, originating goods may be transported through
territories of non-parties, provided that they:

(a) do not undergo operations other than unloading, reloading, splitting-up
of consignments or any operation designed to preserve it in good
condition; and



(b) remain under customs control in those non-parties.

3. It is understood that originating goods may be transported by pipeline across
territories of non-parties.

4. Upon request, an importer shall supply appropriate evidence to the customs

authorities of the importing Party that the conditions set out in paragraph 2 have been
fulfilled.

SECTION Il1

PROOF OF ORIGIN

ARTICLE 12
Origin Declaration

1. For goods originating in a Party and otherwise fulfilling the requirements of this
Annex, an origin declaration may be completed by an exporter established in a Party.
While recognising that the Indonesian system requires information pertaining to the
origin criteria, the origin declaration as set out in Appendix 2 (Origin Declaration) shall
be the basis for granting preferential treatment under the Agreement.

2. The origin declaration must be completed on an invoice or any other commercial
document that identifies the exporter and the originating goods, and, except as provided

in Article 14 (Approved Exporter), bear the original signature of the exporter.

3. An origin declaration shall be valid for 12 months from the date of completion.

Article 13
Representation
1. Subject to the domestic requirements of the exporting Party, forwarding agents,
customs brokers and other persons have to be entitled in writing by the exporter of the

product to complete origin declarations.

2. The representative must submit his title of representation to the competent
authorities of the exporting Party, upon their request.



Article 14
Approved Exporter

l. The competent authorities of the exporting Party may, subject to domestic
requirements, authorise an exporter of that Party to complete origin declarations without
signing them, provided that he submits a written undertaking to those competent
authorities, stating that he accepts full responsibility for any origin declaration which
identifies him, as if he had signed it.

2. An exporter who requests such authorisation must offer to the satisfaction of the
competent authorities of the exporting Party all guarantees necessary to verify the
originating status of the goods as well as the fulfilment of the other requirements of this
Annex.

3. The competent authorities of the exporting Party shall provide an approved
exporter of that Party with an authorisation number. The authorisation number must be
included in the origin declaration instead of the signature.

4. The competent authorities of the exporting Party may verify the proper use of an
authorisation and withdraw it if the exporter no longer meets the conditions referred to
in paragraph 2 or otherwise makes improper use of it.

SECTION IV

PREFERENTIAL TREATMENT

Article 15
Importation Requirements

1. A Party shall grant preferential tariff treatment in accordance with this
Agreement to originating products imported from another Party, on the basis of an
origin declaration referred to in Article 12 (Origin Declaration).

2. In order to obtain preferential tariff treatment, the importer must, in accordance
with the procedures applicable in the Party of import, request preferential tariff
treatment at the time of importation of an originating product.

3. Subject to the domestic laws and regulations of the importing Party, an importer
who is not in possession of an origin declaration at the time of importation may present
the origin declaration and, if required, other documentation relating to the importation,
at a later stage.



4. An origin declaration shall be submitted to the customs authorities of the
importing Party within 12 months from its completion. The expiration of this period
may be suspended as long as the goods covered by that origin declaration remain under
customs control of the importing Party. After this period, an origin declaration may be
accepted only in exceptional circumstances.

Article 16
Exemption from Origin Declarations
Notwithstanding Article 15 (Importation Requirements), a Party may, in

accordance with its domestic laws and regulations, waive the requirements to request
preferential tariff treatment on the basis of an origin declaration and grant preferential
tariff treatment to non-commercial low value shipments of originating goods and
originating goods for personal use forming part of the personal luggage of a traveller.

Article 17

Denial of Preferential Treatment

1. The importing Party may deny preferential tariff treatment or recover unpaid
customs duties in accordance with its domestic laws and regulations where a product
does not meet the requirements of this Annex or where the importer or exporter fails to
demonstrate compliance with the relevant requirements.
2. Slight discrepancies between the statements made in the origin declaration and
those made in other documents submitted to the customs office for customs clearance or

obvious formal errors, such as typing errors in an origin declaration, shall not as such
render the origin declaration invalid.

SECTION V

OBLIGATIONS OF IMPORTERS AND EXPORTERS

Article 18
Cooperation of Exporters and Importers with Competent Authorities
Exporters and importers benefitting from the Agreement must, within the

framework of this Annex and subject to the domestic laws and regulations of the Party
where they are established, cooperate with the competent authorities of that Party.
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Article 19
Documentary Evidence

1. An exporter who has completed an origin declaration according to Article 12
(Origin Declaration), must keep a hard copy of the origin declaration and all documents
supporting the originating status of the product, for three years from the date of
completion, or longer if required by the domestic laws and regulations of the exporting
Party. An approved exporter may keep an electronic version instead of a hard copy of
these documents.

2. For the purposes of paragraph 1, “documents supporting the originating status”
include, inter alia:

(a) direct evidence of the processes carried out by the exporter, producer or
supplier to obtain the product, contained, for example, in his accounts or
internal bookkeeping;

(b) documents proving the originating status of materials, used or issued in a
Party in accordance with its domestic laws and regulations;

(c) documents proving the working or processing of materials in a Party,
issued in that Party in accordance with its domestic laws and regulations;

(d) origin declarations proving the originating status of materials used or
issued in a Party in accordance with this Annex;

(e) evidence concerning working or processing undergone outside the
Parties by application of Article 10 (Principle of Territoriality), proving
the fulfilment of the requirements of that Article.

3. The competent authority of the exporting Party may, at any time, carry out
inspections and verify the accounts of exporters who have completed an origin
declaration or producers who have contributed to origin conferring processes. Upon
request of those authorities, these exporters or producers must submit the documents
referred to in paragraphs 1 and 2.

4. In accordance with the domestic laws and regulations of the importing Party, an
importer who has been granted preferential tariff treatment must keep the origin
declaration, based on which preferential treatment was granted, and all documents
supporting the originating status of the product, for at least three years. Upon request of
the customs authorities of the importing Party, the importer must submit the documents
to those authorities.

Article 20
Incorrect Information
When becoming aware of or having reason to believe that an origin declaration

contains incorrect information affecting the originating status of a product covered by
that origin declaration:

11



(a) an exporter must immediately notify the importer and the competent
authorities of the exporting Party;

(b) an importer must immediately notify the customs authorities of the
importing Party.

SECTION VI

ADMINISTRATIVE COOPERATION

Article 21
Notifications and Cooperation
1. The Parties shall provide each other, through the EFTA Secretariat, with:
(a) the contact details of the competent authorities of the Parties responsible
for verifications referred to in Article 22 (Verification of Origin
Declarations) and other issues related to the implementation or

application of this Annex;

(b) information on authorisation numbers allocated to approved exporters,
pursuant to Article 14 (Approved Exporter); and

(c) information on the interpretation, application and administration of this
Annex.
2. The Parties shall endeavour to resolve technical matters related to the

implementation or application of this Annex, to the extent possible, through direct
consultations between the competent authorities referred to in subparagraph 1 (a) or in
the Sub-Committee on Trade in Goods. Disputes that cannot be settled through such
consultations shall be submitted to the Joint Committee.

Article 22

Verification of Origin Declarations

1. The competent authority of the exporting Party shall carry out verifications of
origin declarations on request of the importing Party.

2. The verification request shall specify the reasons for the inquiry. It may address
the authenticity of origin declarations, the originating status of the goods concerned or
the fulfilment of other requirements of this Annex. It shall include a copy of the origin
declaration and, if appropriate, any other document or information giving reason to
believe that the origin declaration may be invalid.

12



3. The customs authorities of the importing Party may, subject to their domestic
laws and regulations, suspend preferential tariff treatment to a product covered by an
origin declaration until the verification procedure has been finalised.

4. The competent authority of the exporting Party may request evidence, carry out
inspections at the exporter’s or producer’s premises, check the exporter’s and the
producer’s accounts and take other appropriate measures to verify compliance with this
Annex.

5. The requesting Party shall be informed of the results and findings of the
verification within three months from the date of the verification request. If the
requesting Party receives no reply within the time limit mentioned above, or if the reply
does not state clearly whether a product is originating or whether the origin declaration
is valid, the requesting Party may deny preferential tariff treatment to the consignment
covered by the origin declaration in question.

6. The time limit mentioned in paragraph 5 shall, upon request by signed letter,

sent by electronic means to the contact point within the said time limit, be extended by
three months.

Article 23
Confidentiality
Subject to the domestic laws and regulations of each Party, any information
which is by nature confidential or which is provided on a confidential basis shall be
covered by the obligation of professional secrecy. The Parties’ authorities shall not

disclose such information without the explicit permission of the person or authority
providing it.

SECTION VII

FINAL PROVISIONS

Article 24
Penalties

Each Party shall provide for criminal, civil or administrative penalties for
violations of its domestic laws and regulations related to this Annex.

13



Article 25
Goods in Transit or Storage

The provisions of this Annex may be applied to goods, which, on the date of
entry into force of the Agreement, are either in transit or in temporary storage in a
customs warehouse or free zone under customs control. For such products, an origin
declaration may be completed retrospectively up to four months from the entry into
force of the Agreement, provided that the provisions of this Annex, in particular Article

11 (Direct Transport) have been fulfilled.
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APPENDIX 1 TO ANNEX I

PRODUCT SPECIFIC RULES

Interpretative Notes

1. The first column of the list of product specific rules set out in this Appendix
contains chapters, headings or sub-headings and the second column sets out a
description of the product. For each entry in the first two columns, one or two rules
are specified in columns 3 and 4. If the HS code in column 1 is preceded by an “ex”,
this means that the rules in column 3 or 4 apply only to the part of that chapter or
heading described in column 2. Where, for an entry in the first two columns, a rule is
specified in both columns 3 and 4, either one may be applied. If no origin rule is set
out in column 4, the rule set out in column 3 shall be applied.

2. Pursuant to subparagraph 1 (b) of Article 2 (General Requirements) of Annex
I (Rules of Origin and Administrative Cooperation), the product specific rules may be
fulfilled by operations in different factories, provided the working or processing takes
place within the territory of a Party and, taken together, fulfils the requirements of
Annex I (Rules of Origin and Administrative Cooperation).

3. A product specific rule of origin set out in this Appendix represents the
minimum amount of working or processing required to be carried out on non-
originating materials for the resulting product to achieve originating status. A greater
amount of working or processing than that required by the rule for that product shall
also confer originating status.

4. If a product specific rule in the list specifies that a product may be
manufactured from more than one material, any one or more materials may be used. It
does not require that all be used.

5. If a product specific rule in the list specifies that a product must be
manufactured from a particular material, the condition does not prevent the use of
other materials in addition.

6. If a product specific rule excludes materials classified in certain chapters,
headings, or sub-headings of the Harmonized System, those materials must be
originating for the products to qualify as originating.

7. If a product, which has acquired originating status by fulfilling the conditions
set out in the list, is further processed and used as material in the manufacture of
another product, the product specific rule applicable to the final product does not
apply to the material. No account shall be taken of the non-originating components of
that material.

8. Where a rule uses the expression “Manufacture from materials of any
heading”, then materials of any heading, even materials of the same description and
heading as the product, may be used, subject, however, to any specific limitations
which may also be contained in the rule.



9. The products mentioned in the list are not all covered by the Agreement. Other
part of the Agreement, e.g. exclusion lists and dismantling lists, must be taken into
account in order to come to the conclusion whether preferential access may be granted
to a final product imported from a Party.

10. A product falling within Chapter 30 of the HS obtained in a Party by using cell
cultures, shall be considered as originating in that Party. “Cell culture” means the
cultivation of human, animal and plant cells under controlled conditions (such as
defined temperatures, growth medium, gas mixture, ph) outside a living organism.

11. A product falling within Chapters 28 to 40 of the HS obtained in a Party by
fermentation shall be considered as originating in that Party. “Fermentation” means a
biotechnological process in which human, animal, plant cells, bacteria, yeasts, fungi
or enzymes are used to produce a product falling within Chapters 28 to 40 of the HS.



List

HS Code Description of Product Working or processing, carried out on non-originating
materials, which confers originating status
(1 2 3) or “)

Chapter 1 Live animals All the animals of Chapter 1

shall be wholly obtained

ex Chapter 2 Meat and edible meat offal; Manufacture in which all the
except for: materials of Chapters 1 and 2

used are wholly obtained

ex 0210.20 Dried beef Manufacture from non-

originating materials of any
heading, except that of the
product!

ex Chapter 3 Fish and crustaceans, Manufacture in which all the
molluscs and other aquatic materials of Chapter 3 used
invertebrates; except for: are wholly obtained

03.04 Fish fillets and other fish Manufacture from non-
meat (whether or not originating materials of any
minced), fresh, chilled or heading, except that of the
frozen product

03.05 Fish, dried, salted or in brine; | Manufacture from non-
smoked fish, whether or not originating materials of any
cooked before or during the heading, except that of the
smoking process; flours, product
meals and pellets of fish, fit
for human consumption

Chapter 4 Dairy produce; birds’ eggs; Manufacture in which all the
natural honey; edible materials of Chapter 4 used
products of animal origin, not | are wholly obtained
elsewhere specified or
included

Chapter 5 Products of animal origin, not | Manufacture from non-
elsewhere specified or originating materials of any
included heading, except that of the

product

ex Chapter 6 Live trees and other plants; Manufacture in which all the
bulbs, roots and the like; cut materials of Chapter 6 used
flowers and ornamental are wholly obtained
foliage; except for:

06.01 Bulbs, tubers, tuberous roots, | Manufacture from non-
corms, crowns and rhizomes, | originating materials of any
dormant, in growth or in heading, except that of the
flower; chicory plants and product
roots

06.02 Other live plants (including Manufacture from non-
their roots), cuttings and originating materials of any
slips; mushroom spawn heading, except that of the

product

Chapter 7 Edible vegetables and certain | Manufacture in which all the
roots and tubers materials of Chapter 7 used

are wholly obtained

Chapter 8 Edible fruit and nuts; peel of Manufacture in which all the

citrus fruits or melons

materials of Chapter 8 used
are wholly obtained

1

This rule only applies between Indonesia and Switzerland
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HS Code

Description of Product

Working or processing, carried out on non-originating
materials, which confers originating status

6] ) (3) or (4)
Chapter 9 Coffee, tea, maté and spices; Manufacture from non-
originating materials of any
heading
Chapter 10 Cereals Manufacture in which all the

materials of Chapter 10 used
are wholly obtained

ex Chapter 11

Products of the milling
industry; malt; starches;
inulin; wheat gluten; except
for:

Cereal, flours other than of

Manufacture in which all
materials of Chapter 10 used
are wholly obtained

Manufacture from non-

11.02
wheat or meslin originating materials of any
other Chapter except for rice
from Chapter 10
11.05 Flour, meal, powder, flakes, Manufacture from non-
’ granules and pellets of originating materials of any
potatoes other Chapter except for
potatoes from Chapter 7
11.08 Starches; inulin Manufacture from materials
of any other Chapter
Chapter 12 Oil seeds and oleaginous Manufacture in which all the
fruits; miscellaneous grains, materials of Chapter 12 used
seeds and fruit; industrial or are wholly obtained
medicinal plants; straw and
fodder
Chapter 13 Lac; gums, resins and other Manufacture from non-
vegetable saps and extracts originating materials of any
heading
Chapter 14 Vegetable plaiting materials; Manufacture from non-

vegetable products not
elsewhere specified or
included

originating materials of any
heading

ex Chapter 15

15.04

15.11

15.13

15.16

Animal or vegetable fats and
oils and their cleavage
products; prepared edible
fats; animal or vegetable
waxes; except for:

Fats and oils and their
fractions, of fish or marine
mammals, whether or not
refined, but not chemically
modified:

Palm oil and its fractions,
whether or not refined, but
not chemically modified

Coconut (copra), palm kernel
or babassu oil and fractions
thereof, whether or not
refined, but not chemically
modified

Animal or vegetable fats and
oils and their fractions, partly
or wholly hydrogenated,
inter-esterified, re-esterified
or elaidinised, whether or not
refined, but not further
prepared

Manufacture from non-
originating materials of any
heading, except that of the
product

Manufacture from non-
originating materials of any
heading

Manufacture in which all the
materials must be wholly
obtained

Manufacture in which all the
materials must be wholly
obtained

Manufacture in which all the
animal and vegetable
materials used must be
wholly obtained




HS Code

Description of Product

Working or processing, carried out on non-originating
materials, which confers originating status

(1)

2)

3)

or

“4)

Chapter 16

Preparations of meat, of fish
or of crustaceans, molluscs or
other aquatic invertebrates

Manufacture from non-
originating materials of any
Chapter, except that of the
product, however materials
of Chapter 2 must be wholly
obtained.

ex Chapter 17

Sugars and sugar
confectionery; except for:

Manufacture from non-
originating materials of any
heading, except that of the
product

17.02 Other sugars, including
chemically pure lactose,
maltose, glucose and fructose,
in solid form; sugar syrups
not containing added
flavouring or colouring
matter; artificial honey,
whether or not mixed with
natural honey; caramel
- Chemically-pure maltose Manufacture from non-
and fructose originating materials of any
heading
- Other Manufacture in which all the
materials used are originating
Chapter 18 Cocoa and cocoa preparations | Manufacture from non-

originating materials of any
heading.

ex Chapter 19

Preparations of cereals, flour,
starch or milk; pastrycooks’
products; except for:

Manufacture from non-
originating materials of any
heading, except that of the
product

Chapter 20 Preparations of vegetables, Manufacture from non-
fruit, nuts or other parts of originating materials of any
plants heading, except that of the

product.

Chapter 21 Miscellaneous edible Manufacture from non-
preparations originating materials of any

heading, except that of the
product

ex Chapter 22 Beverages, spirits and Manufacture from non-
vinegar; except for: originating materials of any

heading, except that of the
product

22.04 Wine of fresh grapes, Manufacture in which all the
including fortified wines; materials of Chapter 8 used
grape must other than that of | are wholly obtained
heading 2009

22.06 Other fermented beverages Manufacture in which all the

(for example, cider, perry,
mead); mixtures of fermented
beverages and mixtures of
fermented beverages and non-
alcoholic beverages, not
elsewhere specified or
included

materials of Chapter 8 used
are wholly obtained




HS Code

Description of Product

Working or processing, carried out on non-originating
materials, which confers originating status

6] ) (3) or (4)
Chapter 23 Residues and waste from the Manufacture from non-
food industries; prepared originating materials of any
animal fodder heading, except that of the
product
24.01 Unmanufactured tobacco; Manufacture in which all the
tobacco refuse materials of chapter 24 used
are wholly obtained
24.02 Cigars, cheroots, cigarillos Manufacture from non-
and cigarettes, of tobacco or originating materials of any
of tobacco substitutes other heading, except from
sub-heading 2403.19
24.03 Other manufactured tobacco Manufacture from non-
and manufactured tobacco originating materials of any
substitutes; “homogenised” or | other heading
“reconstituted” tobacco;
tobacco extracts and essences
Chapter 25 Salt; sulphur; earths and Manufacture from non- Manufacture in which the
stone; plastering materials, originating materials of any value of all the non-
lime and cement heading, except that of the originating materials used
product does not exceed 70% of
the ex-works price of the
product
Chapter 26 Ores, slag and ash Manufacture from non-
originating materials of any
heading
Chapter 27 Mineral fuels, mineral oils Manufacture from non-
and products of their originating materials of any
distillation; bituminous heading
substances; mineral waxes
Chapter 28 Inorganic chemicals; organic | Manufacture from non-
or inorganic compounds of originating materials of any
precious metals, of rare-earth | heading
metals, of radioactive
elements or of isotope
Chapter 29 Organic chemicals Manufacture from non-
originating materials of any
heading
Chapter 30 Pharmaceutical products Manufacture from non-
originating materials of any
heading
Chapter 31 Fertilisers Manufacture from non- Manufacture in which the
originating materials of any value of all the non-
heading, except that of the originating materials used
product does not exceed 70% of
the ex-works price of the
product
Chapter 32 Tanning or dyeing extracts; Manufacture from non-
tannins and their derivatives; originating materials of any
dyes, pigments and other heading
colouring matter; paints and
varnishes; putty and other
mastics; inks
Chapter 33 Essential oils and resinoids; Manufacture from non- Manufacture in which the

perfumery, cosmetic or toilet
preparations

originating materials of any
heading, except that of the
product

value of all the non-
originating materials used
does not exceed 70% of
the ex-works price of the
product




HS Code

Description of Product

Working or processing, carried out on non-originating
materials, which confers originating status

&) 2 3) or 4
Chapter 34 Soap, organic surface-active Manufacture from non-
agents, washing preparations, | originating materials of any
lubricating preparations, heading
artificial waxes, prepared
waxes, polishing or scouring
preparations, candles and
similar articles, modelling
pastes, “dental waxes” and
dental preparations with a
basis of plaster
Chapter 35 Albuminoidal substances; Manufacture from non-
modified starches; glues; originating materials of any
enzymes heading, except that of the
product
Chapter 36 Explosives; pyrotechnic Manufacture from non-
products; matches; originating materials of any
pyrophoric alloys; certain heading
combustible preparations
Chapter 37 Photographic or Manufacture from non- Manufacture in which the
cinematographic goods originating materials of any value of all the non-
heading, except that of the originating materials used
product does not exceed 70% of
the ex-works price of the
product
Chapter 38 Miscellaneous chemical Manufacture from non-
products originating materials of any
heading
Chapter 39 Plastics and articles thereof Manufacture from non-
originating materials of any
heading
ex Chapter 40 Rubber and articles thereof; Manufacture from non- Manufacture in which the
except for: originating materials of any value of all the non-
heading, except that of the originating materials used
product does not exceed 70% of
the ex-works price of the
product
40.12 Retreaded or used pneumatic | Manufacture from non-
tyres of rubber; solid or originating materials of any
cushion tyres, tyre treads and | other heading, except from
tyre flaps, of rubber. heading 40.11
Chapter 41 Raw hides and skins (other Manufacture from non-
than furskins) and leather originating materials of any
heading, except that of the
product
Chapter 42 Articles of leather; saddlery Manufacture from non-
and harness; travel goods, originating materials of any
handbags and similar heading, except that of the
containers; articles of animal | product
gut (other than silk-worm
gut)
Chapter 43 Furskins and artificial fur; Manufacture from non-
manufactures thereof originating materials of any
heading, except that of the
product
Chapter 44 Wood and articles of wood; Manufacture from non-

wood charcoal

originating materials of any
heading, except that of the
product
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HS Code

Description of Product

Working or processing, carried out on non-originating
materials, which confers originating status

6] ) (3) or (4)
Chapter 45 Cork and articles of cork Manufacture from non- Manufacture in which the
originating materials of any value of all the non-
heading, except that of the originating materials used
product does not exceed 70% of
the ex-works price of the
product
Chapter 46 Manufactures of straw, of Manufacture from non-
esparto or of other plaiting originating materials of any
materials; basketware and heading, except that of the
wickerwork product
Chapter 47 Pulp of wood or of other Manufacture from non- Manufacture in which the
fibrous cellulosic material; originating materials of any value of all the non-
recovered (waste and scrap) heading, except that of the originating materials used
paper or paperboard product does not exceed 70% of
the ex-works price of the
product
Chapter 48 Paper and paperboard; Manufacture from non- Manufacture in which the
articles of paper pulp, of originating materials of any value of all the materials
paper or of paperboard heading, except that of the used does not exceed 70%
product of the ex-works price of
the product
Chapter 49 Printed books, newspapers, Manufacture from non- Manufacture in which the
pictures and other products of | originating materials of any value of all the non-
the printing industry; heading, except that of the originating materials used
manuscripts, typescripts and product does not exceed 70% of
plans the ex-works price of the
product
Chapter 50 Silk Manufacture from non-
originating materials of any
heading
Chapter 51 Wool, fine or coarse animal Manufacture from non-
hair; horsehair yarn and originating materials of any
woven fabric heading
Chapter 52 Cotton Manufacture from non-
originating materials of any
heading
Chapter 53 Other vegetable textile fibres; | Manufacture from non-
paper yarn and woven fabrics | originating materials of any
of paper yarn heading
Chapter 54 Man-made filaments; strip Manufacture from non-
and the like of man-made originating materials of any
textile materials heading
Chapter 55 Man-made staple fibres Manufacture from non-
originating materials of any
heading
Chapter 56 Wadding, felt and non- Manufacture from non-
wovens; special yarns; twine, | originating materials of any
cordage, ropes and cables and | heading
articles thereof
Chapter 57 Carpets and other textile floor | Manufacture from non-
coverings originating materials of any
heading
Chapter 58 Special woven fabrics; tufted | Manufacture from non-

textile fabrics; lace;
tapestries; trimmings;
embroidery

originating materials of any
heading




HS Code

Description of Product

Working or processing, carried out on non-originating
materials, which confers originating status

&) 2 3) or 4

Chapter 59 Impregnated, coated, covered | Manufacture from non-
or laminated textile fabrics; originating materials of any
textile articles or a kind heading
suitable for industrial use

Chapter 60 Kanitted or crocheted fabrics Manufacture from non-

originating natural fibres,
man-made staple fibres, or
chemical materials or textile
pulp, provided that the
manufacturing processes
have been conducted entirely
in a Party.

Chapter 61 Articles of apparel and Manufacture from non-
clothing accessories, knitted originating materials of any
or crocheted chapter except that of the

product, provided that these
materials have been knitted
or crocheted entirely in a
Party.

Chapter 62 Articles of apparel and
clothing accessories, not
knitted or crocheted

62.01 -62.11 Manufacture from non-

Men's or boys’ overcoats,
car-coats, capes, cloaks,
anoraks (including ski-
jackets), wind-cheaters, wind-
jackets and similar articles,
other than those of heading
62.03;

Women's or girls” overcoats,
car-coats, capes, cloaks,
anoraks (including ski-
jackets), wind-cheaters, wind-
jackets and similar articles,
other than those of heading
62.04;

Men'’s or boys’ suits,
ensembles, jackets, blazers,
trousers, bib and brace
overalls, breeches and shorts
(other than swimwear);

Women's or girls” suits,
ensembles, jackets, blazers,
trousers, bib and brace
overalls, breeches and shorts
(other than swimwear);

Men'’s or boys’ shirts;

Women's or girls” blouses,
shirts and shirt-blouses;

Men'’s or boys” singlets and
other vests, underpants,
briefs, nightshirts, pyjamas,
bathrobes, dressing gowns
and similar articles;

originating materials of any
chapter except that of the
product provided that these
materials have been woven
entirely in a Party.




HS Code

Description of Product

Working or processing, carried out on non-originating
materials, which confers originating status

6] ) (3) or (4)
Women's or girls” singlets
and other vests, slips,
petticoats, briefs, panties,
nightdresses, pyjamas,
negligees, bathrobes, dressing
gowns and similar articles;
Babies” garments and
clothing accessories;
Garments, made up of fabrics
of heading 56.02, 56.03,
59.03, 59.06 or 59,07;
Track suits, ski suits and
swimwear; other garments.
62.12 Brassieres, girdles, corsets, Manufacture from non-
braces, suspenders, garters originating materials of any
and similar articles and parts | chapter except that of the
thereof, whether or not product provided that these
knitted or crocheted materials have been woven,
knitted or crocheted entirely
in a Party.
62.13-62.17 Handkerchiefs; M?I%ufi?ture frton} non
originating materials of any
Shawls, scarves, mufﬂer§ ’ chapter except that of the
mantillas, veils and the like; product, provided that these
Ties, bow ties and cravats; materials have been woven
Gloves, mittens and mitts; entirely in a Party.
Other made up clothing
accessories; parts of garments
or of clothing accessories,
other than those of heading
62.12
Chapter 63 Other made-up textile Manufacture from non-
articles; sets; worn clothing originating materials of any
and worn textile articles; rags | chapter except that of the
product, provided that these
materials have been woven,
knitted or crocheted entirely
in a Party.
Chapter 64 Footwear, gaiters and the Manufacture from non- Manufacture in which the
like; parts of such articles originating materials of any value of all the materials
heading, except that of the used does not exceed 70%
product of the ex-works price of
the product
Chapter 65 Headgear and parts thereof Manufacture from non- Manufacture in which the
originating materials of any value of all the non-
heading, except that of the originating materials used
product does not exceed 70% of
the ex-works price of the
product
Chapter 66 Umbrellas, sun umbrellas, Manufacture from non- Manufacture in which the

walking-sticks, seat-sticks,
whips, riding-crops, and parts
thereof

originating materials of any
heading, except that of the
product

value of all the non-
originating materials used
does not exceed 70% of
the ex-works price of the
product
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HS Code

Description of Product

Working or processing, carried out on non-originating
materials, which confers originating status

&) 2 3) or 4
Chapter 67 Prepared feathers and down Manufacture from non- Manufacture in which the
and articles made of feathers originating materials of any value of all the non-
or of down; artificial flowers; | heading, except that of the originating materials used
articles of human hair product does not exceed 70% of
the ex-works price of the
product
Chapter 68 Articles of stone, plaster, Manufacture from non- Manufacture in which the
cement, asbestos, mica or originating materials of any value of all the non-
similar materials heading, except that of the originating materials used
product does not exceed 70% of
the ex-works price of the
product
Chapter 69 Ceramic products Manufacture from non- Manufacture in which the
originating materials of any value of all the non-
heading, except that of the originating materials used
product does not exceed 70% of
the ex-works price of the
product
Chapter 70 Glass and glassware Manufacture from non- Manufacture in which the
originating materials of any value of all the non-
heading, except that of the originating materials used
product does not exceed 70% of
the ex-works price of the
product
ex Chapter 71 Natural or cultured pearls, Manufacture from non- Manufacture in which the

precious or semi-precious
stones, precious metals,
metals clad with precious
metal, and articles thereof;
imitation jewellery; coin;
except for:

originating materials of any
heading, except that of the
product

value of all the non-
originating materials used
does not exceed 70% of
the ex-works price of the
product

71.06

71.08

Silver (including silver plated
with gold or platinum),
unwrought or in semi-
manufactured forms, or in
powder form.

Gold (including gold plated
with platinum) unwrought or
in semi-manufactured forms,
or in powder form.

Manufacture from non-
originating materials of any
heading, except those of
headings 71.06, 71.08

and 71.10

Manufacture from non-
originating materials of any
heading, except those of
headings 71.06, 71.08

and 71.10

Electrolytic, thermal or
chemical separation or
fusion of precious metals
of heading 71.06, 71.08
or 71.10

or
Alloying of precious
metals of heading 71.06,

71.08 or 71.10 with each
other or with base metals

Electrolytic, thermal or
chemical separation or
fusion of precious metals
of heading 71.06, 71.08
or 71.10

or

Alloying of precious
metals of heading 71.06,

71.08 or 71.10 with each
other or with base metals
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HS Code

Description of Product

Working or processing, carried out on non-originating
materials, which confers originating status

&) 2 3) 4
71.10 Platinum, unwrought or in Manufacture from non- Electrolytic, thermal or
semi-manufactured forms, or | originating materials of any chemical separation or
in powder form. heading, except those of fusion of precious metals
headings 71.06, 71.08 of heading 71.06, 71.08
and 71.10 or 71.10
or
Alloying of precious
metals of heading 71.06,
71.08 or 71.10 with each
other or with base metals
Chapter 72 Iron and steel Manufacture from non- Manufacture in which the
originating materials of any value of all the non-
heading, except that of the originating materials used
product does not exceed 70% of
the ex-works price of the
product
Chapter 73 Articles of iron or steel Manufacture from non- Manufacture in which the
originating materials of any value of all the non-
heading, except that of the originating materials used
product does not exceed 70% of
the ex-works price of the
product
Chapter 74 Copper and articles thereof Manufacture from non- Manufacture in which the
originating materials of any value of all the non-
heading, except that of the originating materials used
product does not exceed 70% of
the ex-works price of the
product
Chapter 75 Nickel and articles thereof Manufacture from non- Manufacture in which the
originating materials of any value of all the non-
heading, except that of the originating materials used
product does not exceed 70% of
the ex-works price of the
product
Chapter 76 Aluminium and articles Manufacture from non- Manufacture in which the
thereof originating materials of any value of all the non-
heading, except that of the originating materials used
product does not exceed 70% of
the ex-works price of the
product
Chapter 77 Reserved for possible future
use in the HS
Chapter 78 Lead and articles thereof Manufacture from non- Manufacture in which the
originating materials of any value of all the non-
heading, except that of the originating materials used
product does not exceed 70% of
the ex-works price of the
product
Chapter 79 Zinc and articles thereof Manufacture from non- Manufacture in which the

originating materials of any
heading, except that of the
product

value of all the non-
originating materials used
does not exceed 70% of
the ex-works price of the
product
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HS Code

Description of Product

Working or processing, carried out on non-originating
materials, which confers originating status

6] ) (3) or (4)
Chapter 80 Tin and articles thereof Manufacture from non- Manufacture in which the
originating materials of any value of all the non-
heading, except that of the originating materials used
product does not exceed 70% of
the ex-works price of the
product
Chapter 81 Other base metals; cermets; Manufacture from non- Manufacture in which the
articles thereof originating materials of any value of all the non-
heading, except that of the originating materials used
product does not exceed 70% of
the ex-works price of the
product
ex Chapter 82 Tools, implements, cutlery, Manufacture from non- Manufacture in which the
spoons and forks, of base originating materials of any value of all the non-
metal; parts thereof of base heading, except that of the originating materials used
metal; except for: product does not exceed 70% of
the ex-works price of the
product
82.06 Tools of two or more of the Each item in the set must
headings 82.02 to 82.05, put satisfy the rule which would
up in sets for retail sale apply to it if it were not
included in the set. However,
when a set is composed of
originating and non-
originating products, the set
as a whole shall be regarded
as originating, provided that
the value of the non-
originating products does not
exceed 25 % of the ex-works
price of the set
Chapter 83 Miscellaneous articles of base | Manufacture from non- Manufacture in which the
metal originating materials of any value of all the non-
heading, except that of the originating materials used
product does not exceed 70% of
the ex-works price of the
product
Chapter 84 Nuclear reactors, boilers, Manufacture from non-
machinery and mechanical originating materials of any
appliances; parts thereof heading
Chapter 85 Electrical machinery and Manufacture from non-
equipment and parts thereof; originating materials of any
sound recorders and heading
reproducers, television image
and sound recorders and
reproducers, and parts and
accessories of such articles
Chapter 86 Railway or tramway Manufacture from non- Manufacture in which the

locomotives, rolling-stock
and parts thereof; railway or
tramway track fixtures and
fittings and parts thereof;
mechanical (including
electro-mechanical) traffic
signalling equipment of all
kinds

originating materials of any
heading, except that of the
product

value of all the non-
originating materials used
does not exceed 70% of
the ex-works price of the
product
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HS Code

Description of Product

Working or processing, carried out on non-originating
materials, which confers originating status

6] ) (3) or (4)
Chapter 87 Vehicles other than railway Manufacture from non- Manufacture in which the
or tramway rolling-stock, and | originating materials of any value of all the non-
parts and accessories thereof | heading, except that of the originating materials used
product does not exceed 70% of
the ex-works price of the
product
Chapter 88 Aircraft, spacecraft, and parts | Manufacture from non- Manufacture in which the
thereof originating materials of any value of all the non-
heading, except that of the originating materials used
product does not exceed 70% of
the ex-works price of the
product
Chapter 89 Ships, boats and floating Manufacture from non- Manufacture in which the
structures originating materials of any value of all the non-
heading, except that of the originating materials used
product does not exceed 70% of
the ex-works price of the
product
Chapter 90 Optical, photographic, Manufacture from non- Manufacture in which the
cinematographic, measuring, | Originating materials of any value of all the non-
checking, precision, medical | heading, except that of the originating materials used
or surgical instruments and product does not exceed 70% of
apparatus; parts and the ex-works price of the
accessories thereof product
Chapter 91 Clocks and watches and parts | Manufacture in which the
thereof value of all the non-
originating materials used
does not exceed 40 % of the
ex-works price of the product
Chapter 92 Musical instruments; parts Manufacture from non- Manufacture in which the
and accessories of such originating materials of any value of all the non-
articles heading, except that of the originating materials used
product does not exceed 70% of
the ex-works price of the
product
Chapter 93 Arms and ammunition; parts Manufacture from non- Manufacture in which the
and accessories thereof originating materials of any value of all the non-
heading, except that of the originating materials used
product does not exceed 70% of
the ex-works price of the
product
Chapter 94 Furniture; bedding, Manufacture from non- Manufacture in which the
mattresses, mattress supports, | originating materials of any value of all the non-
cushions and similar stuffed heading, except that of the originating materials used
furnishings; lamps and product does not exceed 70% of
lighting fittings, not the ex-works price of the
elsewhere specified or product
included; illuminated signs,
illuminated name-plates and
the like; prefabricated
buildings
Chapter 95 Toys, games and sports Manufacture from non- Manufacture in which the

requisites; parts and
accessories thereof

originating materials of any
heading, except that of the
product

value of all the non-
originating materials used
does not exceed 70% of
the ex-works price of the
product
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HS Code

Description of Product

Working or processing, carried out on non-originating
materials, which confers originating status

(1)

2)

3)

or “4)

ex Chapter 96

96.05

Miscellaneous manufactured
articles; except for:

Travel sets for personal toilet,
sewing or shoe or clothes
cleaning

Manufacture from non-
originating materials of any
heading, except that of the
product

Each item in the set must
satisfy the rule which would
apply to it if it were not
included in the set. However,
when a set is composed of
originating and non-
originating products, the set
as a whole shall be regarded
as originating, provided that
the value of the non-
originating products does not
exceed 25 % of the ex-works
price of the set

Manufacture in which the
value of all the non-
originating materials used
does not exceed 70% of
the ex-works price of the
product

Chapter 97

Works of art, collectors'
pieces and antiques

Manufacture from non-
originating materials of any
heading, except that of the
product

Manufacture in which the
value of all the non-
originating materials used
does not exceed 70% of
the ex-works price of the
product
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APPENDIX 2 TO ANNEX |

ORIGIN DECLARATION

l. The origin declaration referred to in Article 19 (Origin Declaration), shall have
the following wording (without the footnotes):

“The exporter of the products covered by this document (customs authorisation
No ...") declares that, except where otherwise clearly indicated, these products
are of ...2 preferential origin.”

(Signature of the exporter; in addition the name
of the person signing the declaration has to be
indicated in clear script)*

2. An origin declaration shall be completed in English, in a legible and permanent
form.

If the origin declaration is completed by an approved exporter pursuant to Article 14 (Approved

Exporter), the authorisation number of the approved exporter must be entered in this space.

When the origin declaration is not completed by an approved exporter, the words in brackets

must be omitted or the field must be left blank.

2 The origin of the product must be indicated in this space (Indonesian; Icelandic; Norwegian; or
Swiss). The use of ISO-Alpha-2 codes is permitted (ID, IS, NO or CH). Reference may be made
to a specific column of the invoice in which the country of origin of each product is referred to.

3 These indications may be omitted if the information is contained in the document itself.

An approved exporter is not required to sign the origin declaration. See Article 14 (Approved

Exporter).
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ANNEX I

REFERRED TO IN ARTICLE 2.2

SCHEDULE ON TARIFF COMMITMENTS ON GOODS

COMMITMENTS OF INDONESIA ON GOODS ORIGINATING IN THE EFTA STATES

1. This Annex contains Indonesia’s tariff lines that are subject to reduction or
elimination of customs duties under the Agreement.

2. For the purposes of this Annex:
(a) “HS” means the code used in the nomenclature of the Harmonized System
2012;

(b)  “description” means the description of the product falling under the HS;

(c) “base rate” means the most-favoured-nation (MFN) tariff rate applied on 1
January 2016 for NTO, NT1, NT2, and NT3; respectively the most-favoured-
nation (MFN) tariff rate applied on that respective year for SL1, SL2, HSL1,
and HSL2;

(d)  “category” means the category under which the product concerned falls for the
purposes of the reduction or elimination of customs duties.

3. For the purpose of implementing equal annual instalments in categories NT1, NT2
and NT3:

(a) the first stage of tariff reduction shall take place on the date of entry into force
of the Agreement; and

(b)  the subsequent annual reductions shall take place on 1 January of each
following year.

4. Indonesia shall reduce or eliminate customs duties on originating goods of another
Party in accordance with the following modalities:

(a) “NTO”: the base rate shall be eliminated entirely and such goods shall be duty-
free on the date of entry into force of the Agreement:

(b)  “NT1”: the base rate shall be eliminated in five equal annual stages beginning
on the date of the entry into force of the Agreement, and such goods shall be
duty-free, effective from 1 January of year 5. Each margin of preference is as
follows:

Category EIF/Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5




‘ NT1

20% 40% 60% 80% 100%

(©) “NT2”: the base rate shall be eliminated in nine annual stages beginning on the
date of the entry into force of the Agreement, and such goods shall be duty-
free, effective from 1 January of year 9. Each margin of preference is as
follows:

Category EIF/ Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Year 6 Year 7 Year 8 Year 9
Year 1
NT2 20% 20% 40% 40% 60% 60% 80% 80% 100%

(d) “NT3”: the base rate shall be eliminated in twelve equal annual stages
beginning on the date of the entry into force of the Agreement, and such goods
shall be duty-free, effective from 1 January of year 12. Each margin of
preference is as follows:

Category | EIF/ | Year Year Year Year Year | Year | Year | Year | Year | Year | Year
Yea |2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
rl

NT3 833 | 16.66 | 2499 | 3332 | 41.65 | 4998 | 5831 | 66.64 | 7497 | 8330 | 91.63 | 100%
% % % % % % % % % % %

(e) “SL1”: applied MFN tariff rates shall be reduced in accordance with the
following timetable:

Category EIF/Year 1 to Year | Year 4 to Year 6 Year 7 to Year 9 Year 10 to Year 12
3
SL1 12.5% 25% 37.5% 30%
Such goods shall benefit from a margin of preference of 50% of the base rate,
effective from 1 January of year 12.

® “SL2”: applied MFN tariff rates shall be reduced in accordance with the

following timetable:
Category EIF/Year 1 to Year | Year 4 to Year 6 Year 7 to Year 9 Year 10 to Year 12
3
SL1 7.5% 15% 22.5% 30%
Such goods shall benefit from a margin of preference of 30% of the base rate,
effective from 1 January of year 12.

(g)  “HSLI1”: applied MFN tariff rates shall be reduced in accordance with the
following timetable;

Category EIF/Year 1 to Year 4 to Year Year 7 to Year Year 10 to Year | Year 13 to Year
Year 3 6 9 12 14
HSLI 8% 16% 24% 32% 40%




Such goods shall benefit from a margin of preference of 40% of the base rate,
effective from 1 January of year 14.

(h)  “HSL2”: applied MFN tariff rates shall be reduced in accordance with the

following timetable:
Category EIF/Year 1 to Year 4 to Year Year 7 to Year Year 10 to Year | Year 13 to Year
Year 3 6 9 12 14
HSL1 5% 10% 15% 20% 25%
Such goods shall benefit from a margin of preference of 25% of the base rate,
effective from 1 January of year 14.

(1) “*»: applied MFN tariff rates shall be reduced by 50% on the date of the entry
into force of the Agreement. The margin of preference is as follows:
Category Entry into force
* 50%

) «“x#”: applied MFN tariff rates shall be reduced by 70% on the date of the
entry into force of the Agreement. The margin of preference is as follows:
Category Entry into force
wx 70%

(k)  “***”: A tariff rate quota of the size of 100 tons applies, whereas the applied
MFN tariff rates shall be reduced by 50% in quota and 40% out quota on the
date of entry into force of the Agreement.

Q) “EX: means exclusion. These tariff lines shall be excluded from the
elimination or reduction of customs duties.

5. The reduced customs duties calculated for ad valorem duties shall be applied rounded

to the first decimal place according to the following formula:

(2)

(b)

if the second decimal place is less than five, the first decimal place remains
unchanged (e.g. 0.04% will be rounded to 0%); and

if the second decimal place is equal to or more than five, the first decimal
place will be increased by one (e.g. 0.05% will be rounded to 0.1%).




Custom Tariff Rate

HS Code . Entry Into eEpitient
2012 Description of Goods Base Rate | Category Force/Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Year 6 Year 7 Year 8 Year 9 Year 10 Year 11 Year 12 Year 13 | subsequent
years
01.01 Live horses, asses, mules and hinnies.
- Horses:
0101.21.00.00 - - Pure-bred breeding animals 0.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0101.29.00.00 - - Other 5.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0101.30 - Asses:
0101.30.10.00 - - Pure-bred breeding animals 0.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0101.30.90.00 - - Other 5.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0101.90.00.00 - Other 5.0%|NT1 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
01.02 Live bovine |
- Cattle:
0102.21.00.00 - - Pure-bred breeding animals 0.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0102.29 - - Other:
0102.29.10 - - - Male cattle (including oxen):
0102.29.10.10 ----0xen 0.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0102.29.10.90 - - - - Other 5.0%|NT1 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0102.29.90.00 - - - Other 5.0%|NT1 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
- Buffalo:
0102.31.00.00 - - Pure-bred breeding animals 0.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0102.39.00.00 - - Other 5.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0102.90 - Other:
0102.90.10.00 - - Pure-bred breeding animals 0.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0102.90.90.00 - - Other 5.0%|NT1 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
01.03 Live swine.
0103.10.00.00 - Pure-bred breeding animals 0.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
- Other:
0103.91.00.00 - - Weighing less than 50 kg 5.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0103.92.00.00 - - Weighing 50 kg or more 5.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
01.04 Live sheep and goats.
0104.10 - Sheep:
0104.10.10.00 - - Pure-bred breeding animals 0.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0104.10.90.00 - - Other 5.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0104.20 - Goats:
0104.20.10.00 - - Pure-bred breeding animals 0.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0104.20.90.00 - - Other 5.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
01.05 Live poultry, that is to say, fowls of the species Gallus domesticus ,
ducks, geese, turkevs and guinea fowls.
- Weighing not more than 185 g:
0105.11 - - Fowls of the species Gallus domesticus :
0105.11.10.00 - - - Breeding fowls 0.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0105.11.90.00 - - - Other 5.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0105.12 - - Turkeys:
0105.12.10.00 - - - Breeding turkeys 0.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0105.12.90.00 #NAME? 5.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0105.13 - - Ducks:
0105.13.10.00 - - - Breeding ducklings 0.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0105.13.90.00 - - - Other 5.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0105.14 - - Geese:
0105.14.10.00 - - - Breeding goslings 0.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0105.14.90.00 - - - Other 5.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

0105.15

- - Guinea fowls:




0105.15.10.00 - - - Breeding guinea fowls 5.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0105.15.90.00 - - - Other 5.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
- Other:
0105.94 - - Fowls of the species Gallus domesticus :
0105.94.10.00 - - - Breeding fowls, other than fighting cocks 0.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0105.94.40.00 - - - Fighting cocks 5.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
- - - Other:
0105.94.91.00 - - - - Weighing not more than 2 kg 5.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0105.94.99.00 - - - - Other 5.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0105.99 - - Other:
0105.99.10.00 - - - Breeding ducks 0.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0105.99.20.00 - - - Other ducks 5.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0105.99.30.00 - - - Breeding geese, turkeys and guinea fowls 0.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0105.99.40.00 - - - Other geese, turkeys and guinea fowls 5.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
01.06 Other live |
- Mammals:
0106.11.00.00 - - Primates 5.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0106.12.00.00 - - Whales, dolphins and porpoises (mammals of the order 5.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Cetacea); manatees and dugongs (mammals of the order Sirenia);
seals, sea lions and walruses (mammals of the suborder Pinnipedia)
0106.13.00.00 - - Camels and other camelids (Camelidae ) 5.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0106.14.00.00 - - Rabbits and hares 5.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0106.19.00.00 - - Other 5.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0106.20.00.00 - Reptiles (including snakes and turtles) 5.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
- Birds:
0106.31.00.00 - - Birds of prey 5.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0106.32.00.00 - - Psittaciformes (including parrots, parakeets, macaws and 5.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
cockatoos)
0106.33.00.00 - - Ostriches; emus (Dromaius novaehollandiae ) 5.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0106.39.00.00 - - Other 5.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
- Insects:
0106.41.00.00 - - Bees 5.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0106.49.00.00 - - Other 5.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0106.90.00.00 - Other 5.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
02.01 Meat of bovine Is, fresh or chilled.
0201.10.00.00 - Carcasses and half-carcasses 5.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0201.20.00.00 - Other cuts with bone in 5.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0201.30.00.00 - Boneless 5.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
02.02 Meat of bovine animals, frozen.
0202.10.00.00 - Carcasses and half-carcasses 5.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0202.20.00.00 - Other cuts with bone in 5.0%|NT1 4.0% 3.0% 2.0% 1.0%. 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0202.30.00.00 - Boneless 5.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
02.03 Meat of swine, fresh, chilled or frozen.
- Fresh or chilled:
0203.11.00.00 - - Carcasses and half-carcasses 5.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0203.12.00.00 - - Hams, shoulders and cuts thereof, with bone in 5.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0203.19.00.00 - - Other 5.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
- Frozen:
0203.21.00.00 - - Carcasses and half-carcasses 5.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0203.22.00.00 - - Hams, shoulders and cuts thereof, with bone in 5.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0203.29.00.00 - - Other 5.0%|NT1 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
02.04 Meat of sheep or goats, fresh, chilled or frozen.
0204.10.00.00 - Carcasses and half-carcasses of lamb, fresh or chilled 5.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
- Other meat of sheep, fresh or chilled:
0204.21.00.00 - - Carcasses and half-carcasses 5.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0204.22.00.00 - - Other cuts with bone in 5.0%|NT1 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0204.23.00.00 - - Boneless 5.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%




0204.30.00.00 - Carcasses and half-carcasses of lamb, frozen 5.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
- Other meat of sheep, frozen:
0204.41.00.00 - - Carcasses and half-carcasses 5.0%|NT1 4.0% 3.0% 2.0% 1.0%. 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0204.42.00.00 - - Other cuts with bone in 5.0%|NT1 4.0% 3.0% 2.0% 1.0%. 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0204.43.00.00 - - Boneless 5.0%[NT1 4.0% 3.0% 2.0% 1.0%. 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0204.50.00.00 - Meat of goats 5.0%[NT1 4.0% 3.0% 2.0% 1.0%. 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0205.00.00.00 Meat of horses, asses, mules or hinnies, fresh, chilled or frozen. 5.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
02.06 Edible offal of bovine animals, swine, sheep, goats, horses, asses,
mules or hinnies. fresh., chilled or frozen.
0206.10.00.00 - Of bovine animals, fresh or chilled 5.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
- Of bovine animals, frozen:
0206.21.00.00 - - Tongues 5.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0206.22.00.00 - - Livers 5.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0206.29.00.00 - - Other 5.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0206.30.00.00 - Of swine, fresh or chilled 5.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
- Of swine, frozen:
0206.41.00.00 - - Livers 5.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0206.49.00.00 - - Other 5.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0206.80.00.00 - Other, fresh or chilled 5.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0206.90.00.00 - Other, frozen 5.0%|NT1 4.0% 3.0% 2.0% 1.0%. 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
02.07 Meat and edible offal, of the poultry of heading 01.05, fresh,
chilled or frozen.
- Of fowls of the species Gallus domesticus :
0207.11.00.00 - - Not cut in pieces, fresh or chilled 5.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0207.12.00.00 - - Not cut in pieces, frozen 5.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0207.13.00.00 - - Cuts and offal, fresh or chilled 5.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0207.14 - - Cuts and offal, frozen:
0207.14.10.00 - - - Wings 5.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0207.14.20.00 - - - Thighs EX Applied MFN |Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied
MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN
0207.14.30.00 - - - Livers 5.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
- - - Other:
0207.14.91.00 - - - - Mechanically deboned or separated meat 5.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0207.14.99.00 - - - - Other 5.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
- Of turkeys:
0207.24.00.00 - - Not cut in pieces, fresh or chilled 5.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0207.25.00.00 - - Not cut in pieces, frozen 5.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0207.26.00.00 - - Cuts and offal, fresh or chilled 5.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0207.27 - - Cuts and offal, frozen:
0207.27.10.00 - - - Livers 5.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
- - - Other:
0207.27.91.00 - - - - Mechanically deboned or separated meat 5.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0207.27.99.00 - - - - Other 5.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
- Of ducks:
0207.41.00.00 - - Not cut in pieces, fresh or chilled 5.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0207.42.00.00 - - Not cut in pieces, frozen 5.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0207.43.00.00 - - Fatty livers, fresh or chilled 5.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0207.44.00.00 - - Other, fresh or chilled 5.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0207.45.00.00 - - Other, frozen 5.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
- Of geese:
0207.51.00.00 - - Not cut in pieces, fresh or chilled 5.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0207.52.00.00 - - Not cut in pieces, frozen 5.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0207.53.00.00 - - Fatty livers, fresh or chilled 5.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0207.54.00.00 - - Other, fresh or chilled 5.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0207.55.00.00 - - Other, frozen 5.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0207.60.00.00 - Of guinea fowls 5.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

02.08

Other meat and edible meat offal, fresh, chilled or frozen.




0208.10.00.00 - Of rabbits or hares 5.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0208.30.00.00 - Of primates 5.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0208.40 - Of whales, dolphins and porpoises (mammals of the order

Cetacea ); of manatees and dugongs (mammals of the order

Sirenia ); of seals, sea lions and walruses (mammals of the suborder

Pinninedia):
0208.40.10.00 - - Of whales, dolphins and porpoises (mammals of the order 5.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Cetacea ); of manatees and dugongs (mammals of the order

Sirenia )
0208.40.90.00 - - Other 5.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0208.50.00.00 - Of reptiles (including snakes and turtles) 5.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0208.60.00.00 - Of camels and other camelids (Camelidae ) 5.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0208.90 - Other:
0208.90.10.00 - - Frogs' legs 5.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0208.90.90.00 - - Other 5.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
02.09 Pig fat, free of lean meat, and poultry fat, not rendered or

otherwise extracted, fresh, chilled, frozen, salted, in brine, dried

or smoked.
0209.10.00.00 - Of pigs 5.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0209.90.00.00 - Other 5.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
02.10 Meat and edible meat offal, salted, in brine, dried or smoked;

edible flours and meals of meat or meat offal.

- Meat of swine:
0210.11.00.00 - - Hams, shoulders and cuts thereof, with bone in 5.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0210.12.00.00 - - Bellies (streaky) and cuts thereof 5.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0210.19 - - Other:
0210.19.30.00 - - - Bacon or boneless hams 5.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0210.19.90.00 - - - Other 5.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0210.20.00.00 - Meat of bovine animals 5.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

- Other, including edible flours and meals of meat or meat offal:
0210.91.00.00 - - Of primates 5.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0210.92 - - Of whales, dolphins and porpoises (mammals of the order

Cetacea ); of manatees and dugongs (mammals of the order

Sirenia ); of seals, sea lions and walruses (mammals of the suborder

Pij i dia):
0210.92.10.00 - - - Of whales, dolphins and porpoises (mammals of the order 5.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Cetacea ); of manatees and dugongs (mammals of the order

Sirenia )
0210.92.90.00 - - - Other 5.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0210.93.00.00 - - Of reptiles (including snakes and turtles) 5.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0210.99 - - Other:
0210.99.10.00 - - - Freeze dried chicken dice 5.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0210.99.20.00 - - - Dried pork skin 5.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0210.99.90.00 - - - Other 5.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
03.01 Live fish.

- Ornamental fish:
0301.11 - - Freshwater:
0301.11.10.00 ---Fry 0.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

- - - Other:
0301.11.91.00 - - - - Koi carp (Cyprinus carpio) 5.0%|NT1 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0301.11.92.00 - - - - Goldfish (Carassius auratus) 5.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0301.11.93.00 - - - - Siamese fighting fish (Beta splendens) 5.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0301.11.94.00 - - - - Oscars (Astonotus ocellatus) 5.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0301.11.95 - Arowanas (Scleropages formosus):
0301.11.95.10  |----- Red Arowanas 5.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0301.11.9590  |----- Other 5.0%|NT1 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0301.11.99 - Other:
0301.11.99.10  |----- Botia (Botia macracantha ) 5.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0301.11.99.20  |----- Discus (Symphisodon discus ) 5.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%




0301.11.99.90  |----- Other 5.0%|NT1 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0301.19 - - Other
0301.19.10.00 ---Fry 0.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0301.19.90.00 - - - Other 5.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
- Other live fish:
0301.91.00.00 - - Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, 5.0%|NT2 4.0% 4.0% 3.0% 3.0% 2.0% 2.0% 1.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus
apache and Oncorhvnchus chrvsoaaster)
0301.92.00.00 - - Eels (Anguilla spp. ) 5.0%|NT1 4.0% 3.0% 2.0% 1.0%. 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0301.93 - - Carp (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon
idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon
piceus ):
0301.93.10.00 - - - Breeding, other than fry 0.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0301.93.90.00 - - - Other 5.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0301.94.00 - - Atlantic and Pacific bluefin tunas (Thunnus thynnus, Thunnus
orientalis ):
0301.94.00.10 - - - Atlantic bluefin tunas (Thunnus thynnus ) 5.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0301.94.00.20 - - - Pacific bluefin tunas (Thunnus orientali ) 5.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0301.95.00.00 - - Southern bluefin tunas (Thunnus maccoyii ) 5.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0301.99 - - Other:
- - - Milkfish or lapu-lapu fry:
0301.99.11.00 - - - - Breeding 0.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0301.99.19.00 - - - - Other 0.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
- - - Other fish fry:
0301.99.21.00 - - - - Breeding 0.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0301.99.29.00 - - - - Other 5.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
- - - Other, marine fish:
0301.99.31.00 - - - - Milkfish, breeding 5.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0301.99.39 - - - - Other:
0301.99.39.10  [----- Kerapu (Cromileptes altivelis; Epinephelus heniochus; 10.0%|NT1 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Epinephelus Merra; Epinephelus tauvina; Cephalophodis Boenack;
Plectropomus Leopbarbus)
0301.99.39.90  |----- Other 5.0%|NT1 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0301.99.40 - - - Other, freshwater fish:
0301.99.40.10 - - - - Tilapia (Oreocromis niloticus ) 10.0%(NT1 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0301.99.40.90 - - - - Other 5.0%|NT3 4.6% 4.2% 3.8% 3.3% 2.9% 2.5% 2.1% 1.7% 1.3% 0.8% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0%
03.02 Fish, fresh or chilled, excluding fish fillets and other fish meat of
heading 03.04.
- Salmonidae, excluding livers and roes:
0302.11.00.00 - - Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, 5.0%|NT2 4.0% 4.0% 3.0% 3.0% 2.0% 2.0% 1.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus
apoache and Oncorhvnchus chrvsoaaster )
0302.13.00.00 - - Pacific salmon (Oncorhynchus nerka , Oncorhynchus gorbuscha , - *ork TRQ TRQ TRQ TRQ TRQ TRQ TRQ TRQ TRQ TRQ TRQ TRQ TRQ TRQ
Oncorhynchus keta , Oncorhynchus tschawytscha , Oncorhynchus
kisutch , Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus )
0302.14.00 - - Atlantic salmon (Salmo salar ) and Danube salmon (Hucho
hucho):
0302.14.00.10 - - - Atlantic salmon (Salmo salar) 5.0%|NT2 4.0% 4.0% 3.0% 3.0% 2.0% 2.0% 1.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0302.14.00.20 - - - Danube salmon (Hucho hucho) 5.0%|NT2 4.0% 4.0% 3.0% 3.0% 2.0% 2.0% 1.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0302.19.00.00 - - Other - EX Applied MFN |Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied
MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN
- Flat fish (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae,
Scophthalmidae and Citharidae ), excluding livers and roes:
0302.21.00.00 - - Halibut (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus 5.0%|NT3 4.6% 4.2% 3.8% 3.3% 2.9% 2.5% 2.1% 1.7% 1.3% 0.8% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0%
hippoalossus, Hibpoalossus stenolepis )
0302.22.00.00 - - Plaice (Pleuronectes platessa) 5.0%|NT3 4.6% 4.2% 3.8% 3.3% 2.9% 2.5% 2.1% 1.7% 1.3% 0.8% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0%
0302.23.00.00 - - Sole (Solea spp. ) - SL1 87.5% 87.5% 87.5% 75% 75% 75% 62.5% 62.5% 62.5% 50% 50% 50% 50% 50% Applied
Applied MFN |Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied MFN
MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN




0302.24.00.00 - - Turbots (Psetta maxima ) 5.0%|NT3 4.6% 4.2% 3.8% 3.3% 2.9% 2.5% 2.1% 1.7% 1.3% 0.8% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0%
0302.29.00.00 - - Other 5.0%|NT3 4.6% 4.2% 3.8% 3.3% 2.9% 2.5% 2.1% 1.7% 1.3% 0.8% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0%
- Tunas (of the genus Thunnus ), skipjack or stripe-bellied bonito
(Euthynnus (Katsuwonus) pelamis ), excluding livers and roes:
0302.31.00.00 - - Albacore or longfinned tunas (Thunnus alalunga) - SL1 87.5% 87.5% 87.5% 75% 75% 75% 62.5% 62.5% 62.5% 50% 50% 50% 50% 50% Applied
Applied MFN |Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied MFN
MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN
0302.32.00.00 - - Yellowfin tunas (Thunnus albacares ) - SL1 87.5% 87.5% 87.5% 75% 75% 75% 62.5% 62.5% 62.5% 50% 50% 50% 50% 50% Applied
Applied MFN |Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied MFN
MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN
0302.33.00.00 - - Skipjack or stripe-bellied bonito - SL1 87.5% 87.5% 87.5% 75% 75% 75% 62.5% 62.5% 62.5% 50% 50% 50% 50% 50% Applied
Applied MFN |Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied MFN
MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN
0302.34.00.00 - - Bigeye tunas (Thunnus obesus ) - SL1 87.5% 87.5% 87.5% 75% 75% 75% 62.5% 62.5% 62.5% 50% 50% 50% 50% 50% Applied
Applied MFN |Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied MFN
MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN
0302.35.00 - - Atlantic and Pacific bluefin tunas (Thunnus thynnus, Thunnus
orientalis ):
0302.35.00.10 - - - Atlantic bluefin tunas (Thunnus thynnus ) 5.0%|NT3 4.6% 4.2% 3.8% 3.3% 2.9% 2.5% 2.1% 1.7% 1.3% 0.8% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0%
0302.35.00.20 - - - Pacific bluefin tunas (Thunnus orientalis ) 5.0%|NT2 4.0% 4.0% 3.0% 3.0% 2.0% 2.0% 1.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0302.36.00.00 - - Southern bluefin tunas (Thunnus maccoyii ) 5.0%|NT2 4.0% 4.0% 3.0% 3.0% 2.0% 2.0% 1.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0302.39.00.00 - - Other - SL1 87.5% 87.5% 87.5% 75% 75% 75% 62.5% 62.5% 62.5% 50% 50% 50% 50% 50% Applied
Applied MFN |Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied MFN
MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN
- Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii), anchovies (Engraulis
spp.), sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella
(Sardinella spp.), brisling or sprats (Sprattus sprattus), mackerel
(Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus),
jack and horse mackerel (Trachurus spp.), cobia (Rachycentron
canadum) and swordfish (Xiphias gladius), excluding livers and
0302.41.00.00 - - Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii ) 5.0%|NT1 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0302.42.00.00 - - Anchovies (Engraulis spp. ) 5.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0302.43.00.00 - - Sardines (Sardina pilchardus , Sardinops spp .), sardinella 5.0%|NT1 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
(Sardinella spp. ). brisling or sprats (Sprattus sprattus )
0302.44.00.00 - - Mackerel (Scomber scombrus , Scomber australasicus , Scomber 5.0%|NT1 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
iaponicus)
0302.45.00.00 - - Jack and horse mackerel (Trachurus spp .) 5.0%|NT1 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0302.46.00.00 - - Cobia (Rachycentron canadum ) 5.0%|NT1 4.0% 3.0% 2.0% 1.0%. 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0302.47.00.00 - - Swordfish (Xiphias gladius ) 5.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
- Fish of the families Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae,
Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and
Muraenolepididae. excluding livers and roes:
0302.51.00.00 - - Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus ) 5.0%|NT2 4.0% 4.0% 3.0% 3.0% 2.0% 2.0% 1.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0302.52.00.00 - - Haddock (Melanogrammus aeglefinus ) 5.0%|NT1 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0302.53.00.00 - - Coalfish (Pollachius virens ) 5.0%|NT2 4.0% 4.0% 3.0% 3.0% 2.0% 2.0% 1.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0302.54.00.00 - - Hake (Merluccius spp., Urophycis spp .) 5.0%|NT2 4.0% 4.0% 3.0% 3.0% 2.0% 2.0% 1.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0302.55.00.00 - - Alaska Pollack (Theragra chalcogramma) 5.0%|NT1 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0302.56.00.00 - - Blue whitings (Micromesistius poutassou, Micromesistius 5.0%|NT2 4.0% 4.0% 3.0% 3.0% 2.0% 2.0% 1.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
australis )
0302.59.00.00 - - Other 5.0%|NT2 4.0% 4.0% 3.0% 3.0% 2.0% 2.0% 1.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
- Tilapias (Oreochromis spp .), catfish (Pangasius spp., Silurus spp.,
Clarias spp., Ictalurus spp. ), carp (Cyprinus carpio, Carassius
carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp.,
Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus ), eels (Anguilla spp .), Nile
perch (Lates niloticus ) and snakeheads (Channa spp. ), excluding
livore and rnoc-
0302.71.00 - - Tilapias (Oreochromis spp.):
0302.71.00.10 - - - Tilapia (Oreochromis niloticus) 10.0%[NT2 8.0% 8.0% 6.0% 6.0% 4.0% 4.0% 2.0% 2.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0302.71.00.90 - - - Other 10.0%[NT2 8.0% 8.0% 6.0% 6.0% 4.0% 4.0% 2.0% 2.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%




0302.72 - - Catfish (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp. ):
0302.72.10.00 - - - Yellowtail catfish (Pangasius pangasius ) 5.0%|NT1 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0302.72.90 - - - Other:
0302.72.90.10 - - - - Pangasius (Pangasius spp.) 5.0%|NT1 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0302.72.90.20 - - - - Catfish (Clarias spp.) 5.0%|NT1 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0302.72.90.90 - - - - Other 5.0%|NT2 4.0% 4.0% 3.0% 3.0% 2.0% 2.0% 1.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0302.73 - - Carp (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon
idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon
piceus ):
0302.73.10.00 - - - Mrigal (Cirrhinus cirrhosus ) 5.0%|NT1 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0302.73.90.00 - - - Other 5.0%|NT1 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0302.74.00.00 - - Eels (Anguilla spp .) 5.0%|NT1 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0302.79.00.00 - - Other 5.0%|NT2 4.0% 4.0% 3.0% 3.0% 2.0% 2.0% 1.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
- Other fish, excluding livers and roes:
0302.81.00.00 - - Dogfish and other sharks 5.0%|NT2 4.0% 4.0% 3.0% 3.0% 2.0% 2.0% 1.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0302.82.00.00 - - Rays and skates (Rajidae ) 5.0%|NT2 4.0% 4.0% 3.0% 3.0% 2.0% 2.0% 1.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0302.83.00.00 - - Toothfish (Dissostichus spp. ) 5.0%|NT1 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0302.84.00.00 - - Seabass (Dicentrarchus spp. ) 5.0%|NT2 4.0% 4.0% 3.0% 3.0% 2.0% 2.0% 1.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0302.85.00.00 - - Seabream (Sparidae ) 5.0%|NT2 4.0% 4.0% 3.0% 3.0% 2.0% 2.0% 1.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
- - Other:
- - - Marine fish:
0302.89.12.00 - - - - Longfin mojarra (Pentaprion longimanus ) 5.0%|NT1 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0302.89.13.00 - - - - Bluntnose lizardfish (Trachinocephalus myops ) 5.0%|NT1 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0302.89.14.00 - - - - Savalai hairtails (Lepturacanthus savala ), Belanger’s croakers - SL1 87.5% 87.5% 87.5% 75% 75% 75% 62.5% 62.5% 62.5% 50% 50% 50% 50% 50% Applied
(Johnius belangerii ), Reeve’s croakers (Chrysochir aureus ) and Applied MFN |Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied MFN
bigeve croakers (Pennahia anea ) MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN
0302.89.15 - - - - Indian mackerel (Rastrelliger kanagurta ) and island mackerel
(Rastrelliaer fauahni ):
0302.89.15.10  |----- Indian mackerel (Rastrelliger kanagurta ) 5.0%|NT2 4.0% 4.0% 3.0% 3.0% 2.0% 2.0% 1.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0302.89.15.20  |----- Island mackerel (Rastrelliger faughni') 5.0%|NT2 4.0% 4.0% 3.0% 3.0% 2.0% 2.0% 1.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0302.89.16.00 - - - - Torpedo scads (Megalaspis cordyla ), spotted sicklefish 5.0%|NT1 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
(Drepane punctata ) and great barracudas (Sphyraena barracuda )
0302.89.17 - - - - Silver pomfrets (Pampus argenteus ) and black pomfrets
(Parastromatus niger):
0302.89.17.10 -- Silver pomfrets (Pampus argenteus ) 5.0%[NT1 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0302.89.17.20  [----- Black pomfrets (Parastromatus niger) 5.0%|NT1 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0302.89.18.00 - - - - Mangrove red snappers (Lutjanus argentimaculatus ) 5.0%|NT1 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0302.89.19 - Other:
0302.89.19.10  [----- Kerapu (Cromileptes altivelis; Epinephelus heniochus; 10.0%|NT1 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Epinephelus Merra; Epinephelus tauvina; Cephalophodis Boenack ;
Plectropomus Leobarbus )
0302.89.19.20  |----- Marlin (Makaira indica, Makaira mazara, Tetrapturus audax ) 5.0%|NT2 4.0% 4.0% 3.0% 3.0% 2.0% 2.0% 1.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0302.89.19.30  |----- Mackerel (Scomberomorus commerson, Scomberomorus 5.0%|NT2 4.0% 4.0% 3.0% 3.0% 2.0% 2.0% 1.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
guttatus)
0302.89.19.40  |----- Indo-pasific sailfish (Istiophorus orientalis) 5.0%|NT1 4.0% 3.0% 2.0% 1.0%. 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0302.89.19.90  |----- Other 5.0%|NT2 4.0% 4.0% 3.0% 3.0% 2.0% 2.0% 1.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
- - - Other:
0302.89.22.00 - - - - Rohu (Labeo rohita), catla (Catla catla ) and swamp barb 5.0%|NT1 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
(Puntius chola )
0302.89.24.00 - - - - Snakeskin gourami ( Trichogaster pectoralis) 5.0%|NT1 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0302.89.26.00 - - - - Indian threadfins (Polynemus indicus ) and silver grunts 5.0%(NT1 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
(pomadasys argenteus )
0302.89.27.00 - - - - Hilsa shad (Tenualosa ilisha ) 5.0%|NT1 4.0% 3.0% 2.0% 1.0%. 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0302.89.28.00 - - - - Wallago (Wallago attu ) and giant river-catfish (Sperata 5.0%|NT1 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
seenghala )
0302.89.29.00 - - - - Other 5.0%|NT3 4.6% 4.2% 3.8% 3.3% 2.9% 2.5% 2.1% 1.7% 1.3% 0.8% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0%
0302.90.00.00 - Livers and roes 5.0%|NT3 4.6% 4.2% 3.8% 3.3% 2.9% 2.5% 2.1% 1.7% 1.3% 0.8% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0%
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03.03

Fish, frozen, excluding fish fillets and other fish meat of heading
03.04.

- Salmonidae, excluding livers and roes:

0303.11.00.00 - - Sockeye salmon (red salmon) (Oncorhynchus nerka) - *xx TRQ TRQ TRQ TRQ TRQ TRQ TRQ TRQ TRQ TRQ TRQ TRQ TRQ TRQ
0303.12.00.00 - - Other Pacific salmon (Oncorhynchus gorbuscha , Oncorhynchus - rkx TRQ TRQ TRQ TRQ TRQ TRQ TRQ TRQ TRQ TRQ TRQ TRQ TRQ TRQ
keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch,
Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus)
0303.13.00 - - Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho
hucho):
0303.13.00.10 - - - Atlantic salmon (Salmo salar) 5.0%|NT2 4.0% 4.0% 3.0% 3.0% 2.0% 2.0% 1.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0303.13.00.20 - - - Danube salmon (Hucho hucho) 5.0%|NT3 4.6% 4.2% 3.8% 3.3% 2.9% 2.5% 2.1% 1.7% 1.3% 0.8% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0%
0303.14.00.00 - - Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, 5.0%|NT2 4.0% 4.0% 3.0% 3.0% 2.0% 2.0% 1.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus
apache and Oncorhvnchus chrvsoaaster)
0303.19.00.00 - - Other - EX Applied MFN |Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied
MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN
- Tilapias (Oreochromis spp .), catfish (Pangasius spp ., Silurus spp .,
Clarias spp ., Ictalurus spp .), carp (Cyprinus carpio , Carassius
carassius , Ctenopharyngodon idellus , Hypophthalmichthys spp .,
Cirrhinus spp ., Mylopharyngodon piceus ), eels (Anguilla spp .), Nile
perch (Lates niloticus ) and snakeheads (Channa spp. ), excluding
liviare and rnac-
0303.23.00 - - Tilapias (Oreochromis spp .):
0303.23.00.10 - - - Tilapia (Oreochromis niloticus) - HSL2 95% Applied [95% 95% 90% 90% 90% 85% 85% 85% 80% 80% 80% 75% 75% Applied
MFN Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied MFN
MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN
0303.23.00.90 - - - Other 10.0%[NT2 8.0% 8.0% 6.0% 6.0% 4.0% 4.0% 2.0% 2.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0303.24.00.00 - - Catfish (Pangasius spp ., Silurus spp ., Clarias spp ., Ictalurus spp .) 5.0%|NT1 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0303.25.00.00 - - Carp (Cyprinus carpio , Carassius carassius , Ctenopharyngodon 5.0%|NT2 4.0% 4.0% 3.0% 3.0% 2.0% 2.0% 1.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon
piceus)
0303.26.00.00 - - Eels (Anguilla spp .) 5.0%|NT1 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0303.29.00.00 - - Other 5.0%|NT2 4.0% 4.0% 3.0% 3.0% 2.0% 2.0% 1.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
- Flat fish (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae,
Scophthalmidae and Citharidae ), excluding livers and roes:
0303.31.00.00 - - Halibut (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus 5.0%|NT3 4.6% 4.2% 3.8% 3.3% 2.9% 2.5% 2.1% 1.7% 1.3% 0.8% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0%
hippoglossus, Hippoglossus stenolepis )
0303.32.00.00 - - Plaice (Pleuronectes platessa ) 5.0%|NT2 4.0% 4.0% 3.0% 3.0% 2.0% 2.0% 1.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0303.33.00.00 - - Sole (Solea spp. ) 5.0%|NT2 4.0% 4.0% 3.0% 3.0% 2.0% 2.0% 1.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0303.34.00.00 - - Turbots (Psetta maxima) 5.0%|NT2 4.0% 4.0% 3.0% 3.0% 2.0% 2.0% 1.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0303.39.00.00 - - Other 5.0%|NT2 4.0% 4.0% 3.0% 3.0% 2.0% 2.0% 1.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
- Tunas (of the genus Thunnus ), skipjack or stripe-bellied bonito
(Euthynnus (Katsuwonus) pelamis ), excluding livers and roes:
0303.41.00.00 - - Albacore or longfinned tunas (Thunnus alalunga) - HSL1 92% Applied [92% 92% 84% 84% 84% 76% 76% 76% 68% 68% 68% 60% 60% Applied
MFN Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied MFN
MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN
0303.42.00.00 - - Yellowfin tunas (Thunnus albacares) - HSL1 92% Applied [92% 92% 84% 84% 84% 76% 76% 76% 68% 68% 68% 60% 60% Applied
MFN Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied MFN
MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN
0303.43.00.00 - - Skipjack or stripe-bellied bonito - HSL1 92% Applied [92% 92% 84% 84% 84% 76% 76% 76% 68% 68% 68% 60% 60% Applied
MFN Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied MFN
MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN
0303.44.00.00 - - Bigeye tunas (Thunnus obesus ) - HSL1 92% Applied [92% 92% 84% 84% 84% 76% 76% 76% 68% 68% 68% 60% 60% Applied
MFN Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied MFN
MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN
0303.45.00 - - Atlantic and Pacific bluefin tunas (Thunnus thynnus , Thunnus
orientalis ):
0303.45.00.10 - - - Atlantic bluefin tunas (Thunnus thynnus) 5.0%|NT3 4.6% 4.2% 3.8% 3.3% 2.9% 2.5% 2.1% 1.7% 1.3% 0.8% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0%
0303.45.00.20 - - - Pacific bluefin tunas (Thunnus orientalis ) 5.0%|NT3 4.6% 4.2% 3.8% 3.3% 2.9% 2.5% 2.1% 1.7% 1.3% 0.8% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0%
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0303.46.00.00 - - Southern bluefin tunas (Thunnus maccoyii ) 5.0%|NT2 4.0% 4.0% 3.0% 3.0% 2.0% 2.0% 1.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0303.49.00.00 - - Other SL1 87.5% 87.5% 87.5% 75% 75% 75% 62.5% 62.5% 62.5% 50% 50% 50% 50% 50% Applied
Applied MFN |Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied MFN
MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN

- Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii ), sardines (Sardina

pilchardus, Sardinops spp. ), sardinella (Sardinella spp. ), brisling or

sprats (Sprattus sprattus ), mackerel (Scomber scombrus, Scomber

australasicus, Scomber japonicus ), jack and horse mackerel

(Trachurus spp .), cobia (Rachycentron canadum ) and swordfish

(Xiphias gladius ), excluding livers and roes:
0303.51.00.00 - - Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii ) 5.0%|NT3 4.6% 4.2% 3.8% 3.3% 2.9% 2.5% 2.1% 1.7% 1.3% 0.8% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0%
0303.53.00.00 - - Sardines (Sardina pilchardus , Sardinops spp .), sardinella 5.0%|NT3 4.6% 4.2% 3.8% 3.3% 2.9% 2.5% 2.1% 1.7% 1.3% 0.8% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0%

(Sardinella spp. ). brisling or sprats (Sprattus sprattus )
0303.54.00 - - Mackerel (Scomber scombrus , Scomber australasicus , Scomber

iaponicus):
0303.54.00.10 - - - Mackerel (Scomber scombrus , Scomber australasicus) 5.0%|NT2 4.0% 4.0% 3.0% 3.0% 2.0% 2.0% 1.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0303.54.00.20 - - - Pacific mackerel (Scomber japonicus) SL2 92.5% 92.5% 92.5% 85% 85% 85% 77.5% 77.5% 77.5% 70% 70% 70% 70% 70% Applied

Applied MFN |Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied MFN
MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN

0303.55.00.00 - - Jack and horse mackerel (Trachurus spp .) 5.0%|NT2 4.0% 4.0% 3.0% 3.0% 2.0% 2.0% 1.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0303.56.00.00 - - Cobia (Rachycentron canadum ) 5.0%|NT1 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0303.57.00.00 - - Swordfish (Xiphias gladius ) 5.0%|NT1 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

- Fish of the families Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae,

Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and

Muraenolepididae . excluding livers and roes:
0303.63.00.00 - - Cod (Gadus morhua , Gadus ogac , Gadus macrocephalus ) 5.0%|NT3 4.6% 4.2% 3.8% 3.3% 2.9% 2.5% 2.1% 1.7% 1.3% 0.8% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0%
0303.64.00.00 - - Haddock (Melanogrammus aeglefinus ) 5.0%|NT2 4.0% 4.0% 3.0% 3.0% 2.0% 2.0% 1.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0303.65.00.00 - - Coalfish (Pollachius virens ) 5.0%|NT2 4.0% 4.0% 3.0% 3.0% 2.0% 2.0% 1.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0303.66.00.00 - - Hake (Merluccius spp., Urophycis spp .) 5.0%|NT2 4.0% 4.0% 3.0% 3.0% 2.0% 2.0% 1.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0303.67.00.00 - - Alaska Pollack (Theragra chalcogramma) 5.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0303.68.00.00 - - Blue whitings (Micromesistius poutassou, Micromesistius 5.0%|NT3 4.6% 4.2% 3.8% 3.3% 2.9% 2.5% 2.1% 1.7% 1.3% 0.8% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0%

australis )
0303.69.00.00 - - Other 5.0%|NT3 4.6% 4.2% 3.8% 3.3% 2.9% 2.5% 2.1% 1.7% 1.3% 0.8% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0%

- Other fish, excluding livers and roes:
0303.81.00.00 - - Dogfish and other sharks 5.0%|NT2 4.0% 4.0% 3.0% 3.0% 2.0% 2.0% 1.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0303.82.00.00 - - Rays and skates (Rajidae ) 5.0%|NT2 4.0% 4.0% 3.0% 3.0% 2.0% 2.0% 1.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0303.83.00.00 - - Toothfish (Dissostichus spp .) 5.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0303.84.00.00 - - Seabass (Dicentrarchus spp. ) 5.0%|NT2 4.0% 4.0% 3.0% 3.0% 2.0% 2.0% 1.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0303.89 - - Other:

- - - Marine fish:
0303.89.12.00 - - - - Longfin mojarra (Pentaprion longimanus ) 5.0%|NT1 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0303.89.13.00 - - - - Bluntnose lizardfish (Trachinocephalus myops) 5.0%|NT1 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0303.89.14.00 - - - - Savalai hairtails (Lepturacanthus savala ), Belanger’s croakers 5.0%|NT1 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

(Johnius belangerii ), Reeve’s croakers (Chrysochir aureus ) and

bigeve croakers (Pennahia anea)
0303.89.15 - - - - Indian mackerel (Rastrelliger kanagurta ) and island mackerel

(Rastrelliger faughni ):
0303.89.15.10  |----- Indian mackerel (Rastrelliger kanagurta ) 5.0%|NT3 4.6% 4.2% 3.8% 3.3% 2.9% 2.5% 2.1% 1.7% 1.3% 0.8% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0%
0303.89.15.20  |----- Island mackerel (Rastrelliger faughni') 5.0%|NT3 4.6% 4.2% 3.8% 3.3% 2.9% 2.5% 2.1% 1.7% 1.3% 0.8% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0%
0303.89.16.00 - - - - Torpedo scads (Megalaspis cordyla ), spotted sicklefish 5.0%|NT2 4.0% 4.0% 3.0% 3.0% 2.0% 2.0% 1.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

(Drepane punctata ) and great barracudas (Sphyraena barracuda))
0303.89.17 - - - - Silver pomfrets (Pampus argenteus ) and black pomfrets

(Parastromatus niger):
0303.89.17.10  |----- Silver pomfrets (Pampus argenteus ) 5.0%|NT1 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0303.89.17.20  |----- Black pomfrets (Parastromatus niger) 5.0%|NT1 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0303.89.18.00 - - - - Mangrove red snappers (Lutjanus argentimaculatus) 5.0%|NT1 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

0303.89.19

- - - - Other:
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0303.89.19.10  |----- Kerapu (Cromileptes altivelis, Epinephelus heniochus, 10.0%(NT1 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Epinephelus Merra, Epinephelus tauvina, Cephalophodis Boenack,
Plectropomus Leobarbus )
0303.89.19.20  [----- Marlin (Makaira indica, Makaira mazara, Tetrapturus audax ) 5.0%|NT1 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0303.89.19.30  |----- Mackerel (Scomberomorus commerson, Scomberomorus 5.0%|NT2 4.0% 4.0% 3.0% 3.0% 2.0% 2.0% 1.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
quttatus)
0303.89.19.40  |----- Indo-pasific sailfish (/stiophorus orientalis ) 5.0%|NT1 4.0% 3.0% 2.0% 1.0%. 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0303.89.19.90  |----- Other 5.0%|NT3 4.6% 4.2% 3.8% 3.3% 2.9% 2.5% 2.1% 1.7% 1.3% 0.8% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0%
- - - Other:
0303.89.22.00 - - - - Rohu (Labeo rohita ), catla (Catla catla Jand swamp barb 5.0%|NT1 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
(Puntius chola )
0303.89.24.00 - - - - Snakeskin gourami (Trichogaster pectoralis ) 5.0%[NT1 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0303.89.26.00 - - - - Indian threadfins (Polynemus indicus ) and silver grunts 5.0%|NT1 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
(pomadasvys argenteus )
0303.89.27.00 - - - - Hilsa shad (Tenualosa ilisha ) 5.0%|NT1 4.0% 3.0% 2.0% 1.0%. 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0303.89.28.00 - - - - Wallago (Wallago attu) and giant river-catfish (Sperata 5.0%|NT1 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
seenghala )
0303.89.29.00 - - - - Other 5.0%|NT3 4.6% 4.2% 3.8% 3.3% 2.9% 2.5% 2.1% 1.7% 1.3% 0.8% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0%
0303.90 - Livers and roes:
0303.90.10.00 - - Livers 5.0%|NT2 4.0% 4.0% 3.0% 3.0% 2.0% 2.0% 1.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0303.90.20.00 - - Roes 5.0%|NT2 4.0% 4.0% 3.0% 3.0% 2.0% 2.0% 1.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
03.04 Fish fillets and other fish meat (whether or not minced), fresh,
chilled or frozen.
- Fresh or chilled fillets of tilapias (Oreochromis spp .), catfish
(Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp. ), carp
(Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus,
Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus ),
eels (Anguilla spp. ), Nile perch (Lates niloticus ) and snakeheads
(Channa spp. ):
0304.31.00.00 - - Tilapias (Oreochromis spp.) - HSL2 95% Applied |95% 95% 90% 90% 90% 85% 85% 85% 80% 80% 80% 75% 75% Applied
MFN Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied MFN
MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN
0304.32.00 - - Catfish (Pangasius spp ., Silurus spp ., Clarias spp ., Ictalurus
spp .):
0304.32.00.10 - - - Pangasius (Pangasius spp.) - HSL2 95% Applied [95% 95% 90% 90% 90% 85% 85% 85% 80% 80% 80% 75% 75% Applied
MFN Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied MFN
MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN
0304.32.00.20 - - - Catfish (Clarias spp .) - HSL2 95% Applied [95% 95% 90% 90% 90% 85% 85% 85% 80% 80% 80% 75% 75% Applied
MFN Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied MFN
MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN
0304.32.00.90 - - - Other - HSL1 92% Applied [92% 92% 84% 84% 84% 76% 76% 76% 68% 68% 68% 60% 60% Applied
MFN Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied MFN
MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN
0304.33.00.00 - - Nile Perch (Lates niloticus) 10.0%[NT2 8.0% 8.0% 6.0% 6.0% 4.0% 4.0% 2.0% 2.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0304.39.00.00 - - Other - EX Applied MFN |Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied
MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN
- Fresh or chilled fillets of other fish:
0304.41.00.00 - - Pacific salmon (Oncorhynchus nerka , Oncorhynchus gorbuscha , 10.0%|NT3 9.2% 8.3% 7.5% 6.7% 5.8% 5.0% 4.2% 3.3% 2.5% 1.7% 0.8% 0.0% 0.0% 0.0%
Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus
kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus ),
Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho)
0304.42.00.00 - - Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss , Oncorhynchus clarki, 10.0%|NT3 9.2% 8.3% 7.5% 6.7% 5.8% 5.0% 4.2% 3.3% 2.5% 1.7% 0.8% 0.0% 0.0% 0.0%
Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus
avache and Oncorhvnchus chrvsoaaster)
0304.43.00.00 - - Flat fish (Pleuronectidae , Bothidae , Cynoglossidae , Soleidae , - EX Applied MFN |Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied
Scophthalmidae and Citharidae ) MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN
0304.44.00.00 - - Fish of the families Bregmacerotidae , Euclichthyidae , Gadidae, 10.0%|NT2 8.0% 8.0% 6.0% 6.0% 4.0% 4.0% 2.0% 2.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and
Muraenolepididae
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0304.45.00.00 - - Swordfish (Xiphias gladius ) - SL1 87.5% 87.5% 87.5% 75% 75% 75% 62.5% 62.5% 62.5% 50% 50% 50% 50% 50% Applied
Applied MFN |Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied MFN
MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN
0304.46.00.00 - - Toothfish (Dissostichus spp .) 10.0%[NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0304.49.00.00 - - Other 10.0%[NT3 9.2% 8.3% 7.5% 6.7% 5.8% 5.0% 4.2% 3.3% 2.5% 1.7% 0.8% 0.0% 0.0% 0.0%
- Other, fresh or chilled:
0304.51.00.00 - - Tilapias (Oreochromis spp. ), catfish (Pangasius spp., Silurus spp., - HSL1 92% Applied |92% 92% 84% 84% 84% 76% 76% 76% 68% 68% 68% 60% 60% Applied
Clarias spp., Ictalurus spp .), carp (Cyprinus carpio, Carassius MFN Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied MFN
carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., MFN MFN MFN MFN MFN MFN MFN MFN MFN MFN MFN MFN
Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus ), eels (Anguilla spp. ), Nile
perch (Lates niloticus ) and snakeheads (Channa spp.)
0304.52.00.00 - - Salmonidae - EX Applied MFN |Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied
MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN
0304.53.00.00 - - Fish of the families Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, 10.0%|NT3 9.2% 8.3% 7.5% 6.7% 5.8% 5.0% 4.2% 3.3% 2.5% 1.7% 0.8% 0.0% 0.0% 0.0%
Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and
Muraenolevididae
0304.54.00.00 - - Swordfish (Xiphias gladius ) - SL1 87.5% 87.5% 87.5% 75% 75% 75% 62.5% 62.5% 62.5% 50% 50% 50% 50% 50% Applied
Applied MFN |Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied MFN
MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN
0304.55.00.00 - - Toothfish (Dissostichus spp .) 10.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0304.59.00.00 - - Other 10.0%|NT3 9.2% 8.3% 7.5% 6.7% 5.8% 5.0% 4.2% 3.3% 2.5% 1.7% 0.8% 0.0% 0.0% 0.0%
- Frozen fillets of tilapias (Oreochromis spp.), catfish (Pangasius
spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carp (Cyprinus carpio,
Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus,
Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon
piceus), eels (Anguilla spp.), Nile perch (Lates niloticus) and
snakeheads (Channa spp.):
0304.61.00.00 - - Tilapias (Oreochromis spp. ) - SL2 92.5% 92.5% 92.5% 85% 85% 85% 77.5% 77.5% 77.5% 70% 70% 70% 70% 70% Applied
Applied MFN |Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied MFN
MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN
0304.62.00 - - Catfish (Pangasius spp ., Silurus spp ., Clarias spp ., Ictalurus
spp.):
0304.62.00.10 - - - Pangasius (Pangasius spp.) 10.0%(NT1 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0304.62.00.20 - - - Catfish (Clarias spp .) - SL2 92.5% 92.5% 92.5% 85% 85% 85% 77.5% 77.5% 77.5% 70% 70% 70% 70% 70% Applied
Applied MFN |Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied MFN
MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN
0304.62.00.90 - - - Other - SL2 92.5% 92.5% 92.5% 85% 85% 85% 77.5% 77.5% 77.5% 70% 70% 70% 70% 70% Applied
Applied MFN |Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied MFN
MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN
0304.63.00.00 - - Nile Perch (Lates niloticus ) 10.0%(NT1 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0304.69.00.00 - - Other - SL2 92.5% 92.5% 92.5% 85% 85% 85% 77.5% 77.5% 77.5% 70% 70% 70% 70% 70% Applied
Applied MFN |Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied MFN
MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN
- Frozen fillets of fish of the families Bregmacerotidae,
Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae,
Moridae and Muraenolepididae :
0304.71.00.00 - - Cod (Gadus morhua , Gadus ogac , Gadus macrocephalus ) 10.0%[NT2 8.0% 8.0% 6.0% 6.0% 4.0% 4.0% 2.0% 2.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0304.72.00.00 - - Haddock (Melanogrammus aeglefinus ) 10.0%[NT3 9.2% 8.3% 7.5% 6.7% 5.8% 5.0% 4.2% 3.3% 2.5% 1.7% 0.8% 0.0% 0.0% 0.0%
0304.73.00.00 - - Coalfish (Pollachius virens ) 10.0%[NT3 9.2% 8.3% 7.5% 6.7% 5.8% 5.0% 4.2% 3.3% 2.5% 1.7% 0.8% 0.0% 0.0% 0.0%
0304.74.00.00 - - Hake (Merluccius spp., Urophycis spp. ) - EX Applied MFN |Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied
MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN
0304.75.00.00 - - Alaska Pollack (Theragra chalcogramma) 10.0%|NT2 8.0% 8.0% 6.0% 6.0% 4.0% 4.0% 2.0% 2.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0304.79.00.00 - - Other 10.0%|NT3 9.2% 8.3% 7.5% 6.7% 5.8% 5.0% 4.2% 3.3% 2.5% 1.7% 0.8% 0.0% 0.0% 0.0%
- Frozen fillets of other fish:
0304.81.00 - - Pacific salmon (Oncorhynchus nerka , Oncorhynchus gorbuscha,,
Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus
kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus ),
Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho ):
0304.81.00.10 - - - Red salmon (Oncorhynchus nerka ) - EX Applied MFN |Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied
MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN
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0304.81.00.90 - - - Other 10.0%[NT3 9.2% 8.3% 7.5% 6.7% 5.8% 5.0% 4.2% 3.3% 2.5% 1.7% 0.8% 0.0% 0.0% 0.0%
0304.82.00.00 - - Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, - ** 30% Applied |30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% Applied
Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus MFN Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied MFN
apache and Oncorhvnchus chrvsoaaster) MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN
0304.83.00.00 - - Flat fish (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, 10.0%(NT3 9.2% 8.3% 7.5% 6.7% 5.8% 5.0% 4.2% 3.3% 2.5% 1.7% 0.8% 0.0% 0.0% 0.0%
Scophthalmidae and Citharidae )
0304.84.00.00 - - Swordfish (Xiphias gladius ) - SL1 87.5% 87.5% 87.5% 75% 75% 75% 62.5% 62.5% 62.5% 50% 50% 50% 50% 50% Applied
Applied MFN |Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied MFN
MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN
0304.85.00.00 - - Toothfish (Dissostichus spp .) 10.0%|NT1 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0304.86.00.00 - - Herrings (Clupea harengus , Clupea pallasii') 10.0%|NT3 9.2% 8.3% 7.5% 6.7% 5.8% 5.0% 4.2% 3.3% 2.5% 1.7% 0.8% 0.0% 0.0% 0.0%
0304.87.00.00 - - Tunas (of the genus Thunnus ), skipjack or stripe-bellied bonito - HSL1 92% Applied [92% 92% 84% 84% 84% 76% 76% 76% 68% 68% 68% 60% 60% Applied
(Euthynnus (Katsuwonus) pelamis ) MFN Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied MFN
MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN
0304.89.00.00 - - Other 10.0%|NT3 9.2% 8.3% 7.5% 6.7% 5.8% 5.0% 4.2% 3.3% 2.5% 1.7% 0.8% 0.0% 0.0% 0.0%
- Other, frozen:
0304.91.00.00 - - Swordfish (Xiphias gladius ) - SL1 87.5% 87.5% 87.5% 75% 75% 75% 62.5% 62.5% 62.5% 50% 50% 50% 50% 50% Applied
Applied MFN |Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied MFN
MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN
0304.92.00.00 - - Toothfish (Dissostichus spp .) 10.0%|NT1 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0304.93.00.00 - - Tilapias (Oreochromis spp. ), catfish (Pangasius spp., Silurus spp., - SL2 92.5% 92.5% 92.5% 85% 85% 85% 77.5% 77.5% 77.5% 70% 70% 70% 70% 70% Applied
Clarias spp., Ictalurus spp. ), carp (Cyprinus carpio, Carassius Applied MFN |Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied MFN
carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., MFN MFN MFN MFN MFN MFN MFN MFN MFN MFN MFN MFN
Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus ), eels (Anguilla spp .), Nile
perch (Lates niloticus ) and snakeheads (Channa spp. )
0304.94.00.00 - - Alaska Pollack (Theragra chalcogramma) 10.0%|NT2 8.0% 8.0% 6.0% 6.0% 4.0% 4.0% 2.0% 2.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0304.95.00.00 - - Fish of the families Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, 10.0%|NT3 9.2% 8.3% 7.5% 6.7% 5.8% 5.0% 4.2% 3.3% 2.5% 1.7% 0.8% 0.0% 0.0% 0.0%
Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and
Muraenolepididae , other than Alaska Pollack (Theragra
chalcoaramma )
0304.99.00 - - Other:
0304.99.00.10 - - -Tuna loin (of the genus Thunnus ), Skipjack (Katsuwonus 10.0%|NT3 9.2% 8.3% 7.5% 6.7% 5.8% 5.0% 4.2% 3.3% 2.5% 1.7% 0.8% 0.0% 0.0% 0.0%
pelamis )
0304.99.00.90 - - - Other 10.0%[NT3 9.2% 8.3% 7.5% 6.7% 5.8% 5.0% 4.2% 3.3% 2.5% 1.7% 0.8% 0.0% 0.0% 0.0%
03.05 Fish, dried, salted or in brine; smoked fish, whether or not cooked
before or during the smoking process; flours, meals and pellets of
fish. fit for human consumption.
0305.10.00.00 - Flours, meals and pellets of fish, fit for human consumption 5.0%|NT3 4.6% 4.2% 3.8% 3.3% 2.9% 2.5% 2.1% 1.7% 1.3% 0.8% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0%
0305.20 - Livers and roes of fish, dried, smoked, salted or in brine:
0305.20.10.00 - - Of freshwater fish, dried, salted or in brine 5.0%|NT3 4.6% 4.2% 3.8% 3.3% 2.9% 2.5% 2.1% 1.7% 1.3% 0.8% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0%
0305.20.90.00 - - Other 5.0%|NT3 4.6% 4.2% 3.8% 3.3% 2.9% 2.5% 2.1% 1.7% 1.3% 0.8% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0%
- Fish fillets, dried, salted or in brine, but not smoked:
0305.31.00.00 - - Tilapias (Oreochromis spp .), catfish (Pangasius spp., Silurus spp., - SL1 87.5% 87.5% 87.5% 75% 75% 75% 62.5% 62.5% 62.5% 50% 50% 50% 50% 50% Applied
Clarias spp., Ictalurus spp .), carp (Cyprinus carpio, Carassius Applied MFN |Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied MFN
carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., MFN MFN MFN MFN MFN MFN MFN MFN MFN MFN MFN MFN
Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus ), eels (Anguilla spp. ), Nile
perch (Lates niloticus ) and snakeheads (Channa spp.)
0305.32.00.00 - - Fish of the families Bregmacerotidae , Euclichthyidae , Gadidae, 5.0%|NT2 4.0% 4.0% 3.0% 3.0% 2.0% 2.0% 1.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and
Muraenolepididae
0305.39 - - Other:
0305.39.10.00 - - - Freshwater garfish (Xenentodon cancila ), yellowstriped goatfish 5.0%|NT2 4.0% 4.0% 3.0% 3.0% 2.0% 2.0% 1.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
(Upeneus vittatus ) and long-rakered trevally (Ulua mentalis )
0305.39.20.00 - - - Savalai hairtails (Lepturacanthus savala ), Belanger’s croakers 5.0%|NT2 4.0% 4.0% 3.0% 3.0% 2.0% 2.0% 1.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
(Johnius belangerii ), Reeve’s croakers (Chrysochir aureus ) and
bigeve croakers (Pennahia anea)
0305.39.90.00 - - - Other 5.0%|NT3 4.6% 4.2% 3.8% 3.3% 2.9% 2.5% 2.1% 1.7% 1.3% 0.8% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0%

- Smoked fish, including fillets, other than edible fish offal:
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0305.41.00.00 - - Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, 5.0%|NT3 4.6% 4.2% 3.8% 3.3% 2.9% 2.5% 2.1% 1.7% 1.3% 0.8% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0%
Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus
kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus ),
Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho)
0305.42.00.00 - - Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii ) - EX Applied MFN |Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied
MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN
0305.43.00.00 - - Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss , Oncorhynchus clarki, - *k 30% Applied [30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% Applied
Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae , Oncorhynchus MFN Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied MFN
apache and Oncorhvnchus chrvsoaaster) MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN
0305.44.00 - - Tilapias (Oreochromis spp .), catfish (Pangasius spp., Silurus spp.,
Clarias spp., Ictalurus spp. ), carp (Cyprinus carpio, Carassius
carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp.,
Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus ), eels (Anguilla spp. ), Nile
perch (Lates niloticus ) and snakeheads (Channa spp. ):
0305.44.00.10 - - - Eels (Anguilla spp. ) - SL2 92.5% 92.5% 92.5% 85% 85% 85% 77.5% 77.5% 77.5% 70% 70% 70% 70% 70% Applied
Applied MFN |Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied MFN
MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN
0305.44.00.20 - - - Pangasius (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus - SL2 92.5% 92.5% 92.5% 85% 85% 85% 77.5% 77.5% 77.5% 70% 70% 70% 70% 70% Applied
spp.) Applied MFN |Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied MFN
MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN
0305.44.00.90 - - - Other - SL2 92.5% 92.5% 92.5% 85% 85% 85% 77.5% 77.5% 77.5% 70% 70% 70% 70% 70% Applied
Applied MFN |Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied MFN
MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN
0305.49.00.00 - - Other 5.0%|NT3 4.6% 4.2% 3.8% 3.3% 2.9% 2.5% 2.1% 1.7% 1.3% 0.8% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0%
- Dried fish, other than edible fish offal, whether or not salted but
not smoked:
0305.51.00.00 - - Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus ) 5.0%|NT3 4.6% 4.2% 3.8% 3.3% 2.9% 2.5% 2.1% 1.7% 1.3% 0.8% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0%
0305.59 - - Other:
0305.59.20.00 - - - Marine fish 5.0%|NT3 4.6% 4.2% 3.8% 3.3% 2.9% 2.5% 2.1% 1.7% 1.3% 0.8% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0%
0305.59.90.00 - - - Other 5.0%|NT3 4.6% 4.2% 3.8% 3.3% 2.9% 2.5% 2.1% 1.7% 1.3% 0.8% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0%
- Fish, salted but not dried or smoked and fish in brine, other than
edible fish offal:
0305.61.00.00 - - Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii ) 5.0%|NT3 4.6% 4.2% 3.8% 3.3% 2.9% 2.5% 2.1% 1.7% 1.3% 0.8% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0%
0305.62.00.00 - - Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus ) 5.0%|NT3 4.6% 4.2% 3.8% 3.3% 2.9% 2.5% 2.1% 1.7% 1.3% 0.8% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0%
0305.63.00.00 - - Anchovies (Engraulis spp. ) - SL2 92.5% 92.5% 92.5% 85% 85% 85% 77.5% 77.5% 77.5% 70% 70% 70% 70% 70% Applied
Applied MFN |Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied MFN
MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN
0305.64.00.00 - - Tilapias (Oreochromis spp. ), catfish (Pangasius spp., Silurus spp., - SL2 92.5% 92.5% 92.5% 85% 85% 85% 77.5% 77.5% 77.5% 70% 70% 70% 70% 70% Applied
Clarias spp., Ictalurus spp. ), carp (Cyprinus carpio, Carassius Applied MFN |Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied MFN
carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., MFN MFN MFN MFN MFN MFN MFN MFN MFN MFN MFN MFN
Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus ), eels (Anguilla spp .), Nile
perch (Lates niloticus ) and snakeheads (Channa spp. )
0305.69 - - Other:
0305.69.10 - - - Marine fish:
0305.69.10.10 - - - - Mackerel (Scomber scombrus , Scomber australasicus , 5.0%|NT3 4.6% 4.2% 3.8% 3.3% 2.9% 2.5% 2.1% 1.7% 1.3% 0.8% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0%
Scomber japonicus)
0305.69.10.20 - - - - Jack and horse mackerel (Trachurus spp .) 5.0%|NT3 4.6% 4.2% 3.8% 3.3% 2.9% 2.5% 2.1% 1.7% 1.3% 0.8% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0%
0305.69.10.90 - - - - Other 5.0%|NT3 4.6% 4.2% 3.8% 3.3% 2.9% 2.5% 2.1% 1.7% 1.3% 0.8% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0%
0305.69.90.00 - - - Other 5.0%|NT3 4.6% 4.2% 3.8% 3.3% 2.9% 2.5% 2.1% 1.7% 1.3% 0.8% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0%
- Fish fins, heads, tails, maws and other edible fish offal:
0305.71.00.00 - - Shark fins 5.0%|NT2 4.0% 4.0% 3.0% 3.0% 2.0% 2.0% 1.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0305.72 - - Fish heads, tails and maws:
0305.72.10.00 - - - Fish maws - SL1 87.5% 87.5% 87.5% 75% 75% 75% 62.5% 62.5% 62.5% 50% 50% 50% 50% 50% Applied
Applied MFN |Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied MFN
MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN
0305.72.90.00 - - - Other 5.0%|NT3 4.6% 4.2% 3.8% 3.3% 2.9% 2.5% 2.1% 1.7% 1.3% 0.8% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0%
0305.79.00 - - Other:
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0305.79.00.10 - - - Tuna gourmet - SL1 87.5% 87.5% 87.5% 75% 75% 75% 62.5% 62.5% 62.5% 50% 50% 50% 50% 50% Applied
Applied MFN |Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied MFN
MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN
0305.79.00.90 - - - Other 5.0%|NT3 4.6% 4.2% 3.8% 3.3% 2.9% 2.5% 2.1% 1.7% 1.3% 0.8% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0%
03.06 Crustaceans, whether in shell or not, live, fresh, chilled, frozen,
dried, salted or in brine; smoked crustaceans, whether in shell or
not, whether or not cooked before or during the smoking process;
crustaceans, in shell, cooked by steaming or by boiling in water,
whether or not chilled, frozen, dried, salted or in brine; flours,
meals and pellets of crustaceans, fit for human consumption.
- Frozen:
0306.11.00.00 - - Rock lobster and other sea crawfish (Palinurus spp., Panulirus - SL1 87.5% 87.5% 87.5% 75% 75% 75% 62.5% 62.5% 62.5% 50% 50% 50% 50% 50% Applied
spp., Jasus spp. ) Applied MFN |Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied MFN
MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN
0306.12.00.00 - - Lobsters (Homarus spp.) - SL1 87.5% 87.5% 87.5% 75% 75% 75% 62.5% 62.5% 62.5% 50% 50% 50% 50% 50% Applied
Applied MFN |Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied MFN
MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN
0306.14 - - Crabs:
0306.14.10.00 - - - Soft shell crabs - SL1 87.5% 87.5% 87.5% 75% 75% 75% 62.5% 62.5% 62.5% 50% 50% 50% 50% 50% Applied
Applied MFN |Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied MFN
MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN
0306.14.90.00 - - - Other 5.0%|NT3 4.6% 4.2% 3.8% 3.3% 2.9% 2.5% 2.1% 1.7% 1.3% 0.8% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0%
0306.15.00.00 - - Norway lobsters (Nephrops norvegicus ) 5.0%|NT3 4.6% 4.2% 3.8% 3.3% 2.9% 2.5% 2.1% 1.7% 1.3% 0.8% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0%
0306.16.00.00 - - Cold-water shrimps and prawns (Pandalus spp. , Crangon 5.0%|NT3 4.6% 4.2% 3.8% 3.3% 2.9% 2.5% 2.1% 1.7% 1.3% 0.8% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0%
crangon)
0306.17 - - Other shrimps and prawns:
0306.17.10 - - - Giant tiger prawns (Penaeus monodon):
0306.17.10.10 - - - - With head - SL1 87.5% 87.5% 87.5% 75% 75% 75% 62.5% 62.5% 62.5% 50% 50% 50% 50% 50% Applied
Applied MFN |Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied MFN
MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN
0306.17.10.20 - - -- Headless - SL1 87.5% 87.5% 87.5% 75% 75% 75% 62.5% 62.5% 62.5% 50% 50% 50% 50% 50% Applied
Applied MFN |Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied MFN
MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN
0306.17.10.90 ---- Other - SL1 87.5% 87.5% 87.5% 75% 75% 75% 62.5% 62.5% 62.5% 50% 50% 50% 50% 50% Applied
Applied MFN |Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied MFN
MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN
0306.17.20 - - - Whiteleg shrimps (Liptopenaeus vannamei):
0306.17.20.10 - - - - With head - HSL1 92% Applied [92% 92% 84% 84% 84% 76% 76% 76% 68% 68% 68% 60% 60% Applied
MFN Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied MFN
MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN
0306.17.20.20 - - - - Headless, with tail - HSL1 92% Applied [92% 92% 84% 84% 84% 76% 76% 76% 68% 68% 68% 60% 60% Applied
MFN Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied MFN
MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN
0306.17.20.30 - - - - Headless without tail - HSL1 92% Applied [92% 92% 84% 84% 84% 76% 76% 76% 68% 68% 68% 60% 60% Applied
MFN Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied MFN
MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN
0306.17.20.90 - - - - Other - HSL1 92% Applied |92% 92% 84% 84% 84% 76% 76% 76% 68% 68% 68% 60% 60% Applied
MFN Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied MFN
MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN
0306.17.30.00 - - - Giant river prawns (Macrobrachium rosenbergii ) - HSL1 92% Applied [92% 92% 84% 84% 84% 76% 76% 76% 68% 68% 68% 60% 60% Applied
MFN Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied MFN
MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN
0306.17.90.00 - - - Other - HSL1 92% Applied |92% 92% 84% 84% 84% 76% 76% 76% 68% 68% 68% 60% 60% Applied
MFN Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied MFN
MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN
0306.19.00.00 - - Other, including flours, meals and pellets of crustaceans, fit for 5.0%|NT3 4.6% 4.2% 3.8% 3.3% 2.9% 2.5% 2.1% 1.7% 1.3% 0.8% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0%
human consumption
- Not frozen:
0306.21 - - Rock lobster and other sea crawfish (Palinurus spp., Panulirus
Spp., Jasus spp. ):
0306.21.10.00 - - - Breeding 0.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0306.21.20.00 - - - Other, live 5.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
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0306.21.30.00 - - - Fresh or chilled - SL1 87.5% 87.5% 87.5% 75% 75% 75% 62.5% 62.5% 62.5% 50% 50% 50% 50% 50% Applied
Applied MFN |Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied MFN
MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN
- - - Other:
0306.21.91.00 - - - - In airtight containers - SL1 87.5% 87.5% 87.5% 75% 75% 75% 62.5% 62.5% 62.5% 50% 50% 50% 50% 50% Applied
Applied MFN |Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied MFN
MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN
0306.21.99.00 - - - - Other - HSL1 92% Applied [92% 92% 84% 84% 84% 76% 76% 76% 68% 68% 68% 60% 60% Applied
MFN Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied MFN
MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN
0306.22 - - Lobsters (Homarus spp. ):
0306.22.10.00 - - - Breeding 0.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0306.22.20.00 - - - Other, live 5.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0306.22.30.00 - - - Fresh or chilled 5.0%[NT3 4.6% 4.2% 3.8% 3.3% 2.9% 2.5% 2.1% 1.7% 1.3% 0.8% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0%
- - - Other:
0306.22.91.00 - - - - In airtight containers 5.0%[NT3 4.6% 4.2% 3.8% 3.3% 2.9% 2.5% 2.1% 1.7% 1.3% 0.8% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0%
0306.22.99.00 - - - - Other 5.0%[NT3 4.6% 4.2% 3.8% 3.3% 2.9% 2.5% 2.1% 1.7% 1.3% 0.8% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0%
0306.24 - - Crabs:
0306.24.10.00 - - - Live 5.0%|NT1 4.0% 3.0% 2.0% 1.0%. 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0306.24.20.00 - - - Fresh or chilled 5.0%|NT3 4.6% 4.2% 3.8% 3.3% 2.9% 2.5% 2.1% 1.7% 1.3% 0.8% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0%
- - - Other:
0306.24.91.00 - - - - In airtight containers 5.0%|NT2 4.0% 4.0% 3.0% 3.0% 2.0% 2.0% 1.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0306.24.99 - - - - Other:
0306.24.99.10  |----- Boiled 5.0%|NT2 4.0% 4.0% 3.0% 3.0% 2.0% 2.0% 1.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0306.24.99.90  |----- Other 5.0%|NT2 4.0% 4.0% 3.0% 3.0% 2.0% 2.0% 1.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0306.25.00.00 - - Norway lobsters (Nephrops norvegicus ) 5.0%|NT3 4.6% 4.2% 3.8% 3.3% 2.9% 2.5% 2.1% 1.7% 1.3% 0.8% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0%
0306.26 - - Cold-water shrimps and prawns (Pandalus spp. , Crangon
crangon ):
0306.26.10.00 - - - Breeding 0.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0306.26.20.00 - - - Other, live 5.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0306.26.30.00 - - - Fresh or chilled 5.0%|NT3 4.6% 4.2% 3.8% 3.3% 2.9% 2.5% 2.1% 1.7% 1.3% 0.8% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0%
- - - Dried:
0306.26.41.00 - - - - In airtight containers 5.0%[NT3 4.6%. 4.2% 3.8% 3.3% 2.9% 2.5% 2.1% 1.7% 1.3% 0.8% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0%
0306.26.49.00 - - - - Other 5.0%[NT3 4.6%. 4.2% 3.8% 3.3% 2.9% 2.5% 2.1% 1.7% 1.3% 0.8% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0%
- - - Other:
0306.26.91.00 - - - - In airtight containers 5.0%|NT2 4.0%. 4.0%. 3.0% 3.0% 2.0% 2.0% 1.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0306.26.99.00 - - - - Other 5.0%|NT2 4.0%. 4.0% 3.0% 3.0% 2.0% 2.0% 1.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0306.27 - - Other shrimps and prawns:
- - - Breeding:
0306.27.11.00 - - - - Giant tiger prawns (Penaeus monodon) 0.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0306.27.12.00 - - - - Whiteleg shrimps (Litopenaeus vannamei) 0.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0306.27.19.00 - - - - Other 0.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
- - - Other, live:
0306.27.21.00 - - - - Giant tiger prawns (Penaeus monodon) - SL1 87.5% 87.5% 87.5% 75% 75% 75% 62.5% 62.5% 62.5% 50% 50% 50% 50% 50% Applied
Applied MFN |Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied MFN
MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN
0306.27.22.00 - - - - Whiteleg shrimps (Litopenaeus vannamesi) - SL1 87.5% 87.5% 87.5% 75% 75% 75% 62.5% 62.5% 62.5% 50% 50% 50% 50% 50% Applied
Applied MFN |Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied MFN
MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN
0306.27.29.00 - ---Other - EX Applied MFN |Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied
MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN
- - - Fresh or chilled:
0306.27.31.00 - - - - Giant tiger prawns (Penaeus monodon) - EX Applied MFN |Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied
MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN
0306.27.32.00 - - - - Whiteleg shrimps (Litopenaeus vannamei) - EX Applied MFN |Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied
MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN
0306.27.39.00 - - --Other - EX Applied MFN |Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied
MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN
- - - Dried:
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0306.27.41.00 - - - - In airtight containers - EX Applied MFN |Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied
MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN
0306.27.49.00 - - - - Other - EX Applied MFN |Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied
MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN
- - - Other:
0306.27.91.00 - - - - In airtight containers - EX Applied MFN |Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied
MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN
0306.27.99.00 - - - - Other - EX Applied MFN |Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied
MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN
0306.29 - - Other, including flours, meals and pellets of crustaceans, fit for
human consumption:
0306.29.10.00 - - - Live 5.0%|NT3 4.6% 4.2% 3.8% 3.3% 2.9% 2.5% 2.1% 1.7% 1.3% 0.8% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0%
0306.29.20.00 - - - Fresh or chilled 5.0%|NT3 4.6% 4.2% 3.8% 3.3% 2.9% 2.5% 2.1% 1.7% 1.3% 0.8% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0%
0306.29.30.00 - - - Flours, meals and pellets 5.0%|NT3 4.6% 4.2% 3.8% 3.3% 2.9% 2.5% 2.1% 1.7% 1.3% 0.8% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0%
- - - Other:
0306.29.91.00 - - - - In airtight containers 5.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0306.29.99.00 - - - - Other 5.0%|NTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
03.07 Molluscs, whether in shell or not, live, fresh, chilled, frozen, dried,
salted or in brine; smoked molluscs, whether in shell or not,
whether or not cooked before or during the smoking process;
flours, meals and pellets of molluscs, fit for human consumption.
- Oysters:
0307.11 - - Live, fresh or chilled:
0307.11.10.00 - - - Live 5.0%|NT1 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0307.11.20.00 - - - Fresh or chilled - SL1 87.5% 87.5% 87.5% 75% 75% 75% 62.5% 62.5% 62.5% 50% 50% 50% 50% 50% Applied
Applied MFN |Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied MFN
MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN
0307.19 - - Other:
0307.19.10.00 - - - Frozen - SL1 87.5% 87.5% 87.5% 75% 75% 75% 62.5% 62.5% 62.5% 50% 50% 50% 50% 50% Applied
Applied MFN |Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied MFN
MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN
0307.19.20.00 - - - Dried, salted or in brine - SL1 87.5% 87.5% 87.5% 75% 75% 75% 62.5% 62.5% 62.5% 50% 50% 50% 50% 50% Applied
Applied MFN |Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied Applied MFN
MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN MEN
0307.19.30.00 - - - Smoked 5.0%|NT2 4.0% 4.0% 3.0% 3.0% 2.0% 2.0% 1.0% 1.0% 0.0